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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 
 

Setelah dilakukan penelitian Pemetaan Keterpenuhan Standar Nasional    

melalui Studi Evaluasi Implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan  pada masing-

masing sekolah dari berbagai jenjang satuan pendidikan, yaitu di 60 (ebampuluh)  

sekolah/madrasah   yang dijadikan sampel penelitian dengan rincian  39 (tigapuluh 

sembilan) SD/MI, 13 (tigabelas) SMP/MTs, dan 8 (delapan) SMA/MA di Kabupaten 

Bengkulu Selatan, maka diperoleh hasil   sebagai berikut :  

1.  Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI 

a. Standar Isi 

Hasil penelitian dari 39 (tigapuluh sembilan) SD/MI Kabupaten Bengkulu 

Selatan sebagai sampel dapat dilihat pada tabel 4.1 (lihat lampiran halaman 210)  

menunjukkan hanya 2 (dua) sekolah dasar yang nilai keterpenuhan dan kriterianya 

telah mencapai standar, yaitu SD N 5 BS dan  SD N  21 BS (5,13 %). Sedangkan 37 

(tigapuluh tujuh) SD/MI belum memenuhi Standar Isi (94,87 %). Berarti  seluruh 

SD/MI yang dijadikan sampel penelitian Standar Isi belum memenuhi Standar 

Nasional (69,23 %). Indikator Standar Isi yang  banyak belum memenuhi standar 

yaitu : (1) pengembangan KTSP masih banyak dilakukan oleh guru sendiri secara 

mandiri maupun kelompok (lihat hasil wawancara hal  319 dan 323) yang 

seharusnya juga melibatkan konselor, (2) hanya sebagian  silabus disusun oleh guru 

sendiri, (3) program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, (4) 

program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan konseling umumnya jenis 
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layanan pribadi atau sosial saja, (5) KKM umumnya antara 70,00 – 80,00 yang 

seharusnya untuk mencapai standar harus di atas 80,00. Selain itu hasil studi 

dokumentasi laporan hasil kepengawasan pengawas SD/MI Kabupaten Bengkulu 

Selatan Tahun pelajaran 2012/2013 (lihat lampiran hal 350) memberi beberapa 

informasi yaitu :  sekolah masih belum mampu mengembangkan kurikulum 

meskipun sudah ada panduan penyusunan kurikulum yang dibuat BSN dan  masih 

banyak sekolah yang belum melakukan pengembangan kurikulum muatan lokal.  

b. Standar Proses 

 Hasil penelitian dari 39 (tigapuluh sembilan) SD/MI Kabupaten Bengkulu 

Selatan sebagai sampel dapat dilihat pada tabel 4. 2 (lihat lampiran hal 212). Data 

hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Proses SD/MI belum memenuhi 

Standar Nasional (62,65 %, Kriteria Kurang Standar). Hampir seluruh SD/MI 

sampel  belum memenuhi Standar Proses yang diharapkan. Hanya 1 (satu) Sekolah 

Dasar  yang telah memenuhi standar (2,56 %). Sedangkan 38 Sekolah 

Dasar/Madrasah belum memenuhi standar proses (97,43 %).  Indikator Standar 

Proses yang paling banyak masih menunjukkan belum mencapai standar yang 

diharapakan yaitu yang bekaitan dengan supervisi, penggunaan media pembelajaran, 

penggunaan IT dalam pembelajaran, dan remedial teaching. Studi dokumentasi 

tarhadap Laporan Kepengawasan Pengawas SD/MI Kabupaten Bengkulu Selatan 

Tahun Pelajaran 2012/2013 (lihat lampiran halaman 350) menunjukkan : (1) kepala 

sekolah masih jarang melakukan pemantauan/supervisi proses pembelajaran 

mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, (2) kepala 

sekolah jarang melakukan supervisi evaluasi pembelajaran karena kepala sekolah 

jarang melakukan supervisi kelas, (3) guru kurang melaksanakan tindak lanjut 

supervisi (remedial dan pengayaan), (d) pembuatan dan penggunaan alat 
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peraga/media pembelajaran kurang. Secara umum dilihat dari kriteria 

pencapaiannya, SD/MI di Kabupaten Bengkulu Selatan belum memenuhi Standar 

Proses.  

c. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

 Hasil penelitian dari 39 (tigapuluh sembilan) SD/MI Kabupaten Bengkulu 

Selatan sebagai sampel dapat dilihat pada tabel 4. 3 (lihat lampiran hal 214). Data 

hasil penelitian  menunjukkan hampir seluruh SD/MI (80,20 %) sampel penelitian 

telah  memenuhi standar. Secara  umum  SD/MI Kabupaten Bengkulu Selatan telah 

mencapai atau memenuhi Standar Kompetensi Lulusan. Hanya 15 (limabelas) 

SD/MI (38,46 % ) yang belum mencapai standar. Ini berarti secara umum SD/MI di 

Bengkulu Selatan  telah memenuhi Standar Kompetensi Lulusan. Data hasil studi 

dokumentasi (lihat lampiran  halaman 350) yang menunjukkan penyebab komponen 

ini kurang mencapai standar adalah : (a) masih ada beberapa sekolah  siswa jarang 

memperoleh pengalaman belajar melalui pembiasaan untuk memahami hak dan 

kewajiban orang lain dalam pergaulan masyarakat, sehingga pengaruh luar mudah 

ditiru, (b) guru kurang mengembangkan potensi  imajinasi siswa untuk memperoleh 

pengalaman dalam menghasilkan karya kreatif baik individu dan kelompok, dan    

(c) kemampuan siswa di beberapa SD/MI untuk memperoleh keterampilan 

menyimak, membaca, menulis dan berbicara dalam Bahasa Indonesia masih kurang. 

d. Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan 

Hasil penelitian dari 39 (tigapuluh sembilan) SD/MI Kabupaten Bengkulu 

Selatan sebagai sampel dapat dilihat pada tabel 4. 4 (lihat lampiran hal 216). Nilai 

keterpenuhan dan kriteria Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum 

mencapai standar (47,86 %, Kurang Standar Sekali). Data menunjukkan seluruh 

SD/MI tidak ada yang memenuhi standar (100%) , dengan rincian 13 (tigabelas) 
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SD/MI kurang standar dan 26 (duapuluh enam) SD/MI yang kurang standar sekali. 

Data hasil penelitian dari Instrumen Pemetaan Faktor Penyebab Dengan 8 Standar 

menunjukkan bahwa beberapa  indikator yang   tidak memenuhi kriteria standar  

antara lain : (a) tingkat kehadiran guru masih di bawah 100 %. (b) kualifikasi 

akademik kepala tenaga administrasi, (c) kesesuaian bidang tugas dengan latar 

belakang pendidikan kepala perpustakaan, (d) masih banyak SD/MI yang belum 

memiliki perpustakaan, sehingga indikator kualifikasi akademik kepala perpustakaan 

dan indikator kesesuaian bidang tugas dengan latar belakang kepala perpustakaan 

tidak terpenuhi atau tidak ada. Jadi secara umum SD/MI Kabupaten Bengkulu 

Selatan belum memenuhi Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan. 

e. Standar Sarana Prasarana 

Hasil penelitian dari 39 (tigapuluh sembilan)  SD/MI Kabupaten Bengkulu 

Selatan sebagai sampel dapat dilihat pada tabel 4. 5 (lihat lampiran hal 218). Sesuai 

dengan indikator instrumen yang digunakan dalam penelitian, maka secara umum 

SD/MI di Kabupaten Bengkulu Selatan, Standar Sarana dan Prasarana telah 

memenuhi standar (86,32 %, Kiriteria Standar). Akan tetapi secara khusus masih ada 

indikator-indikator  tertentu di SD/MI tertentu  yang belum memenuhi standar yang 

diinginkan. Data menunjukkan 31 (tigapuluh satu) SD/MI (79,49 %) telah 

memenuhi Standar Sarana Prasarana, sedangkan 8 (delapan) SD/MI belum 

memenuhi Standar sarana Prasarana (20,51 %). Dengan demikian secara umum 

SD/MI Kabupaten Bengkulu Selatan telah memenuhi Standar Sarana Prasarana. 

Studi Dokumentasi Laporan Pengawas SD/MI Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 

2012/2013  (lihat lampiran hal 350) menginformasikan bahwa masih banyak lahan 

sekolah yang tidak  memenuhi ketentuan luas minimal, masih ada sekolah yang 

belum memiliki ruang perpustakaan, ruang administrasi, dan ruang kepala sekolah 
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yang memenuhi standar, dan masih banyak sekolah yang belum memiliki tempat 

beribadah dengan luas dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan, dan masih banyak 

sekolah yang tidak memiliki toilet siswa, gudang, tempat olah raga dan halaman 

luas. 

f. Standar Pengelolaan 

 Hasil penelitian dari 39 SD/MI Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sampel 

dapat dilihat pada tabel 4. 6 (lihat lampiran hal 220). Standar Pengelolaan secara 

umum belum mencapai Standar Nasional Pendidikan (68,38 %, Kurang Standar). 

Ada 9 (sembilan) SD/MI yang telah memenuhi Standar Pengelolaan (23,08 %), 

sedangkan 30 SD/MI (76,92 %) belum memenuhi Standar Pengelolaan. Data hasil 

penelitian dari Instrumen Pemetaan Faktor Penyebab Dengan 8 Standar  

menunjukkan kebanyakan sekolah/madrasah memiliki dan melaksanakan satu 

program atau kegiatan terkait dengan standar pengelolaan. Beberapa indikator dan 

deskriptor yang mengakibatkan lemahnya komponen standar ini antara lain : (a)  

Ada  27 sekolah dari 39 (tigapuluh sembilan)  sekolah yang memiliki dan 

melaksanakan 1 program pengelolaan kegiatan pengembangan kurikulum, (b) ada 26 

(duapuluh enam) sekolah memiliki dan melaksanakan 1 program pengawasan yang 

disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, (c) ada 27 (duapuluh 

tujuh)  sekolah hanya melaksanakan 1 kali kegiatan evaluasi program kerja sekolah 

setiap tahun/sesuai dengan  kebutuhan, (d) ada 29  (duapuluh sembilan) sekolah 

hanya melaksanakan 1 kali program kegiatan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga 

kependidikan tiap semester/sesuai kebutuhan.  

g. Standar Pembiayaan  

 Hasil penelitian dari 39 SD/MI Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sampel 

dapat dilihat pada tabel 4. 7 (lihat lampiran hal 222). Standar Pembiayan SD/MI 
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secara umum rata-rata belum memenuhi standar yang dikehendaki                    

(73,79 %,  Kurang Standar). Ada 9 SD/MI (20,51 %) telah memenuhi Standar 

Pembiayaan dan 30 SD/MI (76,92 %) belum memenuhi standar pembiayaan.  

Berdasar Instrumen Pemetaan Faktor Penyebab Dengan  8 Standar, data yang ada 

menunjukkan bahwa masih banyak sekolah/madrasah yang membelanjakan biaya 

penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran > 50 % - < 100 % dan 

membelanjakan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran.   

h. Standar Penilaian 

 Hasil penelitian dari 39 (tigapuluh sembilan) SD/MI Kabupaten Bengkulu 

Selatan sebagai sampel dapat dilihat pada tabel 4. 8 (lihat lampiran hal 224). Standar 

Penilaian secara umum juga belum mencapai Standar Nasional Pendidikan (74,10 

%, Kriteria Kurang Standar). Berdasar data hasil penelitian Instrumen Pemetaan 

Faktor penyebab Dengan 8 Standar,  sebagian besar sekolah/madrasah telah 

mencoba memberi informasi rancangan penilaian kepada siswa, teknik, dan bentuk 

penilaian yang ada pada silabus sesuai dengan indikator kriterian pencapaian  

Kompetensi Dasar (KD) yang diinformasikan kepada siswa pada awal semester. Ada 

beberapa sekolah dasar/madrasah yang jarang dan bahkan tidak pernah memberikan 

informasi rancangan kriteria penilaian pada silabus kepada siswa. Studi 

Dokumentasi Laporan Kepengawasan SD/MI Tahun 2012/2013 (lihat lampiran hal 

350), bahwa guru kurang memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan 

pembelajaran atau remedial dan masih banyak guru yang kurang menggunakan 

penililaian  hasil pembelajaran yang bersifat otentik,  antara lain  penilaian 

portofolio, penilaian proses pengerjaannya, dan penilaian spontanitas.  

Dari data tabel 4.9 (lihat lampiran hal 226) dapat dideskripsikan bahwa hampir 

semua komponen belum memenuhi standar, ada 5 (lima) SD/MI yang belum 
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memenuhi 8 komponen Standar Nasional Pendidikan (SD N 49 BS, SD N 58 BS, 

SD N 81 BS, SD N 109 BS, dan MIN Pl. Bengkerung BS) dan komponen yang telah   

dicapai oleh SD/MI paling banyak memenuhi standar  yaitu standar sarana dan 

prasarana.  Sedangkan komponen dimana seluruh SD/MI sampel penelitian kurang  

standar dan  kurang standar sekali adalah komponen Standar Pendidik Dan Tenaga 

Kependidikan. Secara umum SD/MI Kabupaten Bengkulu Selatan  belum memenuhi 

8 Standar Nasional Pendidikan. 

2. Jenjang Satuan Pendidikan  SMP/MTs 

    a. Standar Isi  

Hasil penelitian pada Standar  Isi dari SMP/MTs. Negeri di Kabupaten 

Bengkulu Selatan sebagai sampel seperti pada tabel 4. 10 (lihat lampiran hal 228). 

Berdasarkan data pada tabel tersebut, maka  rata-rata Standar Isi SMP/MTs sebagai 

sampel penelitian belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (75,64 %, Kriteria 

Kurang Standar). Berdasarkan hasil penelitian pada pemenuhan Standar Isi beberapa 

SMP/MTs. Negeri di Kabupaten Bengkulu Selatan hanya 3 (tiga) dari 13 (tigabelas) 

sekolah diteliti, memenuhi/mencapai mencapai kriteria standar  atau hanya 23,07%. 

Skor perolehan skor sekolah teritinggi 20 dan terendah 14, rentang perolehan skor 

tertinggi (mencapai kirteria standar) dengan terendah cukup tinggi (diatas skala 

kriteria). Kurangnya dalam penenuhan standar isi pada umumnya dalam 

pengembangan silabus dan bahan pembelajaran tidak dilakukan oleh guru mata 

pelajaran sendiri dan masih ada sekolah yang KKM < 70.  

Berdasarkan hasil pemantauan pengawas sekolah penyebab guru tidak 

mengembangkan bahan ajar dan silabus sebagian besar karena kurangnya 

pemahaman guru tentang KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) sehingga 
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kebanyakan guru hanya copy paste dari sekolah lain, dan tanpa melakukan 

pengembangan dan penyesuaian untuk sekolahnya. 

              b. Standar Proses 

Hasil penelitian pada standar proses dari SMP/MTs. Negeri di Kabupaten 

Bengkulu Selatan sebagai sampel seperti pada tabel 4.11 (lihat lampiran hal 229). 

Berdasarkan data , maka  rata-rata Standar Proses SMP/MTs sebagai sampel 

penelitian belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (71,28 %, Kriteria Kurang 

Standar). Berdasarkan hasil penelitian pada pemenuhan Standar Proses beberapa 

SMP/MTs. Negeri di Kabupaten Bengkulu Selatan hanya 3 (tiga) dari 13 (tigabelas) 

sekolah diteliti, memenuhi/mencapai mencapai kriteria standar  atau hanya 23,07%. 

Skor perolehan sekolah teritinggi 26 dan terendah 17 rentang perolehan skor 

tertinggi (mencapai kirteria standar) dengan terendah cukup tinggi (diatas skala 

kriteria). Kurang penenuhan standar proses pada umumnya dalam pelaksanaan 

pembelajaran guru tidak menggunakan media secara bervariasi dan pengusaan guru 

di bidang IT masih lemah. Guru kurang memanfaatkan hasil evaluasi  dan dalam 

pelaksanaan remidial dan pengayaan. Berdasarkan hasil pemantauan pengawas 

sekolah penyebab guru kurang penggunaan media secara bervariasi karena guru 

kurang kreativ dalam memilih metode dan media pembelajaran, serta penguasaan 

guru di bidang IT lemah karena keengganan guru untuk menambah pengetahuan dan 

keterampilan di bidang IT. Guru kurang memanfaatan hasil evaluasi untuk 

melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. 

              c. Standar Kompetensi Lulusan 

 Hasil penelitian pada Standar Kompetensi Lulusan dari SMP/MTs. Negeri di 

Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sampel seperti pada tabel 4.12 (lihat lampiran 

hal 230). Berdasarkan data, maka  rata-rata Standar Kompetensi Lulusan SMP/MTs 
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sebagai sampel penelitian telah  memenuhi Standar Nasional Pendidikan (89,74 %, 

Kriteria Standar). Berdasarkan hasil penelitian pada pemenuhan Standar Kompetensi 

Lulusan beberapa SMP/MTs. Negeri di Kabupaten Bengkulu Selatan dari 13 

(tigabelas) sekolah yang diteliti, hanya 1 (satu) sekolah yang tidak 

memenuhi/mencapai mencapai kriteria standar  atau hanya 7,69%. Skor perolehan 

sekolah teritinggi 36 dan terendah 19. Rentang perolehan skor tertinggi (mencapai 

kirteria standar) dengan terendah sangat tinggi (diatas skala kriteria). Sekolah yang 

kurang sekali memenuhi standar kompetensi lulusan karena guru kurang 

melaksanakan kegiatan: (1) memfasilitasi kegiatan untuk mengeskspresikan dari 

melalui kegiatan seni budaya, (2) kesiswaan yang dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan rasa percaya diri dan tanggung jawab, (3) menumbuhkan sikap 

pemahaman ajaran agama dan pengamalannya, (4) yang dapat mengarahkan siswa 

memperoleh keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan 

estetis, (5) mengarahkan siswa untuk keterampilan menyimak, membaca, menulis 

dan bisa berbicara dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah. 

d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Hasil penelitian pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari 

SMP/MTs. Negeri di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sampel seperti pada tabel 

4.13 (lihat lampiran hal 231). Berdasarkan data , maka  rata-rata Standar Pendidik 

dan Tenaga kependidikan  SMP/MTs sebagai sampel penelitian telah  memenuhi 

Standar Nasional Pendidikan (80,65 %, Kriteria Standar). Berdasarkan hasil 

penelitian pada pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan beberapa SMP/MTs. 

Negeri di Kabupaten Bengkulu Selatan dari 13 (tigabelas) sekolah yang  diteliti, 6 

(enam) sekolah yang tidak memenuhi/mencapai mencapai kriteria standar  atau 

46,15%. Skor perolehan sekolah tertinggi 29 dan terendah 24.  Sekolah-sekolah yang 
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belum memenuhi kriteria standar Pendidikan dan tenaga kependidikan karena 

kualifikasi tenaga administrasi masih di bawah D3 dan kualifikasi tenga 

perpustakaan masih di bawah D1. 

e. Standar Sarana dan Prasarana 

Hasil penelitian pada standar Sarana dan Prasarana dari SMP/MTs. Negeri di 

Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sampel seperti pada tabel 4.14 (lihat lampiran 

hal 232). Berdasarkan data , maka  rata-rata Standar Sarana dan Prasarana  

SMP/MTs sebagai sampel penelitian telah  memenuhi Standar Nasional Pendidikan 

(85,90 %, Kriteria Standar). Berdasarkan hasil penelitian pada pemenuhan Standar 

Sarana dan Prasarana beberapa SMP/MTs  di Kabupaten Bengkulu Selatan dari 13 

(tigabelas)  sekolah diteliti, 4 (empat) sekolah yang tidak memenuhi/mencapai 

mencapai kriteria standar  atau 30,77 %. Skor perolehan sekolah tertinggi 30 dan 

terendah 21. Sekolah-sekolah yang belum memenuhi kriteria standar sarana dan 

prasarana semua karena kurang lengkapnya fasilitas laboratorium, kebanyakan 

laboratium tunggal atau bahkan sekolah hanya memiliki ruang laboratorium tetapi 

tidak dilengkapi dengan alat dan bahannya. Rasio jumlah buku dan jumlah siswa 

sangat rendah.  

f. Standar Pengelolaan 

 Hasil penelitian pada standar Pengelolaan dari SMP/MTs. Negeri di 

Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sampel seperti pada tabel 4.15 (lihat lampiran 

hal 233). Berdasarkan data pada tabel tersebut, maka  rata-rata Standar Pengelolaan  

SMP/MTs sebagai sampel penelitian telah  memenuhi Standar Nasional Pendidikan 

(81,41 %, Kriteria Standar). Berdasarkan hasil penelitian pada pemenuhan 

Pengelolaan beberapa SMP/MTs. Negeri di Kabupaten Bengkulu Selatan dari 13 

(tigabelas) sekolah diteliti, 5 (lima) sekolah yang tidak memenuhi/mencapai 
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mencapai kriteria standar  atau 38,00%. Skor perolehan sekolah tertinggi 12 dan 

terendah 6. Secara umum  standar pengelolaan SMP/MTs di Bengkulu Selatan sudah 

baik atau memenuhi kriteria tetapi masih ada sekolah yang belum memenuhi kriteria 

karena  sekolah hanya sekali dalam setahun dalam melaksanakan kegiatan :             

(1) program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik dan kependidikan, 

(2) evaluasi program kerja sekolah, dan (3) evaluasi kinerja pendidik dan tenaga 

kependidikan. Berdasarkan hasil pantauan pengawas sekolah kebanyakan kepala 

sekolah jarang melakukan supervisi pada tenaga pendidikan dan kependidikan, 

program kerja jarang dilakukan evaluasi oleh kepala sekolah. 

g. Standar Pembiayaan 

Hasil penelitian pada standar Pembiayaan dari SMP/MTs   di Kabupaten 

Bengkulu Selatan sebagai sampel seperti pada tabel 4.16 (lihat lampiran hal 234). 

Berdasarkan data, maka  rata-rata Standar Pembiayaan  SMP/MTs sebagai sampel 

penelitian telah  memenuhi Standar Nasional Pendidikan (88,89 %, Kriteria 

Standar). Berdasarkan hasil penelitian pada pemenuhan Pembiayaan beberapa 

SMP/MTs  di Kabupaten Bengkulu Selatan dari 13 (tigabelas) sekolah yang diteliti, 

4 (empat) sekolah yang tidak memenuhi/mencapai mencapai kriteria standar  atau 

30,77%. Skor perolehan sekolah tertinggi 9  dan terendah 6. Sekolah yang masih 

belum memenuhi kriteria standar pembiayaan karena tidak disediakannya  alokasi 

khusus untuk penembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan RKA-S. 

Berdasarkan hasil pemantauan pengawas sekolah, sumber dana sekolah hanya 

bergantung pada dana BOS, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan sekolah 

masih kecil untuk sekolah dipinggiran kota. 

h. Standar Penilaian 
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Hasil penelitian pada standar Penilaian dari SMP/MTs  di Kabupaten 

Bengkulu Selatan sebagai sampel seperti pada tabel 4.17 (lihat lampiran hal 235). 

Berdasarkan data pada tabel tersebut, maka  rata-rata Standar Penilaian  SMP/MTs 

sebagai sampel penelitian belum  memenuhi Standar Nasional Pendidikan (76,53 %, 

Kriteria Standar). Berdasarkan hasil penelitian pada pemenuhan Penilaian beberapa 

SMP/MTs di Kabupaten Bengkulu Selatan dari 13 (tigabelas) sekolah diteliti, 6 

(enam) sekolah yang tidak memenuhi/mencapai mencapai kriteria standar  atau 

46,15%. Skor perolehan sekolah tertinggi 36 dan terendah 20. Jumlah sekolah yang 

belum memenuhi kriteria standar Penilaian masih cukup tinggi.  

Dari data tabel 4.18 (lihat lampiran hal 236) dapat dideskripsikan bahwa secara 

umum komponen yang dicapai oleh SMP/MTs yang paling banyak belum memenuhi  

kriteria standar adalah standar isi dan standar proses. Hanya ada 1 (satu) SMP yang 

seluruh komponen atau 8 komponen standar nasional penddidikan belum memenuhi 

kriteria standar yaitu SMP N 11 Bengkulu Selatan. Sedangkan  komponen yang 

dicapai oleh SMP/MTs  paling banyak memenuhi  kriteria standar adalah standar 

kompetensi lulusan. Secara umum rata-rata SMP/MTs Kabupaten Bengkulu Selatan  

telah memenuhi  8 Standar Nasional Pendidikan. 

4. Jenjang Satuan Pendidikan  SMA/MA  

a. Standar Isi 

Hasil penelitian pada Standar  Isi dari SMA Negeri di Kabupaten Bengkulu 

Selatan sebagai sampel seperti pada tabel 4.19 (lihat lampiran hal 237). Berdasarkan 

data pada tabel di atas, maka  rata-rata Standar Isi  SMA/MA sebagai sampel 

penelitian   memenuhi Standar Nasional Pendidikan (85,94 %, Kriteria Standar). 

Berdasarkan hasil penelitian pada pemenuhan Standar Isi beberapa SMA/MA Negeri 

di Kabupaten Bengkulu Selatan hanya 2 (dua) dari 8 (delapan) sekolah diteliti, 
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memenuhi/mencapai mencapai kriteria standar  atau hanya 25,00%. Skor perolehan 

sekolah tertinggi 23 dan terendah 19, rentang nilai antara yang sekolah yang telah 

memenuhi kriteria standar dengan yang belum memenuhi kriteria standar cukup 

kecil. Kurang pemenuhan standar isi pada umumnya dalam pengembangan silabus 

dan bahan pembelajaran  dilakukan oleh guru mata pelajaran sendiri dan masih ada 

sekolah yang KKM < 70.  

b. Standar Proses  

Hasil penelitian pada standar proses dari SMA/MA Negeri di Kabupaten 

Bengkulu Selatan sebagai sampel seperti pada tabel 4.20 (lihat lampiran hal 238). 

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka  rata-rata Standar Proses   SMA/MA 

sebagai sampel penelitian   belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (71,67 %, 

KriteriaKurang  Standar). Berdasarkan hasil penelitian pada pemenuhan Standar 

Proses beberapa SMA/MA Negeri di Kabupaten Bengkulu Selatan hanya 2 (dua)  

dari 8 (delapan)  sekolah yang diteliti, memenuhi/mencapai mencapai kriteria 

standar  atau hanya 25,%. Skor perolehan sekolah tertinggi 25 dan terendah 19, 

rentang nilai antara  sekolah yang telah memenuhi kriteria standar dengan yang 

belum memenuhi kriteria standar cukup kecil. Studi dokumentasi laporan pengawas 

SMA/MA Kabupaten Bengkulu Selatan T.P. 2012/2013 (lihat lampiran hal 347) 

menunjukkan bahwa kebanyakan guru-guru belum memiliki administrasi 

pembelajaran yang lengkap. 

c. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

 Hasil penelitian pada standar kompetensi lulusan dari SMA/MA Negeri di 

Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sampel seperti pada table 4.21 (lihat lampiran 

hal 239). Berdasarkan data pada tabel tersebut, maka  rata-rata Standar Kompetensi 

Lulusan  SMA/MA sebagai sampel penelitian memenuhi Standar Nasional 
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Pendidikan (90,28 %, Kriteria  Standar). Berdasarkan hasil penelitian pada 

pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan beberapa SMA/MA Negeri di Kabupaten 

Bengkulu Selatan dari 8 (delapan)  sekolah diteliti, hanya 1 (satu)  sekolah yang 

tidak memenuhi/mencapai mencapai kriteria standar  atau hanya 12,50%. Skor 

perolehan sekolah tertinggi 36 dan terendah 24, rentang nilai antara yang sekolah 

yang telah memenuh kriteria standar dengan yang belum memenuhi kriteria standar 

cukup besar.  

d. Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Hasil penelitian pada standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari 

SMA/MA Negeri di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sampel seperti pada tabel 

4.22 (lihat lampiran hal 240). Berdasarkan data pada tabel tersebut , maka  rata-rata 

Standar Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan  SMA/MA sebagai sampel 

penelitian    memenuhi Standar Nasional Pendidikan (79,17 %, Kriteria  Standar). 

Berdasarkan hasil penelitian pada pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan beberapa 

SMA/MA Negeri di Kabupaten Bengkulu Selatan dari 8 sekolah diteliti, terdapat 4 

sekolah yang tidak memenuhi/mencapai mencapai kriteria standar  atau 50,00%. 

Skor perolehan sekolah tertinggi 32 dan terendah 23, rentang nilai antara yang 

skolah yang telah memenuhi kriteria standar dengan yang belum memenuhi kriteria 

standar cukup kecil.  Sekolah-sekolah yang belum memenuhi kriteria standar 

Pendidikan dan tenaga kependidikan karena kualifikasi tenaga administrasi masih di 

bawah D3 dan kualifikasi tenaga perpustkaan masih di bawah D1. 

e. Standar Sarana Prasarana 

Hasil penelitian pada standar Sarana dan Prasarana dari SMA/MA Negeri di 

Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sampel seperti pada tabel 4.23 (lihat lampiran 

hal 241). Berdasarkan data pada tabel tersebut, maka  rata-rata Standar Sarana dan 



70 

 

Prasarana  SMA/MA sebagai sampel penelitian    memenuhi Standar Nasional 

Pendidikan (80,68 %, Kriteria Standar). Berdasarkan hasil penelitian pada 

pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana beberapa SMA/MA Negeri di Kabupaten 

Bengkulu Selatan dari 8 sekolah diteliti, 3 sekolah yang tidak memenuhi/mencapai 

mencapai kriteria standar  atau 37,50%. Skor perolehan sekolah tertinggi 32 dan 

terendah 24, rentang nilai antara yang skolah yang telah memenuhi kriteria standar 

dengan yang belum memenuhi kriteria standar agak besar kecil.  Sekolah-sekolah 

yang belum memenuhi kriteria standar sarana dan prasarana semua karena kurang 

lengkapanya fasilitis laboratorium, kebanyakan laboratium tunggal atau bahkan 

sekolah hanya memiliki ruang laboratorium tetapi tidak dilengkapan dengan alat dan 

bahannya. Rasio jumlah buku dan jumlah siswa sangat rendah.   

f. Standar Pengelolaan 

Hasil penelitian pada Standar Pengelolaan dari SMA/MA Negeri di Kabupaten  

Bengkulu Selatan sebagai sampel seperti pada tabel 4.24 (lihat lampiran hal 242). 

Berdasarkan data pada tabel tersebut, maka  rata-rata Standar Pengelolaan  

SMA/MA sebagai sampel penelitian  belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan 

(77,08 %, Kriteria Kurang  Standar). Berdasarkan hasil penelitian pada pemenuhan 

Pengelolaan beberapa SMA/MA Negeri di Kabupaten Bengkulu Selatan dari 8 

sekolah diteliti, 3 sekolah yang tidak memenuhi/mencapai mencapai kriteria standar  

atau 37,50%. Skor perolehan sekolah tertinggi 12 dan terendah 7 rentang nilai antara  

sekolah yang telah memenuhi kriteria standar dengan yang belum memenuhi kriteria 

standar cukup besar.  Secara umum  standar pengelolaan SMA/MA Negeri di 

Bengkulu Selatan sudah baik atau memenuhi kriteria tetapi masih ada sekolah yang 

belum memenuhi kriteria karena  sekolah hanya sekali dalam setahun dalam 

melaksanakan kegiatan : (1) program pengawasan yang disosialisasikan kepada 
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pendidik dan tenaga kependidikan, (2) evaluasi program kerja sekolah dan (3) 

evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan pantauan  pengawas 

sekolah kebanyakan kepala sekolah jarang melakukan supervisi pada  pendidik dan 

tenaga kependidikan, dan program kerja jarang dilakukan evaluasi oleh kepala 

sekolah. 

g. Standar Pembiayaan 

Hasil penelitian pada Standar Pembiayaan dari SMA/MA Negeri di Kabupaten 

Bengkulu Selatan sebagai sampel seperti pada table 4.25 (lihat lampiran hal 243). 

Berdasarkan data pada tabel tersebut, maka  rata-rata Standar Pengelolaan  

SMA/MA sebagai sampel penelitian  belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan 

(77,78 %, Kriteria Kurang  Standar). Berdasarkan hasil penelitian pada pemenuhan 

Pembiayaan beberapa SMA/MA Negeri di Kabupaten Bengkulu Selatan dari 8 

sekolah diteliti, 3 sekolah yang tidak memenuhi/mencapai mencapai kriteria standar  

atau 37,50%. Skor perolehan sekolah tertinggi 9 dan terendah 4, rentang nilai antara 

yang skolah yang telah memenuh kriteria standar dengan yang belum memenuhi 

kriteria standar besar.  Sekolah yang masih belum memenuhi kriteria standar 

pembiayaan karena tidak disediakannya  alokasi khusus untuk penembangan 

pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan RKA-S.  

h. Standar Penilaian 

Hasil penelitian pada standar Penilaian dari SMA/MA Negeri di Kabupaten 

Bengkulu Selatan sebagai sampel seperti pada tabel 4.26 (lihat lampiran hal 244). 

Berdasarkan data pada tabel tersebut, maka  rata-rata Standar Pengelolaan  

SMA/MTs sebagai sampel penelitian  belum   memenuhi Standar Nasional 

Pendidikan (78,53 %, Kriteria Kurang  Standar). Berdasarkan hasil penelitian pada 

pemenuhan penilaian beberapa SMA/MA Negeri di Kabupaten Bengkulu Selatan 
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dari 8 sekolah diteliti, hanya 3 sekolah yang memenuhi/mencapai mencapai kriteria 

standar  atau 37,50%. Skor perolehan sekolah tertinggi 37 dan terendah 25, rentang 

nilai antara yang skolah yang telah memenuhi kriteria standar dengan yang belum 

memenuhi kriteria standar cukup kecil. Jumlah sekolah yang belum memenuhi 

kriteria standar Penilaian masih cukup tinggi. Salah satu penyebab belum terpenuhi 

kriteria karena rancangan kriteria penilaian pada silabus antara lain kurang 

diinformasikan kepada siswa pada awal semester.  

Dari data tabel 4.27 (lihat lampiran hal 245) dapat dideskripsikan bahwa secara 

umum komponen yang dicapai oleh SMA/MA paling banyak memenuhi  kriteria 

standar adalah standar isi dan standar kompetensi lulusan. Komponen yang dicapai 

oleh SMA/MA paling banyak belum memenuhi  kriteria standar adalah standar 

proses. Secara umum rata-rata SMA/MA Kabupeten Bengkulu Selatan  telah 

memenuhi  8 Standar Nasional Pendidikan. 

B. PEMBAHASAN 

1. Jenjang Satuan Pendidikan  SD/MI 

a. Keterpenuhan  Standar Isi  

Standar isi telah diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006. Standar isi mencakup : (1) 

kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan 

kurikulum pada tingkat satuan pendidikan, (2) beban belajar bagi peserta didik pada 

satuan pendidikan dasar dan menengah, (3) kurikulum tingkat satuan pendidikan 

yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan 

kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, (4) kalender pendidikan  

untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar 

dan menengah.   
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Sekolah melaksanakan pengembangan kurikulum dengan melibatkan unsur 

guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan nara sumber, dan pihak-pihak 

lain yang terkait. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan 

kurikulum yang memiliki prinsip otonomi yang menuntut partisipasi warga sekolah 

dan semua stakeholder pada tingkat satuan pendidikan. Arah dan kebijakan KTSP 

serta keberhasilannnya ditentukan oleh kerjasama semua pihak yang terkait. 

Langkah-langkah pemenuhan standar ini yaitu : (1) melakukan sosialisasi tentang 

kebijakan KTSP, (2) melakukan rapat koordinasi untuk menyusun KTSP, (3) 

menyusun draft KTSP oleh 2-3 orang guru yang memiliki wawasan tentang KTSP, 

(4) melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan tentang isi dan struktur 

KTSP, (5) hasil keputusan ditinjau kembali setiap awal tahun. Standar isi merupakan 

bagian inti dari  struktur kurikulum (KTSP) yang ditampilkan dalam bentuk mata 

pelajaran sesuai standar yang berlaku dan muatan lokal. Pengembangan mata 

pelajaran diuraikan dalam bentuk silabus dan RPP (Pedoman Pemenuhan SNP pada 

SD/MI, 2012:33). Berkaitan dengan pengembangan KTSP, ada beberapa indikator 

yang terdapat pada standar isi, yaitu pemahaman terhadap KTSP  yang merupakan 

produk bersama yang mencerminkan layanan pokok sekolah bagi peserta didiknya. 

Karena itu, semua pihak yang terlibat dengan penyelenggaraan sekolah yang 

bersangkutan harus mengetahui dan memahami informasi yang tertuang dalam 

KTSP dengan baik. Pemahaman terhadap KTSP ini penting dilakukan agar semua 

orang yang berkepentingan dapat ikut berkontribusi terhadap penyelenggaraan 

sekolah secara proporsional sesuai dengan perannya masing-masing. Akan tetapi 

berdasarkan data penelitian yang ada pengembangan KTSP di tingkat sekolah 

dasar/madrasah masih banyak dilakukan oleh guru mata pelajaran sendiri, dan 

bahkan ditemukan beberapa sekolah mengcopy paste perangkat KTSP (silabus mata 
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pelajaran). Seharusnya pengembangan silabus yang memenuhi kriteria standar 

melibatkan konselor dan tidak copy paste. Konselor adalah salah satu anggota tim 

penyusun/pengembang KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).  Salah satu 

prinsip pengembangan kurikulum  adalah prinsip beragam dan terpadu. Prinsip ini 

menghendaki pengembangan kurikulum antara lain memperhatikan karakteristik 

peserta didik. Oleh sebab itulah keberadaan dan  peran seorang  konselor  sangat 

dibutuhkan karena sangat mengetahui dan memahami  karakteristik peserta didik. 

Lagi pula pengembangan kurikulum melalui tim   hasilnya akan lebih baik.   

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari kegiatan pengembangan 

dalam struktur KTSP. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari kedudukan KTSP 

itu sendiri. Langkah-langkah pemenuhan standar kegiatan ekstrakurikuler yaitu : (1) 

menganalisis kebutuhan bakat dan minat siswa, (2) menganalisis potensi dan 

kompetensi guru untuk pemenuhan kebutuhan program ekstrakurikuler, (3) 

menetapkan jadwal kegiatan ekstrakurikuler dan jenis ekstrakurikuler yang akan 

dibina, (4) melakukan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, (5) melaporkan 

perkembangan kemajuan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, (6) melakukan 

tindak lanjut untuk peningkatan mutu kegiatan ekstrakurikuler dengan memasukkan 

program pada tahun berikutnya atau melakukan perbaikan secara spontan setelah 

menemukan peluang untuk pengembangan. Program pengembangan diri dalam 

bentuk kegiatan ekstrakurikuler seperti yang diketahui bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang tidak terstruktur dalam mata 

pelajaran tetapi sangat berpengaruh terhadap pembinaan peserta didik sebagai 

manusia seutuhnya karena dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat peserta 

didik. Oleh karena itu perlu dikembangkan secara sungguh-sungguh. Langkah-

langkah pemenuhan standar indikator ini yaitu : (1) menganalisis potensi dan 
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kompetensi guru untuk pemenuhan kebutuhan program ekstrakurikuler, (2) 

menetapkan jadwal kegiatan ekstrakurikuler dan jenis ekstrakurikuler yang akan 

dibina, (3) melakukan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, (4) melaporkan 

perkembangan kemajuan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Program 

pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler bervariasi, hal ini  

didasarkan pada keberagaman minat dan bakat siswa. Umumnya sekolah telah 

melaksanakan lebih dari satu program kegiatan ekstrakurikuler antara lain seperti 

Olahraga, Pramuka, Drum Band, Seni Rebana, Iqra, dan Seni Musik (lihat lampiran 

hasil wawancara hal 324,327). Sekolah Dasar/Madrasah  yang hanya melaksanakan 

1 program ekstrakurikuler dan yang tidak melaksanakan kegiatan ekstrakuikuler, 

karena antara lain faktor pembiayaan dan  faktor motivasi murid. Dari studi 

dokumentasi laporan hasil supervisi pengawas SD/MI (lihat lampiran daftar studi 

dokumentasi) ditemukan pula bahwa program kerja masing-masing kegiatan 

ekstrakurikuler (susunan pembina, jadwal, dan biaya) masih dikategorikan kurang. 

Pengembangan diri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, 

bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan 

pengembangan diri difasilitasi oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan lain. 

Kegiatan pengembangan diri juga dapat dilakukan melalui kegiatan Bimbingan 

Konseling (BK). Kegiatan BK memiliki kedudukan yang sangat peting dalam 

membina peserta didik untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi dan bakat yag 

dimilikinya. Selain itu BK memiliki peranan penting untuk membantu peserta didik 

dalam mengatasi masalah peserta didik.  Beberapa jenis layanan konseling yang 

diberikan untuk mengatasi masalah peserta didik seperti masalah diri pribadi, 

kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik. Langkah-langkah 
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pemenuhan standar pelayanan BK yaitu : (1) menganalisis permasalahan siswa, (2) 

menyusun program BK berdasarkan hasil analisis, (3) menganalisis kebutuhan bakat 

dan minat, (4) menetapkan jadwal rutin pelayanan BK, (5) penyediaan buku 

pemantauan perkembangan belajar siswa, (6) membuat daftar giliran layanana BK 

untuk semua siswa (bersifat rutin) dan mencatat kasus pelayanan bagi siswa yang 

membutuhkan, (7) melaporkan perkembangan kemajuan siswa secara terbatas dalam 

waktu tertentu dihadapan kepala sekolah dan pengawas.    

Salah satu indikator pemenuhan standar isi mengenai kegiatan konseling, 

dijelaskan bahwa standar pemenuhannya dilakukan dengan cara setiap sekolah 

melakukan kegiatan pelayanan konseling yang diperuntukkan bagi semua peserta 

didik yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan 

pengembangan karier peserta didik. Kegiatan konseling ini personilnya merupakan 

kepala sekolah dan guru BK, artinya setiap sekolah hendaknya mempunyai program 

kegiatan konseling yang penanganannya dilakukan oleh guru BK dengan 

pengawasan kepala sekolah. Mengingat kegiatan bimbingan konseling ini sangat 

penting dalam membina peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dan 

bakat yang dimilikinya, sehingga seharusnya pihak sekolah memiliki guru khusus 

bimbingan konseling. Akan tetapi kenyataannya pelaksanaan kegiatan konseling 

disekolah dasar ini tidak memenuhi standar isi karena tidak adanya formasi guru 

khusus bimbingan konseling. Kegiatan konseling ini dilakukan oleh kepala sekolah 

dan wali kelas. Kegiatan konseling yang dilakukan oleh kepala sekolah dan wali 

kelas ini masih bersifat umum yang hanya memberikan layanan bimbingan pribadi 

dan sosial (permasalahan pribadi dan tingkah laku siswa di sekolah/madrasah).  

Keterbatasan jenis layanan bimbingan yang diberikan karena  latar belakang 

pendidikan guru-guru bukan guru Bimbingan Konseling .  Untuk memenuhi standar 
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ini  sudah saatnya pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan  menetapkan aturan pengintegrasian guru bimbingan konseling sebagai 

salah satu komponen dalam struktur organisasi sekolah seperti halnya di SMP/MTs 

dan SMA/MA,  dan membuka formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS) guru bimbingan konseling untuk  SD/MI khususnya di Kabupaten Bengkulu 

Selatan.  

Berkaitan dengan beban belajar sesuai dengan standar isi, dengan indikator 

perlu adanya pengaturan tentang beban belajar supaya dapat memberikan pelayanan 

kepada peserta didik secara proporsional sesuai dengan usia dan tingkat 

perkembangannya. Kegiatan ini dapat dipenuhi salah satunya dengan memasukkan 

beban belajar pada KTSP buku I dan juga mensosialisasikannya kepada guru, siswa 

dan orangtua peserta didik berkaitan dengan beban mengajar dalam berbagai bentuk 

kesempatan pertemuan. Kegiatan menentukan beban belajar ini dilakukan oleh 

kepala sekolah, guru, dan wakasek kurikulum. Ketiga komponen ini nantinya 

diharapkan mampu menentukan beban belajar secara proporsional. Berdasarkan data 

peneltian yang ada data beban mengajar/minggu  juga menunjukkan  bahwa  masih 

ada guru PNS atau guru honorer yang belum memenuhi atau belum mencukupi  jam 

wajib beban mengajar 24 jam/minggu. Untuk mengatasi kekurangan beban mengajar 

bagi guru-guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, kepala sekolah dapat 

memberi jenis tugas yang diakui angka kreditnya, atau dengan inisiatif sendiri guru-

guru dapat menambah beban mengajar di sekolah-sekolah swasta.  

Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman 

materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk 

mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesainnya ditentukan oleh pendidik. 

Sedangkan kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang 
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berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh 

pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri 

oleh peserta didik. Penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur 

masih jarang dilakukan oleh guru-guru, kebanyakan berdasar data yang diperoleh 

berkisar 2-3 kali sebulan ,  masih ada yang memberi tugas 1 kali sebulan, dan 

bahkan masih banyak yang tidak memberi tugas sama sekali.  Kalaupun ada 

penugasan kadang-kadang laporan tugas tidak diperiksa. Tidak ada bukti fisik 

berupa catatan atau program pemberian tugas oleh guru. Untuk memenuhi beban 

mengajar. Dalam hal ini peran kepala sekolah sebagai supervisor perlu ditingkatkan  

pengawasan terhadap guru-guru pada aspek pemberian tugas terstruktur dan kegiatan 

mandiri tidak terstruktur agar indikator ini memenuhi standar kompetensi yang 

diharapkan.  

Umumnya kriteria ketuntasan rendah masih banyak dijumpai di 

sekolah/madrasah dengan KKM < 70,00,   karena penetapan ini didasarkan pada 

hasil analisis aspek intake (tingkat kemampaun) rata-rata peserta didik SD/MI yang 

kebanyakan berada pada level rendah. Secara garis besar dapat diringkas  bahwa 

faktor-faktor penyebab SD/MI  belum memenuhi standar isi antara lain 

sekolah/madrasah belum mampu atau belum memiliki komitmen tinggi dalam  

mengembangkan kurikulum (KTSP) meskipun sudah ada buku-buku panduan 

(Panduan  KTSP dan Panduan Pengembangan Silabus), masih banyak sekolah yang 

belum memiliki atau mengembangkan/menyusun kurikulum muatan lokal yang 

seharusnya dapat dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah/madrasah, 

dan masih banyak sekolah yang belum bisa merancang program pengembangan diri 

yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, guru-guru belum memiliki komitmen yang 

tinggi terkait pemberian tugas terstruktur dan kegitan mandiri, dan aspek intake 
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peserta dididik yang umumnya masih tergolong rendah yang menyebabkan kriteria 

ketuntasan belajar minimal tergolong rendah.  

b. Keterpenuhan Standar Proses  

Standar proses sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 meliputi : perencanaan proses  

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan 

pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien.  

Silabus merupakan perencanaaan pembelajaran yang harus disediakan oleh 

guru sesuai perudang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, silabus dapat dijadikan 

dokumen baku mutu yang berfungsi sebagai bagian perencanaan, penilaian, dan 

bahan acuan (base line) untuk mencapai derajat kompetensi yang lebih tinggi. 

Kualitas dari silabus harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab 

kegiatan, atau salah seorang yang dipercaya sebagai ahli untuk mengawal kualitas 

silabus. Hal ini dilakukan karena silabus tidak hanya sekedar ada secara 

adminsitratif, tetapi juga harus memenuhi komponen yang berkualitas dan meiliki 

keterkaitan antar komponen dalam silabus. Silabus sebagai acuan pengembangan 

KTSP dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan KTSP. Langkah-

langkah pemenuhan standar silabus, yaitu : (1) workshop penyamaan persepsi 

tentang format silabus sesuai ketentuan yang berlaku dan relevansi muatan silabus 

dengan visi sekolah, (2) penyusunan draft silabus oleh masing-masing guru, (3) 

review draft silabus melalui workshop, sehingga menghasilkan isi silabus yang 

inovatif sesuai standar proses, (4) pendokumentasian silabus yang berlaku untuk 

tahun berjalan, (5) diusahakan ada salah seorang ahli yang bertanggungjawab 
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sebagai nara sumber/fasilitator dalam pengembangan silabus (Pedoman Pemenuhan 

SNP pada SMP/MTs, 2012: 37-38).   

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dikembangkan atau dijabarkan dari 

silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya 

mencapai kompetensi dasar. RPP merupakan perencanaan pembelajaran yang harus 

disediakan oleh guru sesuai perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, RPP 

merupakan kelengkapan guru profesional sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas. Kualitas RPP harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai 

penanggungjawab kegiatan, atau salah seorang yang dipercaya sebagai ahli untuk 

mengawal kualitas RPP. Kualitas RPP antara lain dicirikan oleh kelengkapan 

komponen RPP dengan indikator yang terukur dan skenario pembelajaran yang 

mendorong siswa aktif. Selain itu terdapat keterkaitan antar komponen RPP dan 

keterkaitan dengan silabus. Langkah-langkah pemenuhan standar RPP, yaitu : (1) 

workshop penyamaan persepsi tentang format RPP sesuai ketentuan yang berlaku 

dan pemuatan inovasi pembelajaran yang aktif dan kontekstual, (2) penyusunan draft 

RPP oleh guru  untuk seluruh pertemuan yang akan dilakukan, (3) review dan 

penyelarasan draft RPP oleh guru sebelum mengajar sehingga melahirkan RPP yang 

Kontekstual baik waktu dan tempat, (4) pendokumentasian RPP yang berlaku untuk 

tahun berjalan, (5) diusahakan ada salah seorang ahli yang bertanggungjawab 

sebagai nara sumber/fasilitator dalam penyusunan RPP (Pedoman Pemenuhan SNP 

pada SD/MI, 2012:38).   

Salah satu tugas pokok dan fungsi kepala sekolah adalah melaksanakan 

pemantauan atau monitoring dan supervisi pelaksanaan proses pembelajaran. 

Kegiatan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi (persiapan, proses, dan penilaian), 

dan tindak lanjut merupakan kegiatan supervisi yang bermanfaat untuk peningkatan 
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mutu proses pembelajaran. Langkah-langkah pemenuhan standar monitoring, 

supervisi, dan evaluasi  yaitu : (1) penyebaran angket penggalian masalah 

pembelajaran, (2) analisis kebutuhan supervisi pembelajaran, (3) observasi kelas 

setiap penampilan guru sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam satu semester, 

(4) refleksi langsung antara kepala sekolah dengan guru yang disupervisi. Tindak 

lanjut supervisi merupakan implementasi peningkatan mutu. Dengan demikian 

memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses peningkatan mutu. Langkah-

langkah pemenuhan standar tindak lanjut supervisi yaitu ; (1) rekapitulasi data hasil 

observasi kelas, (2) laporan dan ulasan hasil observasi kelas, (3) pembinaan dan 

peningkatan proses pembelajaran minimal 1 kali di akhir semester dipimpin oleh 

kepala sekolah (dapat menghadirkan nara sumber dari luar), (4) memberi tugas 

pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran (Panduan 

Pemenuhan SNP pada SD/MI, 2012:40).    

Beberapa indikator dari komponen standar proses secara umum telah 

memenuhi standar. Pembelajaran di sekolah/madrasah sebagian besar  tiap semester 

telah didukung oleh silabus. Data pada Instrumen Pemetaan Faktor Penyebab 

Dengan 8 Standar menunjukkan bahwa frekuensi pemantauan proses pembelajaran 

masih kurang atau belum standar. Aspek yang disupervisi oleh kepala sekolah 

kebanyakan hanya sebatas persiapan atau pelaksanaan pembelajaran saja. Termasuk 

frekuensi penyampaian hasil supervisi melalui teknik  individu maupun kelompok 

(melalui rapat) dan pemantauan implementasi tindak lanjut hasil supervisi masih 

kurang. Beberapa kepala sekolah/madrasah telah menyusun  program dan jadwal 

supervisi  akan tetapi jarang terlaksana. Ada kepala sekolah yang hanya sekedar 

sekilas melihat dari luar guru mengajar (bukan memantau/mengobservasi).  Dari 

studi dokumentasi laporan hasil supervisi pengawas sekolah dasar (lihat lampiran hal 
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350),  didapatkan informasi bahwa umumnya kepala sekolah tidak menyusun 

program dan jadwal supervisi proses pembelajaran. Ini berarti bahwa kebanyakan 

kepala sekolah jarang atau tidak melaksanakan pemantauan atau supervisi proses 

pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan sampai pada tahap 

evaluasi proses pembelajaran. Pemberian contoh, diskusi dan konsultasi dengan 

guru-guru jarang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru senior terbukti dengan 

tidak ada catatan hasil konsultasi atau diskusi. Mengapa supervisi proses 

pembelajaran  jarang atau tidak dilaksanakan oleh kepala sekolah? dari pantauan 

pengawas sekolah, faktor penyebab utamanya  antara lain adalah bahwa banyaknya   

tugas pokok dan fungsi kepala sekolah sehingga waktu yang tersedia  atau 

kesempatan  melaksanakan kegiatan tersebut sangat sedikit. Ada beberapa kepala 

sekolah telah mencoba mengatasi permasalahan tersebut dengan  mendelegasikan 

tugas tersebut kepada guru senior atau wakil kepala sekolah. Kompetensi kepala 

sekolah bidang supervisi ini  dapat ditingkatkan melalui  tugas pemantauan  oleh 

pengawas pembina sekolah/madrasah.   

Indikator pemenuhan standar isi berkaitan dengan standar proses, salah satu 

indikatornya adalah ketersediaan buku teks, buku panduan, sumber belajar lain dan 

pemanfaatan buku teks, buku panduan dan sumber belajar lain. Artinya dalam proses 

pembelajaran keberadaan buku teks, buku panduan, dan sumber belajar lain sangat 

penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian 

frekuensi penggunaan media pembelajaran oleh guru-guru masih sangat kurang. 

Laporan hasil supervisi pengawas menunjukkan bahwa walaupun sekolah telah 

memiliki beberapa media, akan tetapi masih banyak guru yang jarang atau bahkan 

tidak memiliki inisiatif  menggunakan media tersebut dalam proses pembelajaran. 

Dapat pula disebabkan guru-guru tidak menggunakan media dalam proses 
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pembelajaran karena sekolah tidak memiliki media tersebut. Hal ini sebetulnya dapat 

diatasi  apabila guru  memiliki  inisiatif, proaktif dan kreatif  dalam pembuatan 

media alternatif atau dengan meminjam media di sekolah lain sehingga optimalisasi 

pemanfaatan dan pembuatan media untuk menunjang proses pembelajaran dapat 

terpenuhi.  

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang diperukan dalam proses 

pembelajaran, yang dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronik, nara 

sumber, lingkungan alam sekitar, dan sebagainya (Buku Saku KTSP, 2007:37). 

Media elektronik sekarang yang penggunaanya sedang trendy daam proses 

pembelajaran adalah Laptop dan LCD.  Karena kebanyakan  SD/MI belum memiliki 

perangkat peralatan TI (Teknologi Informatika) seperti Laptop dan LCD (Laser 

Compact Disc)), maka masih banyak proses pembelajaran belum menggunakan TI. 

Hanya beberapa sekolah yang telah mendapat bantuan Komputer/Laptop dan LCD/ 

Laboratorium Komputer  (SD N 1 BS, SD N 5 BS, SD N 19 BS  dan SD N 18 BS) , 

yang sudah memanfaatkan perangkat   TI dalam proses pembelajarannya. Akan 

tetapi dari  hasil survey diperoleh informasi ada beberapa sekolah walau sudah 

memiliki perangkat TI akan tetapi guru-guru  belum memanfaatkannya karena tidak 

memiliki pengetahuan dan keterampilan menggunakan perangkat TI (gagap 

teknologi). Untuk meningkatkan standar proses melalui penggunaan TI dan LCD, 

maka guru-guru perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan menggunakannya baik 

mandiri maupun mengikuti pelatihan.  

Kegiatan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi (persiapan, proses, dan 

penilaian), dan tindak lanjut merupakan kegiatan supervisi yang bermanfaat untuk 

peningkatan mutu proses pembelajaran. Langkah-langkah pemenuhan standar 

monitoring, supervisi, dan evaluasi  yaitu : (1) penyebaran angket penggalian 
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masalah pembelajaran, (2) analisis kebutuhan supervisi pembelajaran, (3) observasi 

kelas setiap penampilan guru sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam satu 

semester, (4) refleksi langsung antara kepala sekolah dengan guru yang disupervisi. 

Tindak lanjut supervisi merupakan implementasi peningkatan mutu. Dengan 

demikian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses peningkatan mutu. 

Langkah-langkah pemenuhan standar tindak lanjut supervisi yaitu ; (1) rekapitulasi 

data hasil observasi kelas, (2) laporan dan ulasan hasil observasi kelas, (3) 

pembinaan dan peningkatan proses pembelajaran minimal 1 kali di akhir semester 

dipimpin oleh kepala sekolah (dapat menghadirkan nara sumber dari luar), (4) 

memberi tugas pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dalam 

pembelajaran (Panduan Pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 2012:40). 

Sehubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran 

(remedial dan pengayaan), laporan hasil pemantauan oleh pengawas SD/MI 

membuktikan bahwa masih banyak guru-guru tidak membuat atau menyusun dan 

melaksanakan  program remedial dan program pengayaan. Data dari angket 

menunjukkan bahwa pelaksanaan remedial oleh guru belum mencapai standar yang 

diharapkan. Ada yang melaksanakannya setiap  satu KD (kompetensi dasar), ada 

yang melaksanakannya  setiap satu SK (standar kompetensi), dan ada pula yang 

melaksanakannya setiap satu semester selesai. Akan tetapi seharusnya sesuai standar 

pelaksanaan remedial yang memenuhi standar adalah setelah guru-guru 

menyelesaikan proses pembelajaran setiap satu kompetensi dasar . Dari data ini jelas 

bahwa ketidak tahuan guru tentang aturan pelaksanaan dan landasan mengapa 

remedial harus dilaksanakan  setelah proses pembelajaran setiap satu KD selesai, 

menyebabkan pelaksanaan remedial beragam sehingga tidak mencapai standar yang 

diharapkan.  Untuk memenuhi target pencapaian standar proses, khusus indikator 
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remedial teaching maka guru-guru dapat meningkatkan pengetahuan tentang 

remedial dan pengayaan secara mandiri atau melalui bimbingan dan pengawasan 

bersama kepala sekolah dan pengawas akademik.  

c. Keterpenuhan  Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 Tanggal 23 Mei 

2006 telah mengatur dan menetapkan tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

Standar kompetensi lulusan ini dikembangkan berdasarkan tujuaan satuan 

pendidikan. Tujuan SKL SD/MI adalah meletakkan dasar kecerasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. 

Tujuan pendidikan salah satunya menumbukan sikap percaya diri dan 

bertanggung jawab. Sikap percaya diri adalah modal untuk menumbuhkan 

keberanian untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar bagi dirinya, namun 

untuk memupuk percaya diri perlu dibarengi dengan rasa tanggung jawab agar rasa 

percaya diri peserta didik adalah yang beranggung jawab. Langkah pemenuhan 

standar ini yaitu : (1) merancang kegiatan yang membuka peluang bagi peserta didik 

merasakan pengalamannya untuk mengembangkan sikap percaya diri dan 

bertanggung jawab. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu 

komponen pengembangan diri, (2) membina sikap percaya diri dan bertanggung 

jawab di ruang kelas, pada kegiatan ekstrakurikuler, dan bimbingan konseling secara 

berkelanjutan, (3) terus memantau hasil pembinaan sikap percaya diri dan 

bertanggung jawab peserta didik melalui catatan BK (Pedoman Pemenuhan SNP 

pada SD/MI, 2012:41). 

Keterampilan peserta didik untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut 

dari berbagai sumber belajar merupakan kunci dari segala proses pembelajaran. Jika 
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peserta didik mampu mencari informasi/pengetahuan sendiri maka ia akan 

berkembang sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya. Langkah-langkah 

pemenuhan standar ini yaitu : (1) merancang kegiatan yang membuka peluang bagi 

peserta didik meningkatkan keterampilan mencari informasi/pengetahuan lebih 

lanjut. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam 

komponen pengembangan diri, (2) membina keterampilan mencari 

informasi/pengetahuan lebih lanjut dapat dilakukan di ruang kelas, pada kegiatan 

ekstrakurikuler, dan BK secara berkelanjutan, (3) terus mematau hasil pembinaan 

keterampilan mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut peserta didik (Pedoman 

Pemenuhan SNP pada SD/MI, 2012:41). 

Pengalaman belajar untuk mengenal pemanfaat lingkungan secara produktif 

dan bertanggung jawab merupakan salah satu pilar dalam pembelajaran siswa aktif 

baik PAKEM (Pembelajaran Aktif,  Kreatif, Enak, dan Menyenangkan) maupun 

Contextual Teaching Learning (CTL). Dengan selalu mendorong peserta didik untuk 

memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertangung jawab diharapkan akan 

terjadi ekselerasi peningkatan mutu pendidikan. Langkah-langkah untuk pemenuhan 

standar ini yaitu   : (1) merancang kegiatan yang membuka peluang bagi peserta 

didik untuk mengenal pemanfaatan lingkungan secara produktif dan bertanggung 

jawab. Rabcangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam 

komponen pengembangan diri, (2) membina pemanfaatan lingkungan secara 

produktif dan bertanggung jawab dapat dilakukan di ruang kelas, pada kegiatan 

ekstrakurikuler, dan bimbingn BK secara berkelanjutan,  (3) terus memantau hasil 

pembinaan mengenal pemanfaatan lingkungan  secara produktif dan bertanggung 

jawab melalui catatan BK (Pedoman Pemenuhan SNP pada SD/MI, 2102:42).  
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Tujuan pendidikan adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang disampaikan dengan pendekatan siswa aktif. Oleh karena itu siswa 

memperoleh pengalaman belajar IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) secara 

efektif dijadikan indikator mutu lulusan. Langkah-langkah untuk pemenuhan standar 

ini yaitu : (1) merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk 

belajar iptek secara efektif. Rancangan diawali dengan mencantumkan pada silabus 

dan RPP pada mata pelajaran yang relevan, (2) melaksanakan pembelajaran aktif 

pada setiap mata pelajaran yang relevan dengan penyampaian mata iptek (Pedoman 

Pemenuhan SNP pada SD/MI, 2012:47). 

 Standar Kompetensi Lulusan ini tidak terlalu sulit untuk dicapai karena banyak 

kegiatan di sekolah yang memberi peluang kepada peserta didik untuk mencapai 

kompetensi   yang diinginkan, baik melalui kegiatan intrakurikuler  maupun kegiatan 

ekstrakurikuler.  

Data Instrumen Pemetaan Faktor Penyebab Dengan 8 Standar menunjukkan 

bahwa   masih terdapat beberapa indikator yang belum standar. Rata-rata siswa yang 

tuntas belum mencapai standar.  Guru-guru  belum sepenuhnya melaksanakan 

konsep pembelajaran tuntas. Pola pembelajaran  masih menggunaan prinsip 

ketuntasan  secara kelompok, sedangkan seharusnya menurut Buku Pedoman 

Pembelajaran Tuntas (Tim Peneliti Program Pasca Sarjana UNY, 2003: 13) pola 

pembelajaran tuntas menggunakan prinsip ketuntasan secara indvidual. Indikator 

yang menunjukkan lemahnya standar ini antara lain : metode belajar yang digunakan 

kebanyakan masih metode konvensional (teacher center): guru-guru  tidak 

menggunakan strategi pembelajaran yang mampu memotivasi keberhasilan siswa 

secara individu dan belum menggunakan pendekatan yang mampu  menciptakan 

terjadinya interaksi antar siswa dengan materi  atau objek belajar, kebanyakan guru-
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guru jarang memberi evaluasi proses pembelajaran setiap selesai tatap muka atau  

setiap satu KD selesai, sehingga akan mempengaruhi ketuntasan belajar. 

Hasil studi dokumentasi laporan pengawas SD/MI Tahun Pelajaran 2012/2013 

(lihat lampiran hal 341)  menunjukkan bahwa siswa jarang memperoleh pengalaman 

belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/pengetahuan lebih 

lanjut dari berbagai sumber. Keterampilan peserta didik untuk mencari informasi 

pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar merupakan kunci dari segala 

proses pembelajaran. Jika peserta didik mampu mencari informasi/pengetahuan 

sendiri maka ia akan berkembang sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya. 

Bagi SD/MI yang telah memiliki perpustakaan beberapa siswa telah 

memanfaatkannya untuk memperoleh informasi ilmu pengetahuan walau sumber 

masih terbatas pada buku teks pelajaran dan buku pengetahuan lain.  Siswa jarang 

memperoleh pengalaman belajar melalui pembiasaan untuk memahami hak dan 

kewajiban orang lain dalam pergaulan masyarakat, sehingga pengaruh luar mudah 

ditiru. Guru kurang mengembangkan imajinasi siswa dan daya kreativitasnya untuk 

memperoleh pengalaman dalam menghasilkan karya kreatif baik individual maupun 

kelompok. Kemampuan  siswa untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan 

menyimak, membaca, menulis, dan berbicara masih kurang.  

Bahwa untuk menumbuh kembangkan rasa percaya diri dan tanggung jawab 

siswa, sekolah memberi kesempatan pengalaman belajar kepada siswa mengikuti  

kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, seni tari dan drum band, dan seni 

musik. Sekolah dapat   menumbuhkan sikap kompetitif dan sportif  dengan  memberi 

kesempatan kepada siswa mengikuti lomba akademik maupun lomba  akademik 

tingkat sekolah, tingkat kabupaten, tingkat propinsi, dan tingkat nasional seperti : 

lomba olah raga , LCC, lomba OSN, lomba  pidato, lomba baca tulis Al-Qur’an, 
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lomba mengarang, lomba baca puisi, dan lain-lain. Lomba non akademik   antara 

lain  : lomba kegiatan kepramukaan dan lomba drum band. Pengalaman belajar 

siswa untuk memahami ajaran agama dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-

hari dilakukan antara lain  melalui : pembelajaran agama (teori dan praktek), 

mengikuti acara peringatan hari-hari besar agama, dan kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan. Menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran  dan melatih siswa 

bermusyawarah atau berdiskusi memecahkan suatu masalah diluar kegiatan 

pembelajaran adalah  merupakan sarana yang baik untuk membiasakan menghargai 

pendapat dan berempati terhadap  orang lain. Guru-guru mata pelajaran memberi 

kesempatan agar siswa memperoleh pengalaman belajar  melalui kegiatan yang 

dapat menghasilkan karya kreatif, seperti guru IPA dapat membimbing siswa 

membuat alat-alat peraga sederhana, guru Bahasa Indonesia membimbing siswa 

membuat karya-karya sastra, dan guru kesenian membimbing siswa membuat karya-

karya seni. Melalui guru-guru Bahasa Indonesia siswa diberi kesempatan 

memperoleh pengalaman belajar berupa keterampilan membaca dan menulis naskah 

secara sistematis dan estetis, keterampilan menyimak, menulis dan berbicara dalam 

Bahasa Indonesia dan Bahasa  Daerah. 

Data dari instrumen penelitian menunjukkan SD/MI sampel penelitian sangat 

jarang bahkan tidak melaksanakan kegiatan pengembangan IPTEK. Kegiatan 

pengalaman belajar mengembangkan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) di 

tingkat Sekolah Dasar/Madrasah sangat jarang dilakukan. Bahkan beberapa sekolah 

belum melaksanakan kegiatan pengembangan IPTEK ini.  

d. Keterpenuhan  Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

 Standar pendidik dan tenaga kependidikan menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional meliputi : (1) standar kepala sekolah/madrasah, (2) standar 
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kualifikasi akademik dan kompetensi guru, (3) standar tenaga administrasi 

sekolah/madrasah, (4) standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah, (5) standar 

tenaga laboratorium sekolah/madrasah. 

Bahwa sesuai dengan Permendiknas Nomor 14 Tahun 2008, tentang Standar 

Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah dan Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 

tanggal 11 Juni 2008, menetapkan Standar Tenaga Perpustakaan sekolah/Madrasah. 

Menurut peratutan ini, standar kualifikasi kepala tenaga administrasi SD/MI 

berpendidikan minimal lulusan SMK atau sederajat, program studi yang relevan 

dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 

(empat) tahun. Langkah-langkah pemenuhan standar indikator tenaga administrasi 

yaitu : (1) tenaga adminsitrasi melanjutkan studi sesuai dengan tuntutan 

permendiknas, (2) kepala sekolah mendorong dan memfasilitasi tenaga administrasi 

untuk melanjutkan studi sesuai dengan kualifikasi pada masing-masing 

permendiknas, (3) jika sekolah merekrut tenaga honorer untuk tenaga administrasi 

diusahakan yang sudah memenuhi kualifikasi (Pedoman Pemenuhan SNP pada 

SD/MI, 2012:50).   

Standar kualifikasi akademik Kepala Perpustakaan SD/MI yang melalui jalur 

pendidik serendah-rendahnya diploma empat (D4) atau sarjana (S1). Sedangkan 

yang melalui jalur tenaga kependidikan berkualifikasi diploma dua (D2) Ilmu 

Perpustakaan Dan Informasi bagi Pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun 

atau berkualifikasi diploma dua (D2) Non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan 

sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang 

ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan 

sekolah/madrasah. Langkah pemenuhan standar ini yaitu : (1) pustakawan 

sekolah/madrasah melakukan penilaian kompetensi sebagai tenaga perpustakaan 
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sekolah/madrasah, baik melalui pengisian instrumen, penilaian dari kepala sekolah, 

penilaian pengawas, atau pihak lain yang dianggap kompeten, (2) pustakawan 

sekolah/madrasah menyusun rencana pengembangan keprofesian untuk satu tahun 

ajaran yang dilakukan pada setiap tahunnya, (3) pustakawan sekolah/madrasah 

melaksanakan program/kegiatan pengembangan kompetensi melalui berbagai cara, 

misalnya workshop pengembangan layanan perpustakaan , pembinaan langsung dari 

kepala sekolah, pembinaan langsung dari pengawas, mengikuti kegiatan asosiasi 

pustakawan sekolah/madrasah, pelatihan ICT (Information and Communication 

Technology) untuk tenaga perpustakaan (Pedoman pemenuhan SNP pada SD/MI, 

2012:51-52).  

Dari data hasil penelitian atau evaluasi yang bersumber dari Instrumen 

Pemetaan Faktor Dengan 8 Standar (lihat lampiran data hasil penelitian)  dan Studi 

Dokumentasi Laporan Pengawas SD/MI Tahun Pelajaran 2012/2013 menunjukkan 

bahwa indikator penyebab kebanyakan SD/MI tidak mencapai standar, yaitu 

kualifikasi akademik kepala administrasi dan kesesuaian dengan latar belakang 

pendidikannya, kualifikasi akademik kepala perpustakaan dan kesesuaian dengan 

latar belakang pendidikannya, banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan 

dan laboratorium IPA. Tenaga administrasi bagian kepustakaan ini seharusnya harus 

dipilih tenaga kepustakaannya sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang telah 

ditentukan mengingat pengelolaan perpustakaan merupakan kegiatan yang secara 

langsung berkaitan dengan penyediaan atau fasilitasi belajar peserta didik, 

khususnya di ruang perpustakaan. Untuk memberikan dukungan yang optimal, 

diperlukan layanan yang professional, karenanya orang-orang yang memiliki 

kompetensinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Kalaupun ada, selama ini 

yang menjalankan tugas sebagai tenaga administrasi adalah  guru atau tenaga 
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honorer yang direkrut  oleh kepala sekolah. Bahkan ada di SD/MI kepala sekolah 

juga merangkap atau menjalankan tugas sebagai tenaga administrasi. Masih banyak 

SD/MI  yang belum memiliki/penugasan kepala adminstrasi, belum memiliki 

perpustakaan/kepala perpustakaan, kepala/petugas  laboratorium dan kesesuaiannya 

dengan latar belakang pendidikan. Keadaan ini disebabkan oleh faktor keterbatasan 

pendanaan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, maupun dari  

komite sekolah.  

e. Keterpenuhan  Standar Sarana dan Prasarana  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007  tanggal 28 

Juni 2007, tentang Standar Sarana Prasarana. Standar sarana prasarana SD/MI yang 

diatur dan ditetapkan oleh pemerintah terdiri dari : (1) satuan pendidikan (ketentuan 

rombongan belajar), (2) lahan, (3) bangunan gedung (ruang kelas, ruang 

perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, tempat beribadah, ruang UKS, 

jamban, gudang, dan tempat bermain olah raga). 

Luas lahan sesuai peraturan ini untuk satuan pendidikan SMP/MTs memenuhi 

ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik. Luas lahan yang 

dimaksud adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun 

parasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain olah raga. 

Langkah-langkah pemenuhan standar luas lahan sekolah  yaitu : (1) kepala sekolah 

dan komite sekolah membandingkan lahan yang dimiliki sekolah dengan SNP sesuai 

jenjang sekolah, (2) kepala sekolah menyusun kebutuhan penambahan lahan sekolah 

disertai dengan rencana desain  pengembangan sarana dan prasarana sekolah, (3) 

kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan lahan sekolah sesuai 

dengan SNP ke pemerintah kabupaten/kota atau pihak-pihak yang berkepentingan 

(Pedoman Pemenuhan  SNP pada SD/MI, 2012:52). 
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Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan ini dilakukan untuk 

kepentingan pelayanan yang memadai bagi sekolah dan peserta didik. Jika sarana 

dan prasarananya dapat dipenuhi dengan baik maka hal ini berdampak baik bagi 

kenyamanan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran.  

Data hasil penelitian yang bersumber dari Instrumen Pemetaan Faktor 

Penyebab Dengan 8 Standar (lihat lampiran data hasil penelitian) menunjukkan 

hampir seluruh SD/MI di Kabupaten Bengkulu Selatan parsarananya kurang lengkap 

(belum memenuhi standar). Bahkan SD/MI yang telah mencapai kriteria standar 

prasarananya pun  masih kurang lengkap. Umumnya Sekolah Dasar/Madrasah di 

Bengkulu Selatan sudah  memiliki prasarana Ruang Kelas, Ruang Pimpinan, Ruang 

Guru, Jamban, dan Tempat Bemain Olahraga.  

Ditemukan ada beberapa  Sekolah Dasar  Negeri Bengkulu Selatan yang 

belum memiliki instalasi listrik (Instrumen Pemetaan Faktor Penyebab Dengan 8 

Standar). Faktor penyebabnya adalah karena lokasi sekolah jauh dari keramaian atau 

pusat kecamatan sehingga  sekolah tidak mampu menyediakan dana untuk 

penyambungan tiang dan pemasangan instalasi listrik di sekolah. 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan belum memiliki program khusus 

pengadaan laboratorium Fisika, Lab. Kimia, dan Lab. Biologi untuk  SD/MI, 

sehingga indikator No 50 s.d 52 yang ada pada Instrumen Standar Sarana Prasarana 

tidak Permendiknas Nomor 24 tahun 2007   adalah laboratorium IPA.  

f. Keterpenuhan  Standar Pengelolaan  

Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

telah diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 

19 Tahun 2007. Standar pengelolaan meliputi : (1) perencanaan program (visi dan 

misi sekolah/madrasah, tujuan sekolah/madrasah, rencana kerja sekolah/madrasah, 
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(2) pelaksanaan rencana kerja (pedoman sekolah/madrasah, struktur organisasi 

sekolah/madrasah, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, 

bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana, budaya dan 

lingkungan sekolah/madrasah, dan peran serta masyarakat dan kemitraan 

sekolah/madrasah), (3) pengawasan dan evaluasi (program pengawasan , evaluasi 

diri, evaluasi dan pengembangan KTSP, evaluasi pendayagunaan pendidik dan 

tenaga kependidikan), (4) kepemimpinan sekolah/madrasah, (5) sistem informasi 

manajemen.  

Evaluasi rencana kerja dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian 

rencana, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut untuk perbaikan atau peningkatan. 

Langkah-langkah pemenuhan standar ini yatu: (1) pada setiap akhir semester 

dilakukan rapat evaluasi bersama mengenai capaian kinerja pendidik dan tenaga 

kependidikan dan kinerja sekolah, (2) berdasarkan evaluasi tersebut, jika diperlukan, 

rencana kerja sekolah direvisi/diperbaiki/disesuaikan (Pedoman Pemenuhan SNP 

pada SD/MI, 2012:68-69). 

Masih sedikit Sekolah Dasar/Madrasah yang memiliki dan melaksanakan lebih 

dari satu program atau kegiatan yang berhubungan standar pengelolaan. Beberapa 

sekolah bahkan tidak memiliki program pengelolaan kegiatan pengembangan 

kurikulum, beberapa sekolah tidak memiliki dan tidak melaksanakan program  

kepengawasan, beberapa sekolah tidak pernah melakukan kegiatan evaluasi program 

kerja sekolah , dan beberapa sekolah tidak pernah melakukan kegiatan evaluasi 

terhadap kinerja pendidik dan tenaga pendidik. Berdasarkan data hasil penelitian 

masih banyak sekolah yang memiliki dan melaksanakan satu Program Kegiatan 

Pengelolaan Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. Hal  demikian 

menunjukkan bahwa sekolah belum  mampu menyusun  dan  melaksanakan berbagai 
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program pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Komponen Program 

Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran yang seharusnya dikelola  dan 

dikembangkan seperti penyusunan dan pengembangan KTSP dengan mempedomani 

panduan pengembangan KTSP (Dokumen 1), pengembangan  silabus dengan 

mempedomani panduan pengembangan silabus, pengembangan indikator, dan 

pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Dokumen 2).  

Program supervisi dan evaluasi meliputi: pemantauan, evaluasi dan tindak 

lanjut. Pelaksanaan supervisi jika tidak dibarengi dengan tindak lanjut, tidak akan 

memberikan perbaikan pada proses pembelajara. Langkah-langkah pemenuhan 

standar ini yaitu kepala sekolah membuat program supervisi tahunan untuk semua 

guru. Setiap guru minimal mengalami proses supervisi sebanyak 3 kali untuk 

melihat apakah tindak lanjut yang dilakukan berhasil atau tidak (Pedoman 

Pemenuhan SNP pada SD/MI, 2012:69).  

Program Pengawasan (Program Tahunan dan Program Semester) yang 

seharusnya disusun dan dilaksanakan oleh kepala sekolah  meliputi kegiatan 

penilaian, pembinaan,  pemantauan/monitoring, supervisi, analisis hasil pengawasan, 

evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Akan tetapi umumnya baru pada  tahap 

program supervisi kelas saja yang dilaksanakan oleh kepala sekolah, itupun  jarang 

atau bahkan tidak pernah dilakukan karena banyaknya tugas pokok dan fungsi 

kepala sekolah.  

Evaluasi Program Kerja Sekolah (kendala, solusi, dan kemajuan yang dicapai) 

biasanya hanya dilakukan oleh kepala sekolah sekali dalam satu tahun yang 

pelaporannya dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran melalui forum rapat dewan 

guru. Laporan hasil evaluasi program kerja sekolah juga disampaikan melalui forum 

rapat komite sekolah yang biasanya dilaksanakan pada awal tahun pelajaran. 
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Seharusnya Evaluasi Program Kerja Sekolah akan lebih baik dan efektif dilakukan 

minimal dua kali setiap akhir semester. 

Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Kepala 

Sekolah dan Pengawas (asesor). Penilaian terhadap kinerja guru dan tenaga 

kependidikan ini dilakukan untuk mengetahui proses kerja guru dalam proses 

pencapaian tujuan, keefektifan proses pembelajaran, dan juga penilaian ini diakukan 

untuk membandingkan antara apa yang dilakukan dengan apa yang direncanakan 

atau membandingkan apa yang diharapkan dengan apa yang menjadi kenyataan bagi 

guru dan tenaga kependidikan.  Sebelum peraturan mengenai PK (Penilaian Kinerja) 

tenaga pendidik dan kependidikan diterbitkan dan diberlakukan, selama ini penilaian 

kinerja dilakukan oleh kepala sekolah sekali dalam satu tahun dan hasil penilaian 

dalam bentuk DP 3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan), yang aspek penilaian 

pada dasarnya masih bersifat umum dan belum menyentuh pada essensi kinerja yang 

akan dinilai. Dengan penerapan PK kepala sekolah dan guru diharapakan terjadi 

peningkatan kinerja yang signifikan.   

Hasil studi dokumentasi laporan kepengawasan pengawas SD/MI (lihat 

lampiran hal 351) menunjukkan bahwa pengelolaan sekolah belum banyak 

menggunakan jasa Sistem Informasi  dan Manajemen  (SIM). Umumnya  SD/MI 

belum mengalokasikan dana untuk pengadaan perangkat SIM karena masih 

terkendala pada biaya pengadaan yang tinggi,  tenaga operator, dan biaya 

pengoperasiannya. 

g. Keterpenuhan Standar Pembiayaan  

Standar Pembiayaan Satuan pendidikan telah diatur dan ditetapkan melalui 

Permendiknas Nomor 69 tahun 2009, Tanggal 5 Oktober 2009. Standar pembiayaan 

adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan 
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pendidikan  selama 1 (satu) tahun pelajaran. Pada pasal 62 ayat (1) PP 19/25 

menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya 

operasi, dan biaya personal. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa biaya investasi 

satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan 

sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Kemudian ayat (3) menjelaskan bahwa 

biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik. 

dan ayat (4) menjelaskan bahwa biaya operasi satuan pendidikan meliputi : gaji 

pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, 

bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak 

langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, 

uang lembur, teransportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.  

Diperoleh  informasi melalui  Instrumen Pemetaan Faktor Penyebab Dengan 8 

Standar menunjukkan  bahwa  dalam RKA-S sebagian besar Sekolah 

Dasar/Madrasah telah mengalokasikan dana melalui pos pembiayaan untuk 

pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan (pendidikan dan latihan, 

workshop, MGMP, peningkatan kualifikasi akademik, dan membuat KTI) dan biaya 

untuk penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Masih ada beberapa 

sekolah/madrasah yang membelanjakan biaya  untuk penunjang pelaksanaan 

pembelajaran dan untuk pengadaan alat/bahan habis pakai belum memenuhi standar 

pengelolaan keuangan. Operasional sekolah/madrasah tidak terlepas dari pendanaan. 

Sumber dana pembiayaan operasional sekolah/madrasah dari APBN (pusat), APBD 

(kabupaten), dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu sumber dana dapat diminta 

dari komite melalui mekanisme yang ada.   

h. Keterpenuhan Standar Penilaian Pendidikan 
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007, tentang 

Standar Penilaian Pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian 

hasil belajar peserta didik. 

Berkaitan dengan standar penilaian, salah satu indikatornya adalah guru 

membuat rancangan penilaian yang menggunakan berbagai teknik penilaian 

misalnya tes untuk prestasi belajar, pengamatan untuk prilaku, dan lembar penilaian 

untuk proses pencapaian kompetensi. Untuk memperoleh data pengukuran dengan 

hasil yang tepat dibutuhkan teknik penilaian yang valid dan reliable. Dengan 

demikian setiap penilaian harus dirancang dengan memperhatikan berbagai teknik 

penilaian.  

Berdasarkan data hasil penelitian Instrumen Pemetaan Faktor Penyebab 

Dengan 8 Standar, sebagian besar sekolah/madrasah  telah mencoba memberi 

informasi rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa, teknik, dan bentuk 

penilaian yang ada pada silabus sesuai dengan indikator kriteria pencapaian 

Kompetensi Dasar (KD) yang diinformasikan kepada siswa  pada awal semester. 

Ada beberapa sekolah/madrasah yang jarang dan bahkan tidak pernah 

menginformasikan rancangan kriteria penilaian pada silabus kepada siswa. Hampir 

semua sekolah/madrasah, telah menggunakan  teknik penilaian  pada silabus telah 

sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Demikian pula terdapat kesesuaian 

antara instrumen dan pedoman penilaian yang dibuat sesuai dengan  bentuk dan 

teknik penilaian.  

Indikator penilaian pembelajaran ini instrumen penilaiannya dikembangkan 

oleh guru dengan pertimbangan jika instrumen penilaian tersebut dibuat oleh guru 

akan lebih bermakna dan tepat sasaran dalam melakukan pengukuran penilaian hasil 
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belajar. Instrumen penilaian ini dikembangkan di setiap mata pelajaran yang diampu. 

Indikator penilaian pembelajaran menunjukkan bahwa masih banyak 

sekolah/madrasah penilaian hasil pembelajaran  bersifat otentik belum mencapai 

standar (penilaian berbasis portofolio, pertanyaan yang tidak memiliki jawaban 

tunggal, menilai proses pengerjaannya, dan lain-lain). Semua jenis assessmen yang 

digunakan oleh guru mata pelajaran adalah traditional assessmenn (tes tertulis) 

bentuk essay dan sebagian lagi multiple choice. Jadi belum ada sekolah/madrasah 

yang menggunaan assessmen tingkat tinggi (essay semua), karena 

mempertimbangkan rata-rata intake siswa yang masih rendah. Secara keseluruh 

SD/MI  Negeri di Kabupaten Bengkulu Selatan jika dilihat dari pemenuhan 8 

Standar yang ditentukan pemerintah dalam hal ini BSNP seperti pada tabel 4. 9  

belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (lihat lampiran hal 226).  

Untuk memperoleh data pengukuran dengan hasil yang tepat dibutuhkan 

teknik penilaian yang valid dan reliabel. Dengan demikian setiap penilaian harus 

dirancang dengan memperhatikan berbagai teknik penilaian. Langkah-langkah 

pemenuhan yaitu : (1) workshop penyamaan persepsi tentang teknik-teknik penilaian 

yang sesuai dengan data hasil belajar yang akan diperoleh, (2) penyusunan buku 

panduan tentang teknik penilaian yang berlaku di sekolah, (3) review draft panduan 

teknik penilaian melalui workshop sehingga menghasilkan model yang mengandung 

unsur inovatif sesuai standar penilaian, (4) In House Training (IHT) bagi semua 

guru dalam  menggunakan teknik-teknik penilaian (Pedoman Pemenuhan SNP pada 

SD/MI, 2012:77).  

Tujuan dari kegiatan evaluasi adalah mengukur kemampuan atau kompetensi 

peserta didik. oleh karena itu peserta didik berhak memperoleh informasi tentang 

hasil-hasil ulangan umum. Langkah-langkah pemenuhan standar yaitu : (1) setelah 
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melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban, (2) mengolah data hasil 

ulangan menjadi informasi yang bermakna bagi peserta didik, (3) membagikan hasil 

ulangan kepada peserta didik setelah data hasil ulangan direkap oleh guru (Pedoman 

Pemenuhan SNP pada SD/MI, 2012:78).  

Kompetensi peserta didik yang diukur memiliki berbagai dimensi. Nilai yang 

dikeluarkan mengandung makna yang multitafsir oleh karena itu perlu dijelaskan 

dari makna nilai tersebut. Langkah-langkah pemenuhan standar adalah : (1) setelah 

melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban, (2) mengolah data hasil 

ulangan menjadi informasi yang bermakna bagi peserta didik, (3) membagikan hasil 

ulangan kepada peserta didik setelah data hasil ulangan direkap oleh guru. Pada nilai 

dijelaskan tentang makna dari nilai-nilai tersebut (Pedoman Pemenuhan SNP pada 

SD/MI, 2012:79). 

Pembelajaran memiliki prinsip ketuntasan. Setiap peserta didik berhak 

memperoleh pelayanan guru jika mereka belum mencapai KKM melalui remedi. 

Tujuan remidi adalah memberi kesempatan bagi peserta didik un tuk menuntaskan 

KKM. Langkah-langkah pemenuhan yaitu : (1) setelah melakukan ulangan, guru 

memeriksa lembar jawaban, (2) mengolah data hasil ulangan menjadi informasi yang 

bermakna bagi peserta didik, (3) membagikan hasil ulangan kepada peserta didik 

setelah data hasil ulangan direkap oleh guru, (4) guru memberi kegiatan remidi 

terhadap pokok bahasan yang belum berhasil dicapai siswa pada waktu yang telah 

ditentukan (Pedoman Pemenuhan SNP pada SD/MI, 2012:79). 

Analisis hasil penilaian merupakan tindak lanjut upaya monitoring dan laporan 

hasil belajar untuk kegiatan perbaikan, mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar. 

Analisis hasil penilaian merupakan pemaknaan dari pengumpulan dokumen hasil 

penilaian. Langkah-langkah pemenuhan yaitu : (1) workshop penyamaan persepsi 
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tentang analisis hasil penilaian untuk kegiatan perbaikan, mengetahui kemajuan dan 

kesulitan belajar siswa, (2) melakukan analisis hasil penilaian oleh masing-masing 

guru, (3) kajian analisis hasil penilaian melalui workshop sehingga menghasilkan 

keputusan untuk melakukan perbaikan, (4) pendokumentasian hasil penilaian 

kegiatan perbaikan (Pedoman Pemenuhan SNP pada SD/MI, 2012:80). 

2. Jenjang Satuan Pendidikan SMP/MTs 

d. Keterpenuhan Standar Isi 

Standar isi telah diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006. Standar isi mencakup : (1) 

kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan 

kurikulum pada tingkat satuan pendidikan, (2) beban belajar bagi peserta didik pada 

satuan pendidikan dasar dan memengah, (3) kurikulum tingkat satuan pendidikan 

yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan 

kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, (4) kalender pendidikan  

untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar 

dan menengah.  

Sekolah melaksanakan pengembangan kurikulum dengan melibatkan unsur 

guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan nara sumber, dan pihak-pihak 

lain yang terkait. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan 

kurikulum yang memiliki prinsip otonomi yang menuntut partisipasi warga sekolah 

dan semua stakeholder pada tingkat satuan pendidikan. Arah dan kebijakan KTSP 

serta keberhasilannnya ditentukan oleh kerjasama semua pihak yang terkait. 

Langkah-langkah pemenuhan standar ini yaitu : (1) melakukan sosialisasi tentang 

kebijakan KTSP, (2) melakukan rapat koordinasi untuk menyusun KTSP, (3) 

menyusun draft KTSP oleh 2-3 orang guru yang memiliki wawasan tentang KTSP, 
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(4) melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan tentang isi dan struktur 

KTSP, (5) hasil keputusan ditinjau kembali setiap awal tahun. Standar isi merupakan 

bagian inti dari  struktur kurikulum (KTSP) yang ditampilkan dalam bentuk mata 

pelajaran sesuai standar yang berlaku dan muatan lokal. Pengembangan mata 

pelajaran diuraikan dalam bentuk silabus dan RPP (Pedoman Pemenuhan SNP pada 

SMP/MTs, 2012:33).  

Pencapaian standar isi untuk satuan pendidikan jenjang SMP/MTs sampel 

penelitian secara umum belum  memenuhi standar. Hampir seluruh 

sekolah/madrasah   pembelajarannya  telah didasarkan pada KTSP,  hanya saja 

pengembangan KTSP oleh sekolah  kebanyakan masih dilakukan oleh guru mata 

pelajaran sendiri. Selain itu pengembangan KTSP yang dilakukan oleh guru mata 

pelajaran tidak mempertimbangkan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat, 

dan kondisi budaya serta usia peserta didik. Dengan demikian berarti pengembangan 

KTSP belum melalui tim pengembang sehingga hasil pengembangan kurikulum 

masih belum memenuhi standar. Seharusnya penyusunan KTSP dilakukan bersama 

dalam suatu tim pengembang atau penyusun KTSP yang  terdiri dari guru, konselor, 

dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan tim penyusun 

melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait.  

Hasil penelitian dari instrumen pemetaan faktor penyebab dengan 8 standar 

menunjukkan hanya sebagian silabus yang disusun oleh guru sendiri. Ini berarti 

tidak semua guru mata pelajaran menyusun silabus. Ada indikasi beberapa guru 

mata pelajaran mengcopy paste silabus.  Panduan KTSP yang disusun oleh BSNP 

memberi keterangan bahwa pengembangan silabus menerapkan beberapa prinsip 

pengembangan, yaitu : ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan 

kontekstual, felksibel, dan menyeluruh. Silabus sebagai salah satu unsur KTSP 
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seharusnya sesuai ketentuan seluruhnya disusun oleh guru sendiri, baik secara 

mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakeristik 

siswa, kondisi sekolah dan lingkungannya. Apabila guru mata pelajaran karena 

sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka 

pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran 

untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Bagi 

sekolah/madrasah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, 

sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP untuk 

bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah 

dalam lingkup MGMP setempat.  Dengan demikian jelaslah bahwa akan lebih baik 

apabila pengembangan silabus dilakukan melalui kelompok karena lebih efisien dan 

efektif, sehingga semua silabus setiap mata pelajaran dapat disusun.  

Pengembangan diri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, 

bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan 

pengembangan diri difasilitasi oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan lain. 

Kegiatan pengembangan diri juga dapat dilakukan melalui kegiatan Bimbingan 

Konseling (BK). Kegiatan BK memiliki kedudukan yang sangat peting dalam 

membina peserta didik untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi dan bakat yag 

dimilikinya. Selain itu BK memiliki peranan penting untuk membantu peserta didik 

dalam mengatasi masalah peserta didik.  Beberapa jenis layanan konseling yang 

diberikan untuk mengatasi masalah peserta didik seperti masalah diri pribadi, 

kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik. Langkah-langkah 

pemenuhan standar pelayanan BK yaitu : (1) menganalisis permasalahan siswa, (2) 

menyusun program BK berdasarkan hasil analisis, (3) menganalisis kebutuhan bakat 
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dan minat, (4) menetapkan jadwal rutin pelayanan BK, (5) penyediaan buku 

pemantauan perkembangan belajar siswa, (6) membuat daftar giliran layanana BK 

untuk semua siswa (bersifat rutin) dan mencatat kasus pelayanan bagi siswa yang 

membutuhkan, (7) melaporkan perkembangan kemajuan siswa secara terbatas dalam 

waktu tertentu dihadapan kepala sekolah dan pengawas.   

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari kegiatan pengembangan 

dalam struktur KTSP. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari kedudukan KTSP 

itu sendiri. Langkah-langkah pemenuhan standar kegiatan ekstrakurikuler yaitu : (1) 

menganalisis kebutuhan bakat dan minat siswa, (2) menganalisis potensi dan 

kompetensi guru untuk pemenuhan kebutuhan program ekstrakurikuler, (3) 

menetapkan jadwal kegiatan ekstrakurikuler dan jenis ekstrakurikuler yang akan 

dibina, (4) melakukan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, (5) melaporkan 

perkembangan kemajuan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, (6) melakukan 

tindak lanjut untuk peningkatan mutu kegiatan ekstrakurikuler dengan memasukkan 

program pada tahun berikutnya atau melakukan perbaikan secara spontan setelah 

menemukan peluang untuk pengembangan. Program pengembangan diri dalam 

bentuk kegiatan ekstrakurikuler seperti yang diketahui bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang tidak terstruktur dalam mata 

pelajaran tetapi sangat berpengaruh terhadap pembinaan peserta didik sebagai 

manusia seutuhnya karena dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat peserta 

didik. Oleh karena itu perlu dikembangkan secara sungguh-sungguh. Langkah-

langkah pemenuhan standar indikator ini yaitu : (1) menganalisis potensi dan 

kompetensi guru untuk pemenuhan kebutuhan program ekstrakurikuler, (2) 

menetapkan jadwal kegiatan ekstrakurikuler dan jenis ekstrakurikuler yang akan 

dibina, (3) melakukan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, (4) melaporkan 
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perkembangan kemajuan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler (Pedoman 

Pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 2012:36-37). 

Hampir seluruh SMP/MTs telah melaksanakan lebih dari satu program 

pengembangan diri dalam bentuk kegiatan  ekstrakurikuler dan lebih dari 1 jenis 

layanan bimbingan konseling. Berdasarkan pengamatan langsung di SMP/MTs, 

kegiatan ekstrakurikuer yang dikembangkan antara lain seperti kegiatan pramuka, 

drum band, dan olah raga.  

Beban mengajar masih berkisar antara 20-24 jam/minggu. Artinya masih 

dijumpai guru-guru mengajar kurang dari 24 jam/minggu, diantaranya guru honorer, 

guru tetap yang belum memiliki sertifikat pendidik, dan bahkan guru-guru yang 

telah mendapat sertifikat pendidik. Bagi guru-guru yang telah memiliki sertifikat 

pendidik, akan tetapi kekurangan jam wajib mengajar dapat diberi jenis tugas yang 

diakui angka kreditnya, atau inisiatif sendiri mencari tambahan jam mengajar di 

sekolah swasta.  

Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman 

materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk 

mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya ditentukan oleh guru. 

Sedangkan kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang 

berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh 

pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri 

oleh peserta didik. Pemberian tugas ini dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam pencapaian standar kompetensi. Frekuansi pemberian tugas ini masih perlu 

ditingkatkan agar mencapai standar yang diharapkan.  

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)  adalah kriteria paling rendah untuk 

menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM ini dapat dijadikan sebagai 
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bagian dari komponen daam evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di 

sekolah. Pada umumnya penentuan KKM ini dilakukan dengan memperhatikan tiga 

aspek kriteria yaitu kompleksitas, daya dukung dan intake peserta didik. KKM ini 

dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penilaian harian, tengah semester, dan 

akhir semester sehingga tingkat kelulusan peserta didik dapat dipantau. KKM yang 

telah dibuat hendaknya disosialisasikan kepada peserta didik, orangtua, dan dinas 

pendidikan. Penentuan KKM ini dilakukan oleh guru yang mengajar dan proses 

pembuatannya pemenuhannya adalah dilakukan di awal semester. Berdasarkan data 

hasil penelitian menunjukkan guru telah menyusun KKM di awal semester dimana 

KKM SMP/MTs umumnya antara 70,00-80,00. Belum ada SMP/MTs yang 

menetapkan KKM > 80, karena berdasarkan pertimbangan  aspek tingkat 

kemampuan rata-rata (intake) siswa secara umum jarang mencapai  level  ini dan 

juga masih kurangnya faktor  daya dukung. 

e. Keterpenuhan Standar Proses 

Standar proses sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 meliputi : (1) perencanaan proses  

pembelajaran, (2) pelaksanaan pembelajaran, (3)  penilaian hasil pembelajaran, dan 

(4) pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien. Secara umum seluruh SMP/MTs sampel penelitian belum 

memenuhi standar, atau kurang standar.   

Silabus merupakan perencanaaan pembelajaran yang harus disediakan oleh 

guru sesuai perudang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, silabus dapat dijadikan 

dokumen baku mutu yang berfungsi sebagai bagian perencanaan, penilaian, dan 

bahan acuan (base line) untuk mencapai derajat kompetensi yang lebih tinggi. 

Kualitas dari silabus harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab 
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kegiatan, atau salah seorang yang dipercaya sebagai ahli untuk mengawal kualitas 

silabus. Hal ini dilakukan karena silabus tidak hanya sekedar ada secara 

adminsitratif, tetapi juga harus memenuhi komponen yang berkualitas dan memiliki 

keterkaitan antar komponen dalam silabus. Silabus sebagai acuan pengembangan 

KTSP dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan KTSP. Langkah-

langkah pemenuhan standar silabus, yaitu : (1) workshop penyamaan persepsi 

tentang format silabus sesuai ketentuan yang berlaku dan relevansi muatan silabus 

dengan visi sekolah, (2) penyusunan draft silabus oleh masing-masing guru, (3) 

review draft silabus melalui workshop, sehingga menghasilkan isi silabus yang 

inovatif sesuai standar proses, (4) pendokumentasian silabus yang berlaku untuk 

tahun berjalan, (5) diusahakan ada salah seorang ahli yang bertanggung jawab 

sebagai nara sumber/fasilitator dalam pengembangan silabus (Pedoman Pemenuhan 

SNP pada SMP/MTs, 2012: 37-38).   

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dikembangkan atau dijabarkan dari 

silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya 

mencapai kompetensi dasar. RPP merupakan perencanaan pembelajaran yang harus 

disediakan oleh guru sesuai perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, RPP 

merupakan kelengkapan guru profesional sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas. Kualitas RPP harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai 

penanggungjawab kegiatan, atau salah seorang yang dipercaya sebagai ahli untuk 

mengawal kualitas RPP. Kualitas RPP antara lain dicirikan oleh kelengkapan 

komponen RPP dengan indikator yang terukur dan skenario pembelajaran yang 

mendorong siswa aktif. Selain itu terdapat keterkaitan antar komponen RPP dan 

keterkaitan dengan silabus. Langkah-langkah pemenuhan standar RPP, yaitu :        
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(1) workshop penyamaan persepsi tentang format RPP sesuai ketentuan yang 

berlaku dan pemuatan inovasi pembelajaran yang aktif dan kontekstual, (2) 

penyusunan draft RPP oleh guru  untuk seluruh pertemuan yang akan dilakukan, (3) 

review dan penyelarasan draft RPP oleh guru sebelum mengajar sehingga 

melahirkan RPP yang Kontekstual baik waktu dan tempat, (4) pendokumentasian 

RPP yang berlaku untuk tahun berjalan, (5) diusahakan ada salah seorang ahli yang 

bertanggungjawab sebagai nara sumber/fasilitator dalam penyusunan RPP (Pedoman 

Pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 2012:38).    

 Setiap guru pada satuan pendidikan wajib menyusun RPP secara lengkap dan 

sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  

RPP  disusun oleh guru sendiri, dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

penyusunannya. Data hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh SMP/MTs 

pembelajarannya telah mengacu pada RPP. Hal  ini sangat penting dilakukan  oleh 

guru-guru karena dengan mempedomani RPP, maka proses pembelajaran akan lebih 

terarah, sistematis dan efektif untuk mencapai kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan.   

Salah satu tugas pokok dan fungsi kepala sekolah adalah melaksanakan 

pemantauan atau monitoring dan supervisi pelaksanaan proses pembelajaran. 

Kegiatan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi (persiapan, proses, dan penilaian), 

dan tindak lanjut merupakan kegiatan supervisi yang bermanfaat untuk peningkatan 

mutu proses pembelajaran. Langkah-langkah pemenuhan standar monitoring, 

supervisi, dan evaluasi  yaitu : (1) penyebaran angket penggalian masalah 
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pembelajaran, (2) analisis kebutuhan supervisi pembelajaran, (3) observasi kelas 

setiap penampilan guru sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam satu semester, 

(4) refleksi langsung antara kepala sekolah dengan guru yang disupervisi. Tindak 

lanjut supervisi merupakan implementasi peningkatan mutu. Dengan demikian 

memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses peningkatan mutu. Langkah-

langkah pemenuhan standar tindak lanjut supervisi yaitu ; (1) rekapitulasi data hasil 

observasi kelas, (2) laporan dan ulasan hasil observasi kelas, (3) pembinaan dan 

peningkatan proses pembelajaran minimal 1 kali di akhir semester dipimpin oleh 

kepala sekolah (dapat menghadirkan nara sumber dari luar), (4) memberi tugas 

pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran (Panduan 

Pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 2012:40). Data instrumen penelitian menunjukkan 

bahwa kepala sekolah SMP/MTs telah melakukan pemantauan  proses pembelajaran, 

hanya  saja frekuensi pemantauan atau monitoring belum memenuhi standar. Selain 

melakukan monitoring, kepala sekolah juga  melaksanakan supervisi terhadap proses 

pembelajaran. Supervisi pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Hasil kegiatan pemantauan dan 

supervisi proses pembelajaran disampaikan oleh kepala sekolah kepada pemangku  

kepentingan, dalam hal ini kepada instansi atasan satuan pendidikan, yang kemudian 

diteruskan kepada pengawas akademik atau pengawas manajerial yang membina 

satuan pendidikan tersebut. Implementasi tindak lanjut oleh pengawas atau kepala 

sekolah berupa : (1) penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah 

memenuhi standar, (2) teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang 

belum memenuhi standar, dan (3) guru diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan 

MGMP, kegiatan di PKG, dan pelatihan. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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kepala sekolah telah menyampaikan hasi supervisi, hanya saja penyampaian hasil 

kepada guru-guru dan implementasi tindak lanjut masih harus ditingkatkan.   

 Sumber belajar adalah sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran, 

yang dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronika, nara sumber, 

lingkungan alam sekitar, dan sebagainya (Buku Saku KTSP, 2007:37). Penggunaan 

TI dalam proses pembelajaran sekarang ini sedang trend dikalangan guru-guru. 

Seluruh SMP/MTs sampel penelitian telah menggunakan TI dalam proses 

pembelajaran, hanya saja masih bervariasi. Pemilihan TI yang mutakhir dan menarik 

ini, apalagi materi disajikan dalam bentuk tayangan atau divisualisasikan dalam 

bentuk gambar, akan menumbuhkan minat, motivasi, inspirasi, dan menyenangkan 

bagi siswa daam proses pembelajaran.   

f. Keterpenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 

2006 telah mengatur dan menetapkan tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

Standar kompetensi lulusan terdiri dari dua standar kompetensi, yaitu Standar 

Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) dan Standar Kompetensi 

Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP).  

Standar kompetensi lulusan SMP/MTs antara lain : (1) mengamalkan ajaran 

agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja, (2) memahami 

kekurangan dan kelebihan diri sendiri, (3) menunjukkan sikap percaya diri, (4) 

mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas, (5) 

mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain 

secara logis, kritis, dan kreatif. 

Langkah pemenuhan standar kompetensi lulusan dengan indikator 

mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja 
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adalah dengan merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk 

melaksanakan ajaran agama dan akhlak mulia. Rancangan diawali dengan 

mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri. 

Pembinaan peserta didik berkaitan dengan melaksanakan ajaran agama dan akhlak 

mulia juga dilakukan dengan melalui kegiatan di ruang kelas, pada kegiatan 

ekstrakurikuler dan bimbingan konseling secara berkelanjutan serta terus memantau 

hasil pembinaan secara rutin dan terencana.  

Tujuan pendidikan salah satunya menumbukan sikap percaya diri dan 

bertanggung jawab. Sikap percaya diri adalah modal untuk menumbuhkan 

keberanian untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar bagi dirinya, namun 

untuk memupuk percaya diri perlu dibarengi dengan rasa tanggung jawab agar rasa 

percaya diri peserta didik adalah yang beranggung jawab. Langkah pemenuhan 

standar ini yaitu : (1) merancang kegiatan yang membuka peluang bagi peserta didik 

merasakan pengalamannya untuk mengembangkan sikap percaya diri dan 

bertanggung jawab. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu 

komponen pengembangan diri, (2) membina sikap percaya diri dan bertanggung 

jawab di ruang kelas, pada kegiatan ekstrakurikuler, dan bimbingan konseling secara 

berkelanjutan, (3) terus memantau hasil pembinaan sikap percaya diri dan 

bertanggung jawab peserta didik melalui catatan BK (Pedoman Pemenuhan SNP 

pada SMP/MTs, 2012:41). 

Pencapaian SKL di SMP/MTs telah dilakukan melalui berbagai bentuk 

kegiatan Intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Pembelajaran tuntas adalah 

pola pebelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan individu. Rata-rata guru 

sudah menggunakan prinsip ketuntasan belajar individu. Metode, pendekatan, dan 

strategi pembelajaran yang digunakan sudah mampu memotivasi keberhasilan siswa 
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secara individu. Guru-guru  melaksanakan evaluasi proses pembelajaran setiap 

selesai tatap muka atau setiap penyampaian 1 komptensi dasar selesai. Dengan 

demikian proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru akan berlangsung 

efektif sehingga akan mampu meningkatkan nilai rata-rata siswa yang tuntas.   

Keterampilan peserta didik untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut 

dari berbagai sumber belajar merupakan kunci dari segala proses pembelajaran. Jika 

peserta didik mampu mencari informasi/pengetahuan sendiri maka ia akan 

berkembang sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya. Langkah-langkah 

pemenuhan standar ini yaitu : (1) merancang kegiatan yang membuka peluang bagi 

peserta didik meningkatkan keterampilan mencari informasi/pengetahuan lebih 

lanjut. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam 

komponen pengembangan diri, (2) membina keterampilan mencari 

informasi/pengetahuan lebih lanjut dapat dilakukan di ruang kelas, pada kegiatan 

ekstrakurikuler, dan BK secara berkelanjutan, (3) terus mematau hasil pembinaan 

keterampilan mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut peserta didik (Pedoman 

Pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 2012:41).  Rata-rata siswa SMP/MTs memperoleh 

pengalaman belajar melalui program pembiasaan mencari informasi/pengetahuan 

dari berbagai macam sumber belajar, seperti dari buku teks yang dimiliki oleh siswa, 

media cetak (surat kabar, majalah, dan tabloid), buku-buku teks lain di perpustakaan, 

dan mengakses informasi dari internet melalui media elektronik.  

Pengalaman belajar untuk mengenal pemanfaat lingkungan secara produktif 

dan bertanggung jawab merupakan salah satu pilar dalam pembelajaran siswa aktif 

baik PAKEM (Pembelajaran Aktif,  Kreatif, Enak, dan Menyenangkan) maupun 

Contextual Teaching Learning (CTL). Dengan selalu mendorong peserta didik untuk 

memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertangung jawab diharapkan akan 
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terjadi ekselerasi peningkatan mutu pendidikan. Langkah-langkah untuk pemenuhan 

standar ini yaitu   : (1) merancang kegiatan yang membuka peluang bagi peserta 

didik untuk mengenal pemanfaatan lingkungan secara produktif dan bertanggung 

jawab. Rabcangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam 

komponen pengembangan diri, (2) membina pemanfaatan lingkungan secara 

produktif dan bertanggung jawab dapat dilakukan di ruang kelas, pada kegiatan 

ekstrakurikuler, dan bimbingn BK secara berkelanjutan,  (3) terus memantau hasil 

pembinaan mengenal pemanfaatan lingkungan  secara produktif dan bertanggung 

jawab melalui catatan BK (Pedoman Pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 2102:42).  

Penanaman sikap sportif dan kompetitif dalam diri siswa dapat dilakukan 

dengan mengutus siswa mengikuti kegiatan lomba-lomba akademik maupun lomba-

lomba non akademik. Lomba akademik yang telah diikuti oleh siswa antara lain 

lomba olah raga, lomba cerdas cermat (LCC), lomba Olimpiade Sains (OSN), lomba 

Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN), lomba bidang sastra, dan lomba 

bidang seni dan budaya. Sedangkan lomba non akademik yang telah diikuti siswa 

seperti lomba bidang kepramukaan, lomba drum band, dan lomba-lomba bidang 

ekstrakurikuler lainnya. Penanaman nilai-nilai agama dan pengamalannya dilakukan 

melalui kegiatan belajar mata pelajaran agama baik teori dan praktek, termasuk 

melalaui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dan kegiatan perayaan hari-hari besar 

agama.  

Pengalaman belajar melalui kegiatan kesiswaan yang dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan rasa percaya diri dan tanggung jawab dapat dilakukan dengan 

memberi kesempatan kepada siswa mengikuti program-program kegiatan 

ekstrakurikuler, seperti pramuka, olah raga, dan seni budaya.  
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Pengalaman belajar melalaui kegiatan yang dapat membiasakan untuk 

menghargai pendapat dan berempati pada orang lain bisa dilakukan  dengan 

memfasilitasi siswa berdiskusi atau bermusyawarah  lewat proses pembelajaran 

ataupun melalui kegiatan ekstrakurikuler.  

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang disampaikan dengan pendekatan siswa aktif. Oleh karena itu siswa 

memperoleh pengalaman belajar IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) secara 

efektif dijadikan indikator mutu lulusan. Langkah-langkah untuk pemenuhan standar 

ini yaitu : (1) merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk 

belajar iptek secara efektif. Rancangan diawali dengan mencantumkan pada silabus 

dan RPP pada mata pelajaran yang relevan, (2) melaksanakan pembelajaran aktif 

pada setiap mata pelajaran yang relevan dengan penyampaian mata iptek (pedoman 

pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 2012:47). 

Belajar untuk memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan 

seni dan  budaya dapat  menyiapkan peserta didik untuk mengembangkan potensi 

dan bakat seni di masyarakat. Selain itu, melatih keterampilan dalam 

mengembangkan budaya luhur. Langkah-langkah pemenuhan standar ini yaitu : (1) 

merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk 

mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya. Rancangan diawali dengan 

mencantumkannya pada KTSP yaitu pengembangan diri, memasukkan pada silabus 

dan RPP pada mata pelajaran yang relevan, (2) melaksanakan pembelajaran aktif 

pada setiap mata pelajaran yang relevan (Pedoman Pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 

2012:48). Guru-guru dapat  membimbing siswa memperoleh pengalaman belajar 

melalui kegiatan yang dapat menghasilkan karya-karya kreatif di bidang IPA seperti 

pembuatan alat peraga/media sederhana. Bidang Bahasa Indonesia membuat karya-
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karya sastra seperti puisi, sajak, prosa, dan pantun. Bidang Seni dan Budaya seperti 

membuat karya  seni rupa, seni tari, seni drama, seni musik, dan kerajinan tangan. 

Melalui pembelajaran Bahasa Indonesia guru-guru dapat membekali siswa dengan 

keterampilan membaca, menulis naskah secara sistematis dan estetis, keterampilan 

menyimak, menulis dan berbicara bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah.  

g. Keterpenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah diatur dan ditetapkan 

melalui beberapa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional antara lain yaitu  : (1) 

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar kepala Sekolah/Madrasah, (2) 

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru, (3) Permendiknas Nomor 24 tahun 2008, tentang Standar Tenaga 

Administrasi Sekolah/Madrasah, (4) Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008, tentang 

Standar tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah, (5) Permendiknas Nomor 26 Tahun 

2008, tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.  

Dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007, telah 

ditetapkan Standar Kualifikasi Guru SMP/MTs, yaitu guru pada SMP/MTs, atau 

bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan 

minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai 

dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi 

yang terakredtasi. Data instrumen penelitian menunjukkan bahwa seluruh SMP/MTs 

sampel penelitian   hampir seluruh guru sudah berijazah S1/D4. Demikian pula 

seluruh SMP/MTs, seluruh guru mata pelajarannya  sudah mengajar sesuai dengan 

latar belakang pendidikannya. Dengan demikian sudah memenuhi standar.  

Tingkat kehadiran guru di kelas belum mencapai tingkat standar  disebabkan 

oleh berbagai faktor internal maupun eksternal guru yang menyebabkan tingkat 



116 

 

kehadiran tersebut sulit atau tidak mencapai 100 %  dan faktor- faktor  tersebut sulit 

untuk dihindari. Untuk faktor yang tidak beralasan, kepala sekolah melakukan 

tindakan pembinaan berjenjang sesuai aturan dan perosedur yang ada.  

Kualifikasi kepala sekolah terdiri dari kualifikasi umum dan kualifikasi 

khusus. Kualifikasi umum kepala sekolah yaitu memiliki kualifikasi akademik  

sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada 

perguruan tinggi yang terakreditasi. Kualifikasi  akademik kepala sekolah tertinggi 

di sekolah/madrasah  sampel penelitian adalah berijazah Strata  2 (S2), yaitu Kepala 

SMP N 1 Bengkulu Selatan dan Kepala SMP N 17 Bengkulu Selatan. Sedangkan 

kepala sekolah/madrasah yang lain berijazah starat 1 (S1). Hasil penelitian 

menunjukkan kualifikasi umum kepala SMP/MTs sampel penelitian telah  memiliki 

kualifikasi akademik sarjana kependidikan atau non kependidikan. Berarti standar 

kualifikasi akademik kepala SMP/MTs telah memenuhi standar. Hasil penelitian  

menunjukkan bahwa seluruh kepala SMP/MTs  telah memenuhi standar kualifikasi 

khusus  yaitu memiliki sertifikat pendidik. Tenaga administrasi sekolah/madrasah 

terdiri dari kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah, pelaksana urusan, dan 

petugas layanan khusus. 

 Standar Kepala Administrasi SMP/MTs berpendidikan minimal lulusan D3 

atau sederajat, program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga 

administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun, memiliki sertifikat kepala 

tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Dari instrumen penelitian, data hasil penelitian menunjukkan masih 

banyak sekolah/madrasah kualifikasi akademik kepala administrasinya belum 

standar. Oleh sebab itu, agar mencapai standar yang diharapkan, maka bagi 

sekolah/madrasah yang kualifikasi akademik kepala aministrasinya (PNS)  di bawah 
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D III, dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang D III atau lebih tinggi. Langkah-

langkah pemenuhan standar indikator tenaga administrasi yaitu : (1) tenaga 

adminsitrasi melanjutkan studi sesuai dengan tuntutan permendiknas, (2) kepala 

sekolah mendorong dan memfasilitasi tenaga administrasi untuk melanjutkan studi 

sesuai dengan kualifikasi pada masing-masing permendiknas, (3) jika sekolah 

merekrut tenaga honorer untuk tenaga administrasi diusahakan yang sudah 

memenuhi kualifikasi (Pedoman Pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 2012:50).  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2008, tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Sesuai dengan 

peraturan ini, kepala perpustakaan  SMP/MTs harus memenuhi syarat berkualifikasi 

serendah-rendahnya diploma empat (D4) atau sarjana (S1).  

Pengelolaan perpustakaan merupakan kegiatan yang secara langsung berkaitan 

dengan penyediaan atau fasilitas belajar peserta didik, khususnya di ruang 

perpustakaan. Untuk memberikan dukungan yang optimal, diperlukan layanan yang 

profesional, karenanya tenaga perpustakaan sekolah haruslah orang-orang yang 

memiliki kompetensi sebagaimana dipersyaratkan dalam permendiknas No. 25 tahun 

2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Langkah pemenuhan 

standar ini yaitu : (1) pustakawan sekolah/madrasah melakukan penilaian 

kompetensi sebagai tenaga perpustakaan sekolah/madrasah, baik melalui pengisian 

instrumen, penilaian dari kepala sekolah, penilaian pengawas, atau pihak lain yang 

dianggap kompeten, (2) pustakawan sekolah/madrasah menyusun rencana 

pengembangan keprofesian untuk satu tahun ajaran yang dilakukan pada setiap 

tahunnya, (3) pustakawan sekolah/madrasah melaksanakan program/kegiatan 

pengembangan kompetensi melalui berbagai cara, misalnya workshop 

pengembangan layanan perpustakaan , pembinaan langsung dari kepala sekolah, 
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pembinaan langsung dari pengawas, mengikuti kegiatan asosiasi pustakawan 

sekolah/madrasah, pelatihan ICT (Information and Communication  Technology) 

untuk tenaga perpustakaan (Pedoman Pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 2012:52).  

Hasil penelitian menunjukkan hampir seluruh SMP/MTs kepala perpustakaan 

standar kualifikasi akademiknya sudah memenuhi standar yaitu  berijazah di atas 

diploma satu (D1). Agar memenuhi standar, maka kepala perpustakaan yang masih 

berijazah diploma satu (D1)  harus melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih 

tinggi minimal diploma empat (D4). Kesesuaian antara bidang tugas dengan latar 

belakang pendidikan kepala perpustakaan, 7 (tujuh) SMP/MTs sudah sesuai dan 

memenuhi standar, sedangkan 5 (lima) SMP/MTs tidak sesuai atau belum standar. 

Untuk mencapai standar, bagi sekolah/madrasah dimana tidak ada kesesuaian antara 

tugas dengan latar belakang pendidikan kepala perpustakaannya memenuhi standar,  

maka kepala sekolah harus mengusulkan pengangkatan kepala perpustakaan yang 

antara bidang tugas dan latar belakang pendidikannya sesuai,  sehingga    lebih 

profesional dalam bekerja.  

Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah telah ditetapkan melalui 

Permendiknas Nomor 26 tahun 2008 Tanggal 11 juni 2008. Menurut peraturan ini, 

kualifikasi akademik kepala laboratorium melalui : (1) jalur guru  minimal sarjana 

(S1), berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai pengelola praktikum, memiliki 

sertifikat kepala laboratorium sekolah/madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga 

lain yang ditetapkan oleh pemerintah, (2)  jalur laboran/teknisi pendidikan minimal 

diploma tiga (D3), berpengalaman minimal 5 (lima)  tahun sebagai laboran atau 

teknisi,  memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah/madrasah dari perguruan 

tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil penelitian 

menunjukkan seluruh SMP/MTs kualifikasi akademik kepala laboratorium sudah 
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berijazah di atas D I dan bidang tugas dengan latar belakang pendididkannya sudah 

sesuai.  Berarti sudah mencapai standar kualifikasi akademik yang diharapkan.   

h. Keterpenuhan Standar Sarana Prasarana 

Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 24 tahun 2007 Tanggal 28 Juni 

2007, tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah (SD/MI), SekolahMenengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), 

dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah (SMA/MA).  

Luas lahan sesuai peraturan ini untuk satuan pendidikan SMP/MTs memenuhi 

ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik. Luas lahan yang 

dimaksud adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun 

parasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain olah raga. 

Mengacu pada peraturan ini, hampir seluruh SMP/MTs sampel penelitian telah 

memenuhi ketentuan kelayakan luas lantai bangunan terkait dengan rasio jumlah 

siswa.  Langkah-langkah pemenuhan standar luas lahan sekolah  yaitu : (1) kepala 

sekolah dan komite sekolah membandingkan lahan yang dimiliki sekolah dengan 

SNP sesuai jenjang sekolah, (2) kepala sekolah menyusun kebutuhan penambahan 

lahan sekolah disertai dengan rencana desain  pengembangan sarana dan prasarana 

sekolah, (3) kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan lahan 

sekolah sesuai dengan SNP ke pemerintah kabupaten/kota atau pihak-pihak yang 

berkepentingan (Pedoman Pemenuhan  SNP pada SMP/MTs, 2012:53). 

Prasarana sekolah/madrasah sesuai standar adalah : (1) ruang kelas, (2) Ruang 

perpustakaan, (3) ruang laboratorium IPA, (4) ruang pimpinan, (5) ruang guru, (6) 

ruang tata usaha,(7) tempat beribadah, (8) ruang konseling, (9) ruang UKS (Usaha 

Kesehatan Sekolah), (10) ruang OSIS, (11) jamban, (12) gudang, (13) ruang 

sirkulasi (14) tempat bermain/berolah raga. Data instrumen penelitian menunjukkan 



120 

 

ada 2 (dua) SMP prasarana yang sangat lengkap  yang telah memenuhi standar (>15 

item), 9 (sembilan) SMP/MTs  prasarana kurang lengkap (6-15 item), dan ada 2 

(dua) sekolah/madrasah prasarana tidak lengkap (< 6 item). Pengadaan prasarana 

memang tidak terlepas dari masalah pendanaan. Untuk itu secara bertahap 

diharapakan kepala sekolah melakukan upaya untuk meningkatkan   parasarana agar 

memenuhi standar yang diharapkan.   

Buku yang minimal harus ada sesuai standar adalah buku teks pelajaran, buku 

panduan guru, buku pengayaan, buku referensi, dan buku sumber belajar lain. Buku 

siswa dan buku guru di seluruh SMP/MTs sampel penelitian telah tersedia  sesuai 

dengan permendiknas.  

Laboratorium yang standar harus dimiliki oleh SMP/MTs adalah laboratorium 

IPA yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA 

(Biologi dan Fsisika) baik teori maupun praktik yang memerlukan peralatan khusus. 

Pada instrumen penelitian, ada 3 (tiga) indikator yang berhubungan dengan 

kegunaan ruang laboratorium, yaitu kegunaan ruang laboratorium Fisika, Kimia, dan 

Biologi beserta sarana pendukung sesuai kebutuhan. Seluruh SMP/MTs memberi 

centang pada indikator kegunaan ruang laboratorium Fisika dan Biologi, karena di 

SMP/MTs tidak ada mata pelajaran kimia. Kedua mata pelajaran tersebut menyatu 

dalam mata pelajaran IPA terpadu. Berarti ruang laboratorium IPA memiliki 2 (dua) 

fungsi yaitu untuk kegiatan pembelajaran Fisika dan Biologi.  

i. Keterpenuhan Standar Pengelolaan 

Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan 

Menengah telah diatur dan ditetapkan melalui Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007. 

Pokok-pokok standar yang telah ditetapkan meliputi : (1) perencanaan program, 

terdiri dari visi sekolah/madrasah, misi sekolah/madrsah, tujuan sekolah/madrasah, 
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rencana kerja sekolah/madrasah, (2) pelaksanaan rencana kerja, terdiri dari pedoman 

sekolah/madrasah, struktur organisasi sekolah/madrasah, pelaksanaan kegiatan 

sekolah/madrasah, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, 

bidang pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, bidang keuangan 

dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah/madrasah, peranserta masyarakat 

dan kemitraan sekolah/madrasah, (3) pengawasan dan evaluasi, terdiri dari program 

pengawasan, evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan KTSP, evaluasi 

pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, (4) kepemimpinan 

sekolah/madrasah, (5) sistem informasi manajemen, (6) penilaian khusus. Dari 6 

(enam) standar pengelolaan di atas, hanya  4 (empat) indikator standar pengelolaan 

yang ada pada instrumen penelitian.  

Standar pengelolaan bidang kurikulum antara lain menghendaki 

sekolah/madrasah melakukan penyusunan KTSP dan mengembangkannya sesuai 

dengan kondisi sekolah/madrasah, potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya 

masyarakat setempat, dan peserta didik.  Pada standar pengelolaan rencana kerja 

yang berhubungan dengan bidang kurikulum, sebagian besar SMP/MTs telah 

memenuhi standar pengelolaan. Kepada sekolah/madrasah yang belum mencapai 

standar agar berupaya untuk memahami pentingnya pengembangan kurikulum dan 

melaksanakan dengan prinsip-prinsip pengembangannya agar   tujuan pendidikan di 

tingkat satuan pendidikan dapat dicapai lebih baik.   

Guru yang berkualitas merupakan kunci utama keberhasilan sekolah dalam 

memberikan layanan pokok (pembelajaran/KBM). Pengembangan karir guru 

merupakan salah satu upaya untuk menjadikan guru memiliki motivasi yang tinggi 

dalam memberikan layanan yang profesional kepada peserta didik dan berbagai 

pihak terkait. Langkah-langkah pemenuhan yaitu : (1) kepala sekolah dan guru 
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mengusulkan  untuk memasukkan program kerja pengembangan karir guru dalam 

RKS dan RKAS, (2) sekolah harus membuat indikator keberhasilan pengembangan 

karir guru untuk kepentingan pencapaian, evaluasi pencapaian dan tindak lanjut dari 

evaluasi tersebut (Pedoman pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 2012:68). 

Evaluasi rencana kerja dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian 

rencana, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut untuk perbaikan atau peningkatan. 

Langkah-langkah pemenuhan standar ini yatu: (1) pada setiap akhir semester 

dilakukan rapat evaluasi bersama mengenai capaian kinerja pendidik dan tenaga 

kependidikan dan kinerja sekolah, (2) berdasarkan evaluasi tersebut, jika diperlukan, 

rencana kerja sekolah direvisi/diperbaiki/disesuaikan (Pedoman Pemenuhan SNP 

pada SMP/MTs, 2012:72). 

Program supervisi dan evaluasi meliputi: pemantauan, evaluasi dan tindak 

lanjut. Pelaksanaan supervisi jika tidak dibarengi dengan tindak lanjut, tidak akan 

memberikan perbaikan pada proses pembelajara. Langkah-langkah pemenuhan 

standar ini yaitu kepala sekolah membuat program supervisi tahunan untuk semua 

guru. Setiap guru minimal mengalami proses supervisi sebanyak 3 kali untuk 

melihat apakah tindak lanjut yang dilakukan berhasil atau tidak (Pedoman 

Pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 2012:72). 

Standar pengelolaan bidang pengawasan dan evaluasi antara lain menghendaki 

sekolah/madrasah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung 

jawab dan bekelanjutan, mensosialisasikan program pengawasan kepada pendidik 

dan tenaga kependidikan. Pengawasan pengelolaan sekolah/madrasah meliputi 

pemantauan (monitoring), supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil 

pengawasan. Terhadap sekolah/madrasah  yang belum memenuhi standar 

pengelolaan bidang program pengawasan dan pelaksanaannya,  agar kepala sekolah 
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menyusun dan melaksanakan lebih dari satu program pengawasan agar proses 

penyelenggaraan satuan pendidikan lebih efektif dan efisien. Kepada kepala sekolah 

satuan pendidikan yang belum menyusun agar menyusun dan melaksanakan lebih 

dari satu program pengawasan, sehingga  diaharapkan proses penyelenggaraan 

semua aspek di sekolah akan mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan di 

tingkat satuan pendidikan.  

Evaluasi program adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan 

data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. 

Evaluasi program ini sangat bermanfaat terutama bagi pengambilan keputusan 

karena dengan masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan 

akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. 

Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk 

pengambilan keputusan (decision maker) (Arikunto dan Jabar, 2010:29).  Telah 

diuraikan pada alenia sebelumnya bahwa standar pengelolaan di satuan pendidikan 

antara lain pengelolaan perencanaan program dan pengelolaan pelaksanaan rencana 

kerja. Sesuai dengan tujuan dan manfaat evaluasi program kerja, maka kepala 

sekolah sebagai evaluator harus melaksanakan evaluasi program kerja sekolah setiap 

tahun atau sesuai kebutuhan. Data hasil penelitian pada instrumen menunjukkan 

bahwa 7 (tujuh) sekolah/madrasah melaksanakan > 1 kali kegiatan evaluasi program 

kerja  sekolah setiap tahun/sesuai kebutuhan. Sedangkan 4 (empat) 

sekolah/madrasah hanya melaksanakan 1 kali kegiatan evaluasi program setiap 

tahun/sesuai kebutuhan.  

Pengelolaan pengawasan dan evaluasi antara lain  evaluasi diri yang salah satu 

kegiatannya  adalah kepala sekolah/madrasah  melakukan evaluasi  kinerja atau 

menilai kinerja  terhadap pendidik dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan yang 
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dipimpinnya. Yang dinilai  adalah standar kompetensi guru mata pelajaran, konselor,  

dan  tenaga kependidikan (tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga 

laboratorium). Dari temuan-temuan hasil evaluasi kinerja,  kepala sekolah/madrasah 

memberikan rekomendasi perbaikan untuk ditindak lanjuti oleh pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.  

j. Keterpenuhan Standar Pembiayaan 

Standar Pembiayaan Satuan pendidikan telah diatur dan ditetapkan melalui 

Permendiknas Nomor 69 tahun 2009, Tanggal 5 Oktober 2009. Standar Pembiayaan 

adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan 

pendidikan  selama 1 (satu) tahun pelajaran. Pada pasal 62 ayat (1) PP 19/25 

menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya 

operasi, dan biaya personal. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa biaya investasi 

satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan 

sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Kemudian ayat (3) menjelaskan bahwa 

biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik. 

dan ayat (4) menjelaskan bahwa biaya operasi satuan pendidikan meliputi : gaji 

pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, 

bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak 

langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, 

uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 

Setiap pengeluaran biaya oleh sekolah harus didasarkan pada pertimbangan 

rasional dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal 

sekolah, karenanya biaya yang dikeluarkan harus mengikuti standar yang berlaku 

atau yang diberlakukan oleh sekolah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Langkah-langkah pemenuhan standar ini yaitu : (1) sebelum sekolah 
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mengalokasikan biaya ATS (Alat Tulis Sekolah), terlebih dahulu dianalisis standar 

pembiayaan yang berlaku/diberlakukan, (2) rapat penyusunan RKAS (Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Sekolah)  menyetujui persentase minimum biaya ATS 

berdasarkan standar pembiayaan yang berlaku/diberlakukan, (3) sebelum sekolah 

mengalokasikan biaya BAHP (Bahan Alat Habis Pakai), terlebih dahulu dianalisis 

standar pembiayaan yang berlaku/diberlakukan, (4) rapat menyusun RKAS 

menyetujui persentase minimum biaya BAHP berdasarkan standar pembiayaan yang 

berlaku/diberlakukan (Pedoman Pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 2012:78-79). 

Data hasil penelitian memberi informasi bahwa seluruh SMP/MTs dalam 

RKA-S telah menyediakan alokasi khusus untuk biaya pengembangan pendidik dan 

tenaga kependidikan (memenuhi standar pembiayaan). Biaya alat tulis sekolah 

adalah biaya untuk  pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan 

sekolah dan proses pembelajaran. Sebagian besar  SMP/MTs telah mengeluarkan 

biaya  untuk menunjang  pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan biaya alat dan 

bahan habis pakai sesuai ketentuan pengelolaan keuangan.  Biaya alat dan bahan 

habis pakai antara lain biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum 

IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktiukum IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum 

komputer, dan alat-alat dan bahan-bahan olah raga.   

k. Keterpenuhan Standar Penilaian 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007, tentang 

Standar Penilaian Pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian 

hasil belajar peserta didik. penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan 

pengolahan infromasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 
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Standar penilaian yang telah ditetapkan melalui peraturan tersebut adalah 

standar : (1) prinsip-prinsip penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) 

mekanisme dan prosedur penilaian, (4) penilaian oleh pendidik, (5) penilaian oleh 

satuan pendidikan, (6) penilaian oleh pemerintah.  

Untuk memperoleh data pengukuran dengan hasil yang tepat dibutuhkan 

teknik penilaian yang valid dan reliabel. Dengan demikian setiap penilaian harus 

dirancang dengan memperhatikan berbagai teknik penilaian. Langkah-langkah 

pemenuhan yaitu : (1) workshop penyamaan persepsi tentang teknik-teknik penilaian 

yang sesuai dengan data hasil belajar yang akan diperoleh, (2) penyusunan buku 

panduan tentang teknik penilaian yang berlaku di sekolah, (3) review draft panduan 

teknik penilaian melalui workshop sehingga menghasilkan model yang mengandung 

unsur inovatif sesuai standar penilaian, (4) In House Training (IHT) bagi semua 

guru dalam  menggunakan teknik-teknik penilaian (Pedoman Pemenuhan SNP pada 

SMP/MTs, 2012:80-81).  

Tujuan dari kegiatan evaluasi adalah mengukur kemampuan atau kompetensi 

peserta didik. oleh karena itu peserta didik berhak memperoleh informasi tentang 

hasil-hasil ulangan umum. Langkah-langkah pemenuhan standar yaitu : (1) setelah 

melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban, (2) mengolah data hasil 

ulangan menjadi informasi yang bermakna bagi peserta didik, (3) membagikan hasil 

ulangan kepada peserta didik setelah data hasil ulangan direkap oleh guru (Pedoman 

Pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 2012:82).  

Kompetensi peserta didik yang diukur memiliki berbagai dimensi. Nilai yang 

dikeluarkan mengandung makna yang multitafsir oleh karena itu perlu dijelaskan 

dari makna nilai tersebut. Langkah-langkah pemenuhan standar adalah : (1) setelah 

melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban, (2) mengolah data hasil 
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ulangan menjadi informasi yang bermakna bagi peserta didik, (3) membagikan hasil 

ulangan kepada peserta didik setelah data hasil ulangan direkap oleh guru. Pada nilai 

dijelaskan tentang makna dari nilai-nilai tersebut (Pedoman Pemenuhan SNP pada 

SMP/MTs, 2012:82). 

Pembelajaran memiliki prinsip ketuntasan. Setiap peserta didik berhak 

memperoleh pelayanan guru jika mereka belum mencapai KKM melalui remedi. 

Tujuan remidi adalah memberi kesempatan bagi peserta didik un tuk menuntaskan 

KKM. Langkah-langkah pemenuhan yaitu : (1) setelah melakukan ulangan, guru 

memeriksa lembar jawaban, (2) mengolah data hasil ulangan menjadi informasi yang 

bermakna bagi peserta didik, (3) membagikan hasil ulangan kepada peserta didik 

setelah data hasil ulangan direkap oleh guru, (4) guru memberi kegiatan remidi 

terhadap pokok bahasan yang belum berhasil dicapai siswa pada waktu yang telah 

ditentukan (Pedoman Pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 2012:82-83). 

Analisis hasil penilaian merupakan tindak lanjut upaya monitoring dan laporan 

hasil belajar untuk kegiatan perbaikan, mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar. 

Analisis hasil penilaian merupakan pemaknaan dari pengumpulan dokumen hasil 

penilaian. Langkah-langkah pemenuhan yaitu : (1) workshop penyamaan persepsi 

tentang analisis hasil penilaian untuk kegiatan perbaikan, mengetahui kemajuan dan 

kesulitan belajar siswa, (2) melakukan analisis hasil penilaian oleh masing-masing 

guru, (3) kajian analisis hasil penilaian melalui workshop sehingga menghasilkan 

keputusan untuk melakukan perbaikan, (4) pendokumentasian hasil penilaian 

kegiatan perbaikan (Pedoman Pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 2012:83-84). 

Beberapa unsur terkait dengan standar teknik dan instrumen penilaian      

antara lain bahwa  penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai 

teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan 
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bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan 

peserta didik dan  teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes 

kinerja.  

Standar mekanisme dan prosedur penilaian salah satunya adalah bahwa satuan 

pendidikan melaksanakan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan 

ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan 

pendidikan.   

Standar penilaian oleh pendidik antara lain  menginformasikan silabus mata 

pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal 

semester, mengembangkan indikator pencapaian  KD dan memilih teknik penilaian 

yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran, mengembangkan instrumen 

dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih, 

mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan 

belajar peserta didik, mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik 

disertai balikan/komentar yang mendidik. 

Secara umum  SMP/MTs sampel penelitian belum memenuhi standar 

penilaian. Ada  6 (enam ) indikator utama yang masih perlu untuk ditingkatakan oleh 

SMP/MTs yang belum mencapai standar oleh SMP/MTs , yaitu : (1) indikator 

penilaian hasil pembelajaran menunjukkan penilaian hasil belajar yang bersifat 

otentik seperti penilaian berbasis portofolio, pertanyaan yang tidak memiliki 

jawaban tunggal, menilai proses pengerjaan, dan penilaian spontanitas/ekspresif 

masih banyak belaum dilaksanakan, (2)  macam assessmen yang digunakan, (3)  

tingkat Taksonomi Bloom yang digunakan pada tes menunjukkan soal tes tertulis 

termasuk katagori antara C4-C6  < 80 %, dan (4) pengolahan atau analisis hasil 

penilaian , (5) ada ada tidaknya balikan hasil kerja siswa disertai masukan/komentar 
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yang mendidik, dan (6) tingkat kelulusan Ujian Nasional.  Disamping itu pula 

terhadap sekolah/madrasah yang belum memenuhi standar penilaian diharapkan agar 

berusaha meningkatkan indikator-indikator pencapaian standar yang belum 

memenuhi standar penilaian.  

3. Jenjang Satuan Pendidikan SMA/MA 

a. Ketrepenuhan Standar Isi  

Standar isi telah diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006. Standar isi mencakup : (1) 

kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan 

kurikulum pada tiangkat satuan pendidikan, (2) beban belajar bagi peserta didik pada 

satuan pendidikan dasar dan memengah, (3) kurikulum tingkat satuan pendidikan 

yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan 

kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, (4) kalender pendidikan  

untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar 

dan menengah.  

Pada jenjang satuan pendidikan SMA/MA pencapaian standar isi secara umum 

sudah memenuhi standar. Hampir semua indikator pencapaian telah memenuhi 

standar yang diinginkan. Hampir seluruh sekolah/madrasah   pembelajarannya  telah 

didasarkan pada KTSP dan Pengembangannya  oleh sekolah  dilaksankan oleh Tim 

Pengembang Kurikulum dan telah melibatkan konselor. Sesuai dengan tuntutan 

standar ,  penyusunan KTSP dilakukan bersama dalam suatu tim pengembang atau 

penyusun KTSP yang  terdiri dari guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua 

merangkap anggota. Dengan banyak melibatkan unsur-unsur yang ada di satuan 

pendidikan, pelaksanaannya lebih efektif dan efisien sehingga hasil yang diperoleh 
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akan lebih optimal. Dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan 

nara sumber, serta pihak lain yang terkait.  

Sekolah melaksanakan pengembangan kurikulum dengan melibatkan unsur 

guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan nara sumber, dan pihak-pihak 

lain yang terkait. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan 

kurikulum yang memiliki prinsip otonomi yang menuntut partisipasi warga sekolah 

dan semua stakeholder pada tingkat satuan pendidikan. Arah dan kebijakan KTSP 

serta keberhasilannnya ditentukan oleh kerjasama semua pihak yang terkait. 

Langkah-langkah pemenuhan standar ini yaitu : (1) melakukan sosialisasi tentang 

kebijakan KTSP, (2) melakukan rapat koordinasi untuk menyusun KTSP, (3) 

menyusun draft KTSP oleh 2-3 orang guru yang memiliki wawasan tentang KTSP, 

(4) melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan tentang isi dan struktur 

KTSP, (5) hasil keputusan ditinjau kembali setiap awal tahun. Standar isi merupakan 

bagian inti dari  struktur kurikulum (KTSP) yang ditampilkan dalam bentuk mata 

pelajaran sesuai standar yang berlaku dan muatan lokal. Pengembangan mata 

pelajaran diuraikan dalam bentuk silabus dan RPP (Pedoman Pemenuhan SNP pada 

SMA/MA, 2012:33).  

Hasil penelitian dari instrumen pemetaan faktor penyebab dengan 8 standar 

menunjukkan sebagian besar SMA/MA seluruh silabus telah  disusun oleh guru 

sendiri, akan tetapi masih ada satuan pendidikan hanya sebagian silabus disusun oleh 

guru sendiri. Dengan kata lain masih ada guru-guru mata pelajaran yang tidak 

menyusun silabus.  Panduan KTSP yang disusun oleh BSNP memberi keterangan 

bahwa pengembangan silabus menerapkan beberapa prinsip pengembangan, yaitu : 

ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, felksibel, 

dan menyeluruh. Silabus sebagai salah satu unsur KTSP seharusnya sesuai ketentuan 
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seluruhnya disusun oleh guru sendiri, baik secara mandiri oleh guru apabila guru 

yang bersangkutan mampu mengenali karakeristik siswa, kondisi sekolah dan 

lingkungannya. Apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat 

melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat 

mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk 

mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Bagi 

sekolah/madrasah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, 

sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP untuk 

bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah 

dalam lingkup MGMP setempat.  Dengan demikian jelaslah bahwa akan lebih baik 

apabila pengembangan silabus dilakukan melalui kelompok karena lebih efisien dan 

efektif, sehingga semua silabus setiap mata pelajaran dapat disusun.  

Pengembangan diri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, 

bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan 

pengembangan diri difasilitasi oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan lain. 

Kegiatan pengembangan diri juga dapat dilakukan melalui kegiatan Bimbingan 

Konseling (BK). Kegiatan BK memiliki kedudukan yang sangat peting dalam 

membina peserta didik untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi dan bakat yag 

dimilikinya. Selain itu BK memiliki peranan penting untuk membantu peserta didik 

dalam mengatasi masalah peserta didik.  Beberapa jenis layanan konseling yang 

diberikan untuk mengatasi masalah peserta didik seperti masalah diri pribadi, 

kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik. Langkah-langkah 

pemenuhan standar pelayanan BK yaitu : (1) menganalisis permasalahan siswa, (2) 

menyusun program BK berdasarkan hasil analisis, (3) menganalisis kebutuhan bakat 
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dan minat, (4) menetapkan jadwal rutin pelayanan BK, (5) penyediaan buku 

pemantauan perkembangan belajar siswa, (6) membuat daftar giliran layanana BK 

untuk semua siswa (bersifat rutin) dan mencatat kasus pelayanan bagi siswa yang 

membutuhkan, (7) melaporkan perkembangan kemajuan siswa secara terbatas dalam 

waktu tertentu dihadapan kepala sekolah dan pengawas (Pedoman Pemenuhan SNP 

pasa SMA/MA, 2012:35). 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari kegiatan pengembangan 

dalam struktur KTSP. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari kedudukan KTSP 

itu sendiri. Langkah-langkah pemenuhan standar kegiatan ekstrakurikuler yaitu : (1) 

menganalisis kebutuhan bakat dan minat siswa, (2) menganalisis potensi dan 

kompetensi guru untuk pemenuhan kebutuhan program ekstrakurikuler, (3) 

menetapkan jadwal kegiatan ekstrakurikuler dan jenis ekstrakurikuler yang akan 

dibina, (4) melakukan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, (5) melaporkan 

perkembangan kemajuan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, (6) melakukan 

tindak lanjut untuk peningkatan mutu kegiatan ekstrakurikuler dengan memasukkan 

program pada tahun berikutnya atau melakukan perbaikan secara spontan setelah 

menemukan peluang untuk pengembangan. Program pengembangan diri dalam 

bentuk kegiatan ekstrakurikuler seperti yang diketahui bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang tidak terstruktur dalam mata 

pelajaran tetapi sangat berpengaruh terhadap pembinaan peserta didik sebagai 

manusia seutuhnya karena dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat peserta 

didik. Oleh karena itu perlu dikembangkan secara sungguh-sungguh. Langkah-

langkah pemenuhan standar indikator ini yaitu : (1) menganalisis potensi dan 

kompetensi guru untuk pemenuhan kebutuhan program ekstrakurikuler, (2) 

menetapkan jadwal kegiatan ekstrakurikuler dan jenis ekstrakurikuler yang akan 
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dibina, (3) melakukan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, (4) melaporkan 

perkembangan kemajuan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler (Pedoman 

Pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 2012:36-37). 

Terkait dengan beban mengajar  masih dijumpai guru-guru mengajar kurang 

dari 24 jam/minggu, diantaranya guru honorer, guru tetap yang belum memiliki 

sertifikat pendidik, dan bahkan guru-guru yang telah mendapat sertifikat pendidik. 

Bagi guru-guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, akan tetapi kekurangan jam 

wajib mengajar dapat diberi jenis tugas yang diakui angka kreditnya, atau inisiatif 

sendiri mencari tambahan jam mengajar di sekolah swasta.  

Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman 

materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk 

mencapai standar kompetensi seperti pemberian tugas rumah, portofolio, projek, dan 

produk.  Waktu penyelesaiannya ditentukan oleh guru. sedangkan kegiatan mandiri 

tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi 

pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai 

standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik. 

Frekuensi pemberian tugas ini di SMA/MA umumnya masih antara  belum 

memenuhi standar. Peran dan tugas kepala sekolah sebagai supervisor melakukan 

monitoring secara berkala atau spontanitas dapat memotivasi guru-guru agar 

frekuensi pemberian tugas  memenuhi standar.   

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)  adalah kriteria paling rendah untuk 

menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM ini dapat dijadikan sebagai 

bagian dari komponen daam evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di 

sekolah.  Sekolah/madrasah belum berani menetapkan KKM standar tinggi, karena   

sekolah memahami   aspek tingkat kemampuan rata-rata (intake) siswa secara umum 
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jarang mencapai  level  ini, disamping memperhitungkan aspek kemampuan daya 

pendukung di sekolah/madrasah.  

b. Keterpenuhan Standar Proses 

Standar proses sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

41 Tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 meliputi : (1) perencanaan proses  

pembelajaran, (2) pelaksanaan pembelajaran, (3)  penilaian hasil pembelajaran, dan 

(4) pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien.  

Secara umum SMA/MA sampel penelitian belum memenuhi standar proses. 

Silabus sebagai acuan pengembangan KTSP dikembangkan oleh satuan pendidikan 

berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan 

penyusunan KTSP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dikembangkan atau 

dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik 

dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Seluruh SMA/MA sampel penelitian telah 

melaksanakan pembelajaran tiap semester telah didukung oleh silabus. Setiap guru 

pada satuan pendidikan wajib menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP  disusun oleh guru sendiri, 

dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunannya. Pembelajaran  mengacu 

pada RPP sangat penting dilakukan  oleh guru-guru karena dengan mempedomani 

RPP, maka proses pembelajaran akan lebih terarah, sistematis dan efektif untuk 

mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan.   
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Silabus merupakan perencanaaan pembelajaran yang harus disediakan oleh 

guru sesuai perudang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, silabus dapat dijadikan 

dokumen baku mutu yang berfungsi sebagai bagian perencanaan, penilaian, dan 

bahan acuan (base line) untuk mencapai derajat kompetensi yang lebih tinggi. 

Kualitas dari silabus harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai penanggungjawab 

kegiatan, atau salah seorang yang dipercaya sebagai ahli untuk mengawal kualitas 

silabus. Hal ini dilakukan karena silabus tidak hanya sekedar ada secara 

adminsitratif, tetapi juga harus memenuhi komponen yang berkualitas dan meiliki 

keterkaitan antar komponen dalam silabus. Silabus sebagai acuan pengembangan 

KTSP dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan KTSP. Langkah-

langkah pemenuhan standar silabus, yaitu : (1) workshop penyamaan persepsi 

tentang format silabus sesuai ketentuan yang berlaku dan relevansi muatan silabus 

dengan visi sekolah, (2) penyusunan draft silabus oleh masing-masing guru, (3) 

review draft silabus melalui workshop, sehingga menghasilkan isi silabus yang 

inovatif sesuai standar proses, (4) pendokumentasian silabus yang berlaku untuk 

tahun berjalan, (5) diusahakan ada salah seorang ahli yang bertanggungjawab 

sebagai nara sumber/fasilitator dalam pengembangan silabus (Pedoman Pemenuhan 

SNP pada SMA/MA, 2012: 37-38).   

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dikembangkan atau dijabarkan dari 

silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya 

mencapai kompetensi dasar. RPP merupakan perencanaan pembelajaran yang harus 

disediakan oleh guru sesuai perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, RPP 

merupakan kelengkapan guru profesional sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas. Kualitas RPP harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai 
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penanggungjawab kegiatan, atau salah seorang yang dipercaya sebagai ahli untuk 

mengawal kualitas RPP. Kualitas RPP antara lain dicirikan oleh kelengkapan 

komponen RPP dengan indikator yang terukur dan skenario pembelajaran yang 

mendorong siswa aktif. Selain itu terdapat keterkaitan antar komponen RPP dan 

keterkaitan dengan silabus. Langkah-langkah pemenuhan standar RPP, yaitu : (1) 

workshop penyamaan persepsi tentang format RPP sesuai ketentuan yang berlaku 

dan pemuatan inovasi pembelajaran yang aktif dan kontekstual, (2) penyusunan draft 

RPP oleh guru  untuk seluruh pertemuan yang akan dilakukan, (3) review dan 

penyelarasan draft RPP oleh guru sebelum mengajar sehingga melahirkan RPP yang 

Kontekstual baik waktu dan tempat, (4) pendokumentasian RPP yang berlaku untuk 

tahun berjalan, (5) diusahakan ada salah seorang ahli yang bertanggungjawab 

sebagai nara sumber/fasilitator dalam penyusunan RPP (Pedoman Pemenuhan SNP 

pada SMA/MA, 2012:38).    

Salah satu tugas pokok dan fungsi kepala sekolah adalah melaksanakan 

pemantauan atau monitoring dan supervisi pelaksanaan proses pembelajaran. 

Pemantauan     dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil 

pembelajaran. Pemantauan  dilakukan dengan maksud agar  proses pembelajaran  

berlangsung efektif.   Bahwa kepala sekolah SMA/MA telah melakukan pemantauan  

proses pembelajaran, hanya saja frekuensi pemantauan atau monitoring masih 

rendah (belum memenuhi standar). Selain melakukan monitoring, kepala sekolah 

juga  melaksankan supervisi terhadap proses pembelajaran. Supervisi pembelajaran 

diakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. 

Hasil kegiatan pemantauan dan supervisi proses pembelajaran disampaikan oleh 

kepala sekolah kepada pemangku  kepentingan, dalam hal ini kepada instansi atasan 

satuan pendidikan, yang kemudian diteruskan kepada pengawas akademik atau 
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pengawas manajerial yang membina satuan pendidikan tersebut. Implementasi 

tindak lanjut oleh pengawas atau kepala sekolah berupa : (1) penguatan dan 

penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar, (2) teguran yang 

bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar, dan (3) 

guru diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan MGMP, dan pelatihan. Kepala 

sekolah telah menyampaikan hasi supervisi kepada guru-guru dan implementasi 

tindak lanjut hasil supervisi, akan tetapi frekuensinya masih rendah.  

Kegiatan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi (persiapan, proses, dan 

penilaian), dan tindak lanjut merupakan kegiatan supervisi yang bermanfaat untuk 

peningkatan mutu proses pembelajaran. Langkah-langkah pemenuhan standar 

monitoring, supervisi, dan evaluasi  yaitu : (1) penyebaran angket penggalian 

masalah pembelajaran, (2) analisis kebutuhan supervisi pembelajaran, (3) observasi 

kelas setiap penampilan guru sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam satu 

semester, (4) refleksi langsung antara kepala sekolah dengan guru yang disupervisi. 

Tindak lanjut supervisi merupakan implementasi peningkatan mutu. Dengan 

demikian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses peningkatan mutu. 

Langkah-langkah pemenuhan standar tindak lanjut supervisi yaitu ; (1) rekapitulasi 

data hasil observasi kelas, (2) laporan dan ulasan hasil observasi kelas, (3) 

pembinaan dan peningkatan proses pembelajaran minimal 1 kali di akhir semester 

dipimpin oleh kepala sekolah (dapat menghadirkan nara sumber dari luar), (4) 

memberi tugas pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dalam 

pembelajaran (Panduan Pemenuhan SNP pada SMA/MA, 2012:40). 

Salah satu tuntutan kompetensi pedagogik  guru adalah penggunaan media 

pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik 

dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.   
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Penggunaan media pembelajaran dapat membantu pemahaman dan   tingkat serapan 

siswa terhadap materi pembelajaran. penggunaan media pembelajaran. Berdasar data 

hasil penelitian  penggunaan media di SMA/MA sampel penelitian masih belum 

memenuhi standar. Sumber belajar adalah sesuatu yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran, yang dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronika, nara 

sumber, lingkungan alam sekitar, dan sebagainya (Buku Saku KTSP, 2007:37). 

Penggunaan TI dalam proses pembelajaran sekarang ini sedang trend dikalangan 

guru-guru. Pemanfaatan TI dan Komunikasi merupakan salah satu tuntutan 

kompetensi pedagogik guru. Seluruh SMA/MA sampel penelitian teah 

menggunakan TI dalam proses pembelajaran, hanya saja masih bervariasi. Pemilihan 

TI yang mutakhir dan menarik ini, apalagi materi disajikan dalam bentuk tayangan 

atau divisualisasikan dalam bentuk gambar, akan menumbuhkan minat, motivasi, 

inspirasi, dan menyenangkan bagi siswa dalam proses pembelajaran.   

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang disampaikan dengan pendekatan siswa aktif. Oleh karena itu siswa 

memperoleh pengalaman belajar IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) secara 

efektif dijadikan indikator mutu lulusan. Langkah-langkah untuk pemenuhan standar 

ini yaitu : (1) merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk 

belajar iptek secara efektif. Rancangan diawali dengan mencantumkan pada silabus 

dan RPP pada mata pelajaran yang relevan, (2) melaksanakan pembelajaran aktif 

pada setiap mata pelajaran yang relevan dengan penyampaian mata iptek (pedoman 

pemenuhan SNP pada SMA/MA, 2012:47). 

Secara umum indikator standar proses di SMA/MA sampel penelitian yang 

masih belum memenuhi standar dan harus ditingkakan adalah : (1) frekuensi 

pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran oleh kepala sekolah, (2) aspek yang 



139 

 

disupervisi oleh kepala sekolah, (3) penyampaian hasil supervisi oleh kepala sekolah 

kepada guru-guru, (4)  implementasi tindak lanjut supervisi,  (5) penggunaan media 

pembelajaran, (6) penggunaan teknologi informatika dalam proses pembelajaran, 

dan (7) pelaksanaan remedial. 

c. Keterpenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 

2006 telah mengatur dan menetapkan tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 

Standar kompetensi lulusan terdiri dari dua standar kompetensi, yaitu Standar 

Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) dan Standar Kompetensi 

Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP).  

Standar kompetensi lulusan SMA/MA antara lain : (1) berperilaku sesuai 

dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja, (2) 

mengembangkan diri secara optimal dengan  memanfaatkan kelebihan diri serta 

memperbaiki kekurangannya, (3) menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung 

jawab atas perilaku, perbuatan dan pekerjaannya, (4) berpartisipasi dalam penegakan 

aturan-aturan sosial, (5) menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik, dan (6) memanfaatkan lingkungan secara produktif 

dan bertanggung jawab. Pencapaian SKL di SMA/MA  telah dilakukan melalui 

berbagai bentuk kegiatan Intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler.  

Tujuan pendidikan salah satunya menumbukan sikap percaya diri dan 

bertanggung jawab. Sikap percaya diri adalah modal untuk menumbuhkan 

keberanian untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar bagi dirinya, namun 

untuk memupuk percaya diri perlu dibarengi dengan rasa tanggung jawab agar rasa 

percaya diri peserta didik adalah yang beranggung jawab. Langkah pemenuhan 

standar ini yaitu : (1) merancang kegiatan yang membuka peluang bagi peserta didik 
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merasakan pengalamannya untuk mengembangkan sikap percaya diri dan 

bertanggung jawab. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu 

komponen pengembangan diri, (2) membina sikap percaya diri dan bertanggung 

jawab di ruang kelas, pada kegiatan ekstrakurikuler, dan bimbingan konseling secara 

berkelanjutan, (3) terus memantau hasil pembinaan sikap percaya diri dan 

bertanggung jawab peserta didik melalui catatan BK (Pedoman Pemenuhan SNP 

pada SMA/MA, 2012:41). 

Keterampilan peserta didik untuk mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut 

dari berbagai sumber belajar merupakan kunci dari segala proses pembelajaran. Jika 

peserta didik mampu mencari informasi/pengetahuan sendiri maka ia akan 

berkembang sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya. Langkah-langkah 

pemenuhan standar ini yaitu : (1) merancang kegiatan yang membuka peluang bagi 

peserta didik meningkatkan keterampilan mencari informasi/pengetahuan lebih 

lanjut. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam 

komponen pengembangan diri, (2) membina keterampilan mencari 

informasi/pengetahuan lebih lanjut dapat dilakukan di ruang kelas, pada kegiatan 

ekstrakurikuler, dan BK secara berkelanjutan, (3) terus mematau hasil pembinaan 

keterampilan mencari informasi/pengetahuan lebih lanjut peserta didik (Pedoman 

Pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 2012:41).  Rata-rata siswa SMP/MTs memperoleh 

pengalaman belajar melalui program pembiasaan mencari informasi/pengetahuan 

dari berbagai macam sumber belajar, seperti dari buku teks yang dimiliki oleh siswa, 

media cetak (surat kabar, majalah, dan tabloid), buku-buku teks lain di perpustakaan, 

dan mengakses informasi dari internet melalui media elektronik.  

Pengalaman belajar untuk mengenal pemanfaat lingkungan secara produktif 

dan bertanggung jawab merupakan salah satu pilar dalam pembelajaran siswa aktif 
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baik PAKEM (Pembelajaran Aktif,  Kreatif, Enak, dan Menyenangkan) maupun 

Contextual Teaching Learning (CTL). Dengan selalu mendorong peserta didik untuk 

memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertangung jawab diharapkan akan 

terjadi ekselerasi peningkatan mutu pendidikan. Langkah-langkah untuk pemenuhan 

standar ini yaitu   : (1) merancang kegiatan yang membuka peluang bagi peserta 

didik untuk mengenal pemanfaatan lingkungan secara produktif dan bertanggung 

jawab. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam 

komponen pengembangan diri, (2) membina pemanfaatan lingkungan secara 

produktif dan bertanggung jawab dapat dilakukan di ruang kelas, pada kegiatan 

ekstrakurikuler, dan bimbingn BK secara berkelanjutan,  (3) terus memantau hasil 

pembinaan mengenal pemanfaatan lingkungan  secara produktif dan bertanggung 

jawab melalui catatan BK (Pedoman Pemenuhan SNP pada SMP/MTs, 2102:42).  

Pembelajaran tuntas adalah pola pebelajaran yang menggunakan prinsip 

ketuntasan individu. Rata-rata guru sudah menggunakan prinsip ketuntasan belajar 

individu. Metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran yang digunakan sudah 

mampu memotivasi keberhasilan siswa secara individu. Guru-guru sudah 

melaksanakan evaluasi proses pembelajaran setiap selesai tatap muka atau setiap 

penyampaian 1 kompetensi dasar selesai. Dengan demikian proses pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh guru-guru akan berlangsung efektif sehingga mampu 

meningkatkan nilai rata-rata siswa yang tuntas.   

 Pengalaman belajar melalui pembiasaan   mencari informasi/pengetahuan dari 

berbagai macam sumber belajar, seperti dari buku teks yang dimiliki oleh siswa, 

media cetak (surat kabar, majalah, dan tabloid), buku-buku teks lain di perpustakaan, 

dan mengakses informasi dari internet melalui media elektronik. Lomba akademik 

yang  diikuti oleh siswa antara lain lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN), lomba 
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Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN), lomba bidang sastra, dan lomba 

bidang seni dan budaya, dan lomba bidang olah raga non olimpiade dapat 

menumbuhkan sikap sportif dan kompetitif siswa. Termasuk lomba-lomba  non 

akademik yang  diikuti siswa seperti lomba bidang kepramukaan, lomba drum band, 

dan lomba-lomba bidang ekstrakurikuler lainnya juga dapat menumbuhkan sikap 

sportif dan kompetitif.  Penanaman nilai-nilai agama dan pengamalannya dilakukan 

melalui kegiatan belajar mata pelajaran agama baik teori dan praktek, termasuk 

melalaui kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dan kegiatan perayaan hari-hari besar 

agama. Pengalaman belajar melalui kegiatan kesiswaan yang dapat menumbuhkan 

dan mengembangkan rasa percaya diri dan tanggung jawab dapat dilakukan dengan 

memberi kesempatan kepada siswa mengikuti program-program kegiatan 

ekstrakurikuler, seperti paskibra, pramuka, olah raga, dan seni budaya. Pengalaman 

belajar melalaui kegiatan yang dapat membiasakan untuk menghargai pendapat dan 

berempati pada orang lain bisa dilakukan  dengan memfasilitasi siswa berdiskusi 

atau bermusyawarah  lewat proses pembelajaran ataupun melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. Guru-guru dapat  membimbing siswa memperoleh pengalaman 

belajar melalui kegiatan yang dapat menghasilkan karya-karya kteatif di bidang IPA 

(Fisika, Kimia, dan Biologi) dan bidang  IPS (ekonomi, sosiologi, dan geografi). 

Bidang bahasa Indonesia, dan bidang Seni dan Budaya. Melalui pembelajaran 

Bahasa Indonesia guru-guru dapat membekali siswa dengan keterampilan membaca, 

menulis naskah secara sistematis dan estetis, keterampilan menyimak, menulis dan 

berbicara bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah. 

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang disampaikan dengan pendekatan siswa aktif. Oleh karena itu siswa 

memperoleh pengalaman belajar IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) secara 
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efektif dijadikan indikator mutu lulusan. Langkah-langkah untuk pemenuhan standar 

ini yaitu : (1) merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk 

belajar iptek secara efektif. Rancangan diawali dengan mencantumkan pada silabus 

dan RPP pada mata pelajaran yang relevan, (2) melaksanakan pembelajaran aktif 

pada setiap mata pelajaran yang relevan dengan penyampaian mata iptek (pedoman 

pemenuhan SNP pada SMA/MA, 2012:48). 

Belajar untuk memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan 

seni dan  budaya dapat  menyiapkan peserta didik untuk mengembangkan potensi 

dan bakat seni di masyarakat. Selain itu, melatih keterampilan dalam 

mengembangkan budaya luhur. Langkah-langkah pemenuhan standar ini yaitu : (1) 

merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk 

mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya. Rancangan diawali dengan 

mencantumkannya pada KTSP yaitu pengembangan diri, memasukkan pada silabus 

dan RPP pada mata pelajaran yang relevan, (2) melaksanakan pembelajaran aktif 

pada setiap mata pelajaran yang relevan (Pedoman Pemenuhan SNP pada SMA/MA, 

2012:48).  

d. Keterpenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah diatur dan ditetapkan 

melalui beberapa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional antara lain yaitu  : (1) 

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar kepala Sekolah/Madrasah, (2) 

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru, (3) Permendiknas Nomor 24 tahun 2008, tentang Standar Tenaga 

Administrasi Sekolah/Madrasah, (4) Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008, tentang 

Standar tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah, (5) Permendiknas Nomor 26 Tahun 

2008, tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.  
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Dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007, telah 

ditetapkan Standar Kualifikasi Guru SMA/MA, yaitu guru pada SMA/MA, atau 

bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan 

minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai 

dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi 

yang terakredtasi.   

Tingkat kehadiran guru di kelas  perlu ditingkatkan  karena belum mencapai 

standar masksimal.  Keadaan ini disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun 

eksternal guru yang menyebabkan tingkat kehadiran tersebut sulit atau tidak 

mencapai 100 %. Untuk faktor yang tidak beralasan, kepala sekolah melakukan 

tindakan pembinaan berjenjang sesuai aturan dan perosedur yang ada.  

Kualifikasi kepala SMA/MA  terdiri dari kualifikasi umum dan kualifikasi 

khusus. Kualifikasi umum kepala sekolah yaitu memiliki  kualifikasi akademik 

sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada 

perguruan tinggi yang terakreditasi. Rata-rata kualifikasi  akademik kepala 

SMA/MA sampel penelitian sudah melampaui standar yang ditetapkan, yaitu 

berijazah satrata 2 (S2).  Kualifikasi umum kepala SMA/MA sampel penelitian telah  

memiliki kualifikasi akademik sarjana kependidikan. Berarti standar kualifikasi 

akademik kepala SMA/MA telah memenuhi standar. Seluruh kepala SMA/MA   

telah memenuhi standar kualifikasi khusus  yaitu memiliki sertifikat pendidik. Lama  

memangku jabatan sebagai kepala sekolah ada hubungan dengan pengalaman yang 

dimiliki seorang kepala sekolah.  

Tenaga administrasi sekolah/madrasah terdiri dari kepala tenaga administrasi 

sekolah/madrasah, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus. Standar Kepala 

Administrasi SMA/MA berpendidikan S 1 program studi  yang relevan dengan 
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pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) 

tahun, atau D 3 dan yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman 

kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun dan  

memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang 

ditetapkan oleh pemerintah. Dari data instrumen penelitian menunjukkan kualifikasi 

akademik tenaga administrasi masih masih ada yang belum memenuhi standar, 

karena masih ada kepala administrasi berijazah dibawah D III . Oleh sebab itu, agar 

mencapai standar yang diharapkan, maka bagi sekolah/madrasah yang kualifikasi 

akademik kepala aministrasinya (PNS)  di bawah D III, dapat melanjutkan 

pendidikan ke jenjang D III atau  lebih tinggi yaitu jenjang S1.  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2008, tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Sesuai dengan 

peraturan ini, kepala perpustakaan  SMA/MA  harus memenuhi syarat berkualifikasi 

serendah-rendahnya diploma empat (D4) atau sarjana (S1).  Secara umum kualifikasi 

akademik kepala perpustakaan di SMA/MA sudah mencapai standar (diatas DI).  

Akan tetapi masih ada yang tidak sesuai bidang tugas dengan latar belakang 

pendidikannya sebagai kepala perpustakaan. Untuk mencapai standar yang 

diharapkan, maka kepala sekolah/madrasah mengusulkan pengangkatan kepala 

perpustakaan yang antara bidang tugas dan latar belakang pendidikannya sesuai, 

karena akan lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Standar Tenaga 

Laboratorium Sekolah/Madrasah telah ditetapkan melalui Permendiknas Nomor 26 

tahun 2008 Tanggal 11 juni 2008. Menurut peraturan ini, kualifikasi akademik 

kepala laboratorium melalui : (1) jalur guru  minimal sarjana (S1), berpengalaman 

minimal 3 (tiga) tahun sebagai pengelola praktikum, memiliki sertifikat kepala 

laboratorium sekolah/madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang 
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ditetapkan oleh pemerintah, (2)  jalur laboran/teknisi pendidikan minimal diploma 

tiga (D3), berpengalaman minimal 5 (lima)  tahun sebagai laboran atau teknisi,  

memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah/madrasah dari perguruan tinggi atau 

lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari data instrumen penelitian 

seluruh SMA/MA kualifikasi kepala laboratorium sudah  mencapai standar 

kualifikasi akademik yang diharapkan dan sudah sesuai antara bidang tugas dan latar 

belakang pendidikannya.  

Pengelolaan perpustakaan merupakan kegiatan yang secara langsung berkaitan 

dengan penyediaan atau fasilitas belajar peserta didik, khususnya di ruang 

perpustakaan. Untuk memberikan dukungan yang optimal, diperlukan layanan yang 

profesional, karenanya tenaga perpustakaan sekolah haruslah orang-orang yang 

memiliki kompetensi sebagaimana dipersyaratkan dalam permendiknas No. 25 tahun 

2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Langkah pemenuhan 

standar ini yaitu : (1) pustakawan sekolah/madrasah melakukan penilaian 

kompetensi sebagai tenaga perpustakaan sekolah/madrasah, baik melalui pengisian 

instrumen, penilaian dari kepala sekolah, penilaian pengawas, atau pihak lain yang 

dianggap kompeten, (2) pustakawan sekolah/madrasah menyusun rencana 

pengembangan keprofesian untuk satu tahun ajaran yang dilakukan pada setiap 

tahunnya, (3) pustakawan sekolah/madrasah melaksanakan program/kegiatan 

pengembangan kompetensi melalui berbagai cara, misalnya workshop 

pengembangan layanan perpustakaan , pembinaan langsung dari kepala sekolah, 

pembinaan langsung dari pengawas, mengikuti kegiatan asosiasi pustakawan 

sekolah/madrasah, pelatihan ICT (Information and Communication  Technology) 

untuk tenaga perpustakaan (Pedoman Pemenuhan SNP pada SMA/MA, 2012;52). 
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Walau secara keseluruhan SMA/MA sampel penelitian secara umum telah 

mencapai standar, akan tetapi masih ada  indikator yang harus ditingkatkan agar 

memenuhi standar,  yaitu kualifikasi akademik kepala tenaga administrasi dan 

kesesuaian antara bidang tugas dengan latar belakang pendidikan kepala 

perpustakaan. 

e. Keterpenuhan Standar Sarana Prasarana 

Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 24 tahun 2007 Tanggal 28 Juni 

2007, tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah (SD/MI), SekolahMenengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), 

Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah (SMA/MA).  

Luas lahan sesuai peraturan ini untuk satuan pendidikan SMA/MA memenuhi 

ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik. Luas lahan yang 

dimaksud adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun 

parasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain olah raga. 

Mengacu pada peraturan ini, hampir seluruh SMA/MA sampel penelitian telah 

memenuhi ketentuan kelayakan luas lantai bangunan terkait dengan rasio jumlah 

siswa.  Langkah-langkah pemenuhan standar luas lahan sekolah  yaitu : (1) kepala 

sekolah dan komite sekolah membandingkan lahan yang dimiliki sekolah dengan 

SNP sesuai jenjang sekolah, (2) kepala sekolah menyusun kebutuhan penambahan 

lahan sekolah disertai dengan rencana desain  pengembangan sarana dan prasarana 

sekolah, (3) kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan lahan 

sekolah sesuai dengan SNP ke pemerintah kabupaten/kota atau pihak-pihak yang 

berkepentingan (Pedoman Pemenuhan  SNP pada SMA/MA, 2012:53). 

Sanitasi di dalam dan di luar bangunan sebagian SMA/MA telah memenuhi 

standar, akan tetapi sebagian lagi belum  memenuhi standar. Bangunan gedung yang 
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memenuhi persyaratan kesehatan adalah dimana   sanitasi di dalam dan di luar  

bangunan terkait air bersih, saluran air kotor, tempat sampah, dan saluran air hujan 

tersedia sesuai kebutuhan. Sebagian SMA/MA  bangunan gedung belum memenuhi 

persyaratan kesehatan dimana sanitasi di dalam dan di luar  bangunan terkait air 

bersih, saluran air kotor, tempat sampah, dan saluran air hujan kurang tersedia sesuai 

kebutuhan. Hampir seluruh SMA/MA sudah memenuhi standar ventilasi udara, 

pencahayaan  dalam kondisi yang sangat baik, dan instalasi listrik bangunan gedung 

tersedia untuk penerangan dan PBM. 

Prasarana sekolah/madrasah sesuai standar adalah : (1) ruang kelas, (2) Ruang 

perpustakaan, (3) ruang laboratorium Biologi, (4) ruang laboratorium fisika, (5) 

ruang laboratorium kimia, (6) ruang laboratorium komputer, (7) ruang laboratorium 

bahasa, (8) ruang pimpinan, (9) ruang guru, (10) ruang tata usaha, (11) tempat 

beribadah, (12) ruang konseling, (13) ruang UKS, (14) ruang OSIS, (15) jamban, 

(16) gudang, (17) ruang sirkulasi, (18) tempat bermain/berolah raga. Data instrumen 

penelitian menunjukkan sebagian besar parasarana SMA/MA kurang lengkap dan 

bahkan ada yang tidak lengkap. Sehingga indikator prasarana belum memenuhi 

standar.  Pengadaan prasarana memang tidak terlepas dari masalah pendanaan. 

Untuk itu secara bertahap diharapakan kepala sekolah melakukan upaya untuk 

meningkatkan   parasarana agar memenuhi standar yang diharapkan.  

Buku yang minimal harus ada sesuai standar adalah buku teks pelajaran, buku 

panduan guru, buku pengayaan, buku referensi, dan buku sumber belajar lain. Buku 

siswa dan buku guru di seluruh SMA/MA sampel penelitian telah tersedia  sesuai 

dengan permendiknas.  

Laboratorium IPA  standar yang harus dimiliki oleh SMA/MA adalah 

Laboratorium Biologi, Laboratorium Fisika, dan Laboratorium Kimia yang 



149 

 

berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA (Biologi, 

Fisika  dan Kimia) baik teori maupun praktik yang memerlukan peralatan khusus. 

Data hasil penelitian menunjukkan laboratorium tersebut sudah digunakan atau 

difungsikan untuk kegiatan praktikum, hanya saja frekuensi penggunaanya masih 

belum memenuhi standar.  Ditemukan masih ada beberapa sekolah/madrasah yang 

belum memiliki   salah satu atau dua macam laboratorium IPA tersebut.  Untuk itu, 

pada masa yang akan datang dan dalam waktu yang tidak terlalu lama,  

sekolah/madrasah harus segera merealisasikan program pengadaan laboratorium 

yang belum ada (pengajuan proposal) dan menyediakan alokasi dana untuk 

peningkatan kuantitas prasarana agar indikator standar prasarana memenuhi standar 

yang diharapkan.  

Dari standar sarana dan prasarana, bagi sekolah/madrasah yang belum 

memenuhi standar, harus segera meningkatkan indikator  kelengkapan prasarana dan 

frekuensi penggunaan laboratorium Fisika, Kimia, dan Biologi.  

f. Keterpenuhan Standar Pengelolaan 

Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan 

Menengah telah diatur dan ditetapkan melalui Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007. 

Pokok-pokok standar yang telah ditetapkan meliputi : (1) perencanaan program, 

terdiri dari visi sekolah/madrasah, misi sekolah/madrsah, tujuan sekolah/madrasah, 

rencana kerja sekolah/madrasah, (2) pelaksanaan rencana kerja, terdiri dari pedoman 

sekolah/madrasah, struktur organisasi sekolah/madrasah, pelaksanaan kegiatan 

sekolah/madrasah, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, 

bidang pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, bidang keuangan 

dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah/madrasah, peranserta masyarakat 

dan kemitraan sekolah/madrasah, (3) pengawasan dan evaluasi, terdiri dari program 
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pengawasan, evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan KTSP, evaluasi 

pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, (4) kepemimpinan 

sekolah/madrasah, (5) sistem informasi manajemen, (6) penilaian khusus. Dari 6 

(enam) standar pengelolaan di atas, hanya  4 (empat) indikator standar pengelolaan 

yang ada pada instrumen penelitian.  

Standar pengelolaan bidang kurikulum antara lain menghendaki 

sekolah/madrasah melakukan penyusunan KTSP dan mengembangkannya sesuai 

dengan kondisi sekolah/madrasah, potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya 

masyarakat setempat, dan peserta didik. Secara umum SMA/MA sampel penelitian 

belum memenuhi standar pengelolaan. Pada standar pengelolaan rencana kerja yang 

berhubungan dengan bidang kurikulum, sebagian besar SMA/MA belum  memenuhi 

standar pengelolaan. Sekolah/madrasah yang belum mencapai standar agar berupaya 

untuk memahami pentingnya pengembangan kurikulum dan melaksanakan dengan 

prinsip-prinsip pengembangannya agar   tujuan pendidikan di tingkat satuan 

pendidikan dapat dicapai lebih baik.   

Guru yang berkualitas merupakan kunci utama keberhasilan sekolah dalam 

memberikan layanan pokok (pembelajaran/KBM). Pengembangan karir guru 

merupakan salah satu upaya untuk menjadikan guru memiliki motivasi yang tinggi 

dalam memberikan layanan yang profesional kepada peserta didik dan berbagai 

pihak terkait. Langkah-langkah pemenuhan yaitu : (1) kepala sekolah dan guru 

mengusulkan  untuk memasukkan program kerja pengembangan karir guru dalam 

RKS dan RKAS, (2) sekolah harus membuat indikator keberhasilan pengembangan 

karir guru untuk kepentingan pencapaian, evaluasi pencapaian dan tindak lanjut dari 

evaluasi tersebut (Pedoman pemenuhan SNP pada SMA/MA, 2012:68). 
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Evaluasi rencana kerja dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian 

rencana, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut untuk perbaikan atau peningkatan. 

Langkah-langkah pemenuhan standar ini yatu: (1) pada setiap akhir semester 

dilakukan rapat evaluasi bersama mengenai capaian kinerja pendidik dan tenaga 

kependidikan dan kinerja sekolah, (2) berdasarkan evaluasi tersebut, jika diperlukan, 

rencana kerja sekolah direvisi/diperbaiki/disesuaikan (Pedoman Pemenuhan SNP 

pada SMA/MA, 2012:72). 

Standar pengelolaan bidang pengawasan dan evaluasi antara lain menghendaki 

sekolah/madrasah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung 

jawab dan bekelanjutan, mensosialisasikan program pengawasan kepada pendidik 

dan tenaga kependidikan. Pengawasan pengelolaan sekolah/madrasah meliputi 

pemantauan (monitoring), supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil 

pengawasan. Pada indikator  pengelolaan pengawasan SMA/MA juga belum 

memenuhi standar. Sebagian SMA/MA telah memiliki dan melaksanakan > 1 (satu) 

program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga 

kependidikan, dan sebagian lagi hanya memiliki dan melaksankan 1 (satu) program 

pengawasan saja. Bagi sekolah/madrasah  yang belum memenuhi standar 

pengelolaan bidang program pengawasan dan pelaksanaannya,  agar kepala sekolah 

menyusun dan melaksanakan lebih dari satu program pengawasan agar proses 

penyelenggaraan satuan pendidikan lebih efektif dan efisien. Kepada kepala sekolah 

satuan pendidikan yang belum menyusun agar menyusun dan melaksanakan lebih 

dari satu program pengawasan, sehingga  diaharapkan proses penyelenggaraan 

semua aspek di sekolah akan mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan di 

tingkat satuan pendidikan.  
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Evaluasi program adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan 

data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. 

Evaluasi program ini sangat bermanfaat terutama bagi pengambilan keputusan 

karena dengan masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan 

akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. 

Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk 

pengambilan keputusan (decision maker) (Arikunto dan Jabar, 2010:29). Telah 

diuraikan pada alenia sebelumnya bahwa standar pengelolaan di satuan pendidikan 

antara lain pengelolaan perencanaan program dan pengelolaan pelaksanaan rencana 

kerja. Sesuai dengan tujuan dan manfaat evaluasi program kerja, maka kepala 

sekolah sebagai evaluator harus melaksanakan evaluasi program kerja sekolah setiap 

tahun atau sesuai kebutuhan. Data hasil penelitian pada instrumen menunjukkan 

bahwa frekuensi pelaksanaan kegiatan evaluasi program masih bervariasi. Ada 

SMA/MA yang sudah melaksanakan > 1 kali kegiatan  evaluasi kerja sekolah setiap 

tahun, ada SMA/MA yang hanya melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan evaluasi 

program kerja setiap tahun, dan bahkan ada 1 (satu) satuan pendidikan yang tidak 

pernah melaksanakan evaluasi kerja sekolah.  

Pengelolaan pengawasan dan evaluasi antara lain  evaluasi diri yang salah satu 

kegiatannya  adalah kepala sekolah/madrasah  melakukan evaluasi  kinerja atau 

menilai kinerja  terhadap pendidik dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan yang 

dipimpinnya. Yang dinilai  adalah standar kompetensi guru mata pelajaran, konselor,  

dan  tenaga kependidikan (tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga 

laboratorium). Dari temuan-temuan hasil evaluasi kinerja,  kepala sekolah/madrasah 

memberikan rekomendasi perbaikan untuk ditindak lanjuti oleh pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam rangka pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan.  
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Karena SMA/MA sampel penelitian belum memenuhi standar pengelolaan, 

maka sesuai dengan instrumen penelitian yang digunakan, semua  indikator pada 

instrumen penelitian harus  ditingkatkan agar mencapai standar. Indikator  yang 

dimaksud adalah  indikator pengelolaan kegiatan pengembangan kurikulum, 

program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga 

kependidikan, kegiatan evaluasi program kerja sekolah/madrasah, dan program 

kegiatan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.  

g. Keterpenuhan Standar Pembiayaan 

Standar Pembiayaan Satuan pendidikan telah diatur dan ditetapkan melalui 

Permendiknas Nomor 69 tahun 2009, Tanggal 5 Oktober 2009. Standar pembiayaan 

adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan 

pendidikan  selama 1 (satu) tahun pelajaran. Pada pasal 62 ayat (1) PP 19/25 

menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya 

operasi, dan biaya personal. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa biaya investasi 

satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan 

sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Kemudian ayat (3) menjelaskan bahwa 

biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik. 

dan ayat (4) menjelaskan bahwa biaya operasi satuan pendidikan meliputi : gaji 

pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, 

bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak 

langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, 

uang lembur, teransportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.   

Data hasil penelitian memberi informasi bahwa hampir  seluruh SMA/MA 

dalam RKA-S telah menyediakan alokasi khusus untuk biaya pengembangan 

pendidik dan tenaga kependidikan. Biaya alat tulis sekolah adalah biaya untuk  
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pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses 

pembelajaran. Kebanyakan SMA/MA mengeluarkan biaya untuk menunjang  

pelaksanaan kegiatan pembelajaran belum memenuhi ketentuan pengelolaan 

keuangan. Biaya alat dan bahan habis pakai antara lain biaya untuk pengadaan alat-

alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan bahan-bahan praktiukum IPS, 

alat-alat dan bahan-bahan praktikum komputer, dan alat-alat dan bahan-bahan olah 

raga. Sebagian sekolah/madrasah telah membelanjakan biaya untuk pengadaan alat 

dan bahan habis pakai sudah sesuai dengan ketentuan. Karena masih banyak 

SMA/MA yang indikator pencapaiannya belum memenuhi standar maka SMA/MA 

sampel penelitian secara umum belum memenuhi standar pembiayaan. Adapun 

indikator yang masih harus dan segera ditingkatkan adalah  persentase  

pembelanjaan biaya penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan persentase 

pembelanjaan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan pembelajaran. 

Setiap pengeluaran biaya oleh sekolah harus didasarkan pada pertimbangan 

rasional dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal 

sekolah, karenanya biaya yang dikeluarkan harus mengikuti standar yang berlaku 

atau yang diberlakukan oleh sekolah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Langkah-langkah pemenuhan standar ini yaitu : (1) sebelum sekolah 

mengalokasikan biaya ATS (Alat Tulis Sekolah), terlebih dahulu dianalisis standar 

pembiayaan yang berlaku/diberlakukan, (2) rapat penyusunan RKAS (Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Sekolah)  menyetujui persentase minimum biaya ATS 

berdasarkan standar pembiayaan yang berlaku/diberlakukan, (3) sebelum sekolah 

mengalokasikan biaya BAHP (Bahan Alat Habis Pakai), terlebih dahulu dianalisis 

standar pembiayaan yang berlaku/diberlakukan, (4) rapat menyusun RKAS 
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menyetujui persentase minimum biaya BAHP berdasarkan standar pembiayaan yang 

berlaku/diberlakukan (Pedoman Pemenuhan SNP pada SMA/MA, 2012:78-79).  

h. Keterpenuhan Standar Penilaian 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007, tentang 

Standar Penilaian Pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian 

hasil belajar peserta didik. penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan 

pengolahan infromasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 

Standar penilaian yang telah ditetapkan melalui peraturan tersebut adalah 

standar : (1) prinsip-prinsip penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) 

mekanisme dan prosedur penilaian, (4) penilaian oleh pendidik, (5) penilaian oleh 

satuan pendidikan, (6) penilaian oleh pemerintah.  

Untuk memperoleh data pengukuran dengan hasil yang tepat dibutuhkan 

teknik penilaian yang valid dan reliabel. Dengan demikian setiap penilaian harus 

dirancang dengan memperhatikan berbagai teknik penilaian. Langkah-langkah 

pemenuhan yaitu : (1) workshop penyamaan persepsi tentang teknik-teknik penilaian 

yang sesuai dengan data hasil belajar yang akan diperoleh, (2) penyusunan buku 

panduan tentang teknik penilaian yang berlaku di sekolah, (3) review draft panduan 

teknik penilaian melalui workshop sehingga menghasilkan model yang mengandung 

unsur inovatif sesuai standar penilaian, (4) In House Training (IHT) bagi semua 

guru dalam  menggunakan teknik-teknik penilaian (Pedoman Pemenuhan SNP pada 

SMP/MTs, 2012:80-81).  

Tujuan dari kegiatan evaluasi adalah mengukur kemampuan atau kompetensi 

peserta didik. oleh karena itu peserta didik berhak memperoleh informasi tentang 

hasil-hasil ulangan umum. Langkah-langkah pemenuhan standar yaitu : (1) setelah 
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melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban, (2) mengolah data hasil 

ulangan menjadi informasi yang bermakna bagi peserta didik, (3) membagikan hasil 

ulangan kepada peserta didik setelah data hasil ulangan direkap oleh guru (Pedoman 

Pemenuhan SNP pada SMA/MA, 2012:82).  

 Beberapa unsur terkait dengan standar teknik dan instrumen penilaian  antara 

lain bahwa  penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik 

penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk 

lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta 

didik dan  teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.  

Kompetensi peserta didik yang diukur memiliki berbagai dimensi. Nilai yang 

dikeluarkan mengandung makna yang multitafsir oleh karena itu perlu dijelaskan 

dari makna nilai tersebut. Langkah-langkah pemenuhan standar adalah : (1) setelah 

melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban, (2) mengolah data hasil 

ulangan menjadi informasi yang bermakna bagi peserta didik, (3) membagikan hasil 

ulangan kepada peserta didik setelah data hasil ulangan direkap oleh guru. Pada nilai 

dijelaskan tentang makna dari nilai-nilai tersebut (Pedoman Pemenuhan SNP pada 

SMA/MA, 2012:82). 

Pembelajaran memiliki prinsip ketuntasan. Setiap peserta didik berhak 

memperoleh pelayanan guru jika mereka belum mencapai KKM melalui remedi. 

Tujuan remidi adalah memberi kesempatan bagi peserta didik un tuk menuntaskan 

KKM. Langkah-langkah pemenuhan yaitu : (1) setelah melakukan ulangan, guru 

memeriksa lembar jawaban, (2) mengolah data hasil ulangan menjadi informasi yang 

bermakna bagi peserta didik, (3) membagikan hasil ulangan kepada peserta didik 

setelah data hasil ulangan direkap oleh guru, (4) guru memberi kegiatan remidi 
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terhadap pokok bahasan yang belum berhasil dicapai siswa pada waktu yang telah 

ditentukan (Pedoman Pemenuhan SNP pada SMA/Ma, 2012:82-83). 

Analisis hasil penilaian merupakan tindak lanjut upaya monitoring dan laporan 

hasil belajar untuk kegiatan perbaikan, mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar. 

Analisis hasil penilaian merupakan pemaknaan dari pengumpulan dokumen hasil 

penilaian. Langkah-langkah pemenuhan yaitu : (1) workshop penyamaan persepsi 

tentang analisis hasil penilaian untuk kegiatan perbaikan, mengetahui kemajuan dan 

kesulitan belajar siswa, (2) melakukan analisis hasil penilaian oleh masing-masing 

guru, (3) kajian analisis hasil penilaian melalui workshop sehingga menghasilkan 

keputusan untuk melakukan perbaikan, (4) pendokumentasian hasil penilaian 

kegiatan perbaikan (Pedoman Pemenuhan SNP pada SMA/MA, 2012:83). 

Standar mekanisme dan prosedur penilaian salah satunya adalah bahwa satuan 

pendidikan melaksanakan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan 

ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan 

pendidikan.   

Standar penilaian oleh pendidik antara lain  menginformasikan silabus mata 

pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal 

semester, mengembangkan indikator pencapaian  KD dan memilih teknik penilaian 

yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran, mengembangkan instrumen 

dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih, 

mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan 

belajar peserta didik, mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik 

disertai balikan/komentar yang mendidik. 

 Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan satuan pendidikan 

dalam mengelola proses pembelajaran. Penilaian merupakan bagian yang penting 
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dalam pembelajaran. Melalui penilaian, pendidik seagai pengelola kegiatan 

pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, 

ketepatan metode mengajar yang digunakan, dan keberhasilan peserta didik dalam 

meraih kompetensi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian, pendidik dapat 

mengambil keputusan secara tepat untuk menentukan langkah yang harus dilakukan 

selanjutnya. Hasil penilaian juga dapat memberikan motivasi kepada peserta didik 

untuk meraih prestasi yang lebih baik.  

Secara umum  SMA/MA sampel penelitian telah  memenuhi standar penilaian. 

Ada  4 (empat) indikator utama yang masih perlu untuk ditingkatkan yang belum 

mencapai standar, yaitu : (1) indikator penilaian hasil pembelajaran menunjukkan 

penilaian hasil belajar yang bersifat otentik seperti penilaian berbasis portofolio, 

pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal, menilai proses pengerjaan, dan 

penilaian spontanitas/ekspresif masih banyak belum dilaksanakan, (2)  macam 

assessmen yang digunakan, (3)  pengolahan atau analisis hasil penilaian , dan (4)  

balikan hasil kerja siswa disertai masukan/komentar yang mendidik.  
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A.  SIMPULAN 

1. Jenjang Satuan pendidikan SD/MI 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat diambil simpulan umum bahwa SD/MI Kabupaten Bengkulu Selatan belum 

memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan, karena memperoleh  nilai keterpenuhan 

69,82 % dengan kriteria keterpenuhan “Kurang Standar.” Secara khusus simpulan 

penelitian ini adalah  sebagai berikut : 

Standar isi, satuan pendidikan SD/MI Kabupaten Bengkulu Selatan belum 

memenuhi standar nasional pendidikan, karena  masih banyak SD/MI yang indikator 

pencapaiannya belum memenuhi standar. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) oleh SD/MI masih banyak dilakukan oleh guru mata pelajaran 

sendiri, dan bahkan ditemukan beberapa sekolah mengcopy paste perangkat KTSP 

(silabus mata pelajaran). Seharusnya pengembangan silabus yang memenuhi kriteria 

standar melibatkan konselor dan tidak copy paste.  Silabus mata pelajaran  hanya  

sebagian disusun oleh guru sendiri, sehingga dimungkinkan silabus yang disusun 

tidak lengkap. Beban mengajar/minggu kebanyakan berkisar antara 20 – 24 

jam/minggu. Yang termasuk kisaran  disini adalah guru tidak tetap, guru 

beresertifikat pendidik , dan guru tetap  yang belum memiliki sertifikat  pendidik. 

Sebagian besar SD/MI memberikan tugas terstruktur dan kegiatan mandiri belum 

memenuhi standar. Penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak  terstruktur 

seperti pemberian  tugas rumah  frekuensinya masih antara 2 – 3 kali sebulan dan 

jenis tugas belum bervariasi. Masih banyak SD/MI menetapkan Kriteria Ketuntasan 
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Minimal (KKM)  < 70,00. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek 

tingkat kemampuan input (intake) yang rata-rata masih rendah, disamping  

mempertimbangkan aspek kemampuan daya pendukung yang ada di 

sekolah/madrasah. Hasil penelitian menunjukkan,  dari rekapitulasi kriteria 

keterpenuhan 8 SNP,  standar isi di SD/MI  nilai keterpenuhan 69,23 %  dengan  

kriteria “Kurang Standar.” 

Standar Proses, rata-rata belum memenuhi standar nasional pendidikan. Masih 

banyak SD/MI indikator  pencapaiannya masih di bawah standar. Masih banyak 

SD/MI 50 % - 80 % RPP pembelajaran disusun oleh guru sendiri. Ini berarti masih 

ada  RPP mata pelajaran di SD/MI yang belum lengkap. Belum semua pelaksanaan 

pembelajaran mengacu pada RPP. Masih ada guru-guru mengajar tanpa RPP atau 

mengajar  tidak mempedomani   RPP. Frekuansi pemantauan proses pembelajaran 

oleh kepala sekolah SD/MI  masih belum memenuhi standar (2 – 3 kali/semester). 

Mengingat macam dan tugas pokok serta fungsi kepala sekolah cukup banyak 

sehingga frekuensi pemantauan atau monitoring pembelajaran belum optimal. 

Aspek-aspek yang disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah kebanyakan aspek 

persiapan saja atau pelaksanaan pembelajaran saja dan sebagian lagi kepala 

sekolah/madrasah melakukan supervisi dari aspek persiapan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran. Jarang supevisi dilaksanakan dari aspek persiapan sampai 

pada tahap rencana tindak lanjut pembelajaran.  Indikator penyampaian hasil 

supervisi oleh kepala sekolah dan implementasi tindak lanjut kebanyakan 

frekuensinya masih belum mencapai standar.  Hampir seluruh SD/MI frekuensi 

penggunaan media pembelajaran oleh guru dalam proses pembelajaran   juga belum 

memenuhi standar. Beberapa faktor penyebab antara lain jumlah dan macam media 

yang ada terbatas dan guru tidak memiliki inisiatif untuk membuat media 
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pembelajaran yang dibutuhkan Pelaksanaan remedial teaching di satuan pendidikan 

SD/M masih bervariasi,  setiap satu semester selesai, setiap satu KD selesai, dan ada 

pula yang melakukan remidi setiap satu SK (Standar Kompetensi) selesai. Hasil 

penelitian menunjukkan,  dari rekapitulasi kriteria keterpenuhan 8 SNP,  standar 

proses  di SD/MI  nilai keterpenuhan 62,65 %  dengan  kriteria “Kurang Standar.” 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL), rata-rata SD/MI sudah menenuhi Standar 

Nasional Pendidikan. Walau kebanyakan SD/MI telah mencapai standar, akan tetapi 

masih ada beberapa  indikator pencapaiannya yang belum memenuhi standar. Separo 

SD/MI guru-gurunya melaksanakan satu  program pembiasaan bagi peserta didik 

dalam mencari informasi lebih dari berbagai sumber belajar  dan melaksanakan 

kegiatan pemberian pengalaman belajar yang memanfaatkan lingkungan sebagai 

sumber belajar peserta didik. Masih banyak guru-guru memfasilitasi satu kegiatan 

siswa dalam mengekspresikan diri melalaui kegiatan seni dan budaya. Hasil 

penelitian menunjukkan,  dari rekapitulasi kriteria keterpenuhan 8 SNP,  standar 

kompetensi lulusan di  SD/MI  nilai keterpenuhan 80,20 % dengan  kriteria “ 

Standar.” 

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, rata-rata belum memenuhi 

Standar Nasional Pendidikan. Hal ini terutama disebabkan karena masih banyak 

SD/MI beberapa indikator pencapaiannya belum  memenuhi standar. Temuan hasil 

penelitian menunjukkan banyak SD/MI yang belum memiliki kepala/tenaga 

administrasi, sehingga terkadang kepala sekolah terlibat mengurusi urusan 

administrasi atau kepala sekolah mengatasinya dengan menunjuk guru 

melaksanakan urusan adminitrasi sekolah/madrasah. Ada beberapa  kepala sekolah 

yang mengangkat tenaga  administrasi honorer yang memiliki keterampilan 

mengoperasionalkan komputer/laptop, karena masih banyak guru-guru SD/MI yang 
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gaptek (gagap teknologi). Sangat sedikit SD/MI  yang yang memiliki kepala 

administrasi/tenaga administrasi  berijazah diatas DIII dan beberapa  SD/MI yang 

memiliki kepala adminitrasi/tenaga administrasi,  kualifikasi akademiknya sudah  

memenuhi standar, yaitu berijazah dibawah DIII (standar kualifikasi kepala tenaga 

administrasi SD/MI minimal lulusan SMK atau sederajat).  Banyak SD/MI di 

Kabupaten bengkulu Selatan yang tidak memiliki kepala perpustakaan, karena 

memang belum memiliki perpustakaan, sehingga indikator kualifikasi akademik 

kepala perpustakaan belum terpenuhi. Kalaupun ada hanya beberapa sekolah yang 

telah memiliki perpustakaan yang memiliki kepala perpustakaan yang standar 

kualifikasinya berijazah diatas DI. Di beberapa SD/MI telah memiliki kepala 

perpustakaan, akan tetapi  standar kualifikasinya belum mmemenuhi standar, yaitu  

berijazah DI dan dibawah DI. Kemudian beberapa SD/MI yang memiliki kepala 

perpustakaan bidang tugasnya  tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 

Banyak SD/MI yang belum memilki laboratorium IPA, sehingga indikator 

kualifikasi akademik kepala laboratorium tidak terpenuhi. Kalaupun ada sangat 

sedikit  SD/MI yang telah memiliki kepala laboratorium berijazah diatas DI dan 

diantaranya ada yang bidang tugas sebagai kepala laboratorium tidak sesuai dengan 

latar belakang pendidikannya. Hasil penelitian menunjukkan,  dari rekapitulasi 

kriteria keterpenuhan 8 SNP,  standar pendidik dan tenaga kependidikan di  SD/MI  

nilai keterpenuhan 47,86 %  dengan  kriteria “ Kurang Standar Sekali.” 

Standar Sarana Prasarana, rata-rata sudah memenuhi Standar Nasioanl 

Pendidikan. Hampir seluruh indikator telah memenuhi standar, akan tetapi masih  

terdapat indikator yang belum memenuhi standar. Walaupun indikator standar luas 

lahan sekolah telah memenuhi standar, akan tetapi  masih dujumpai beberapa SD/MI  

luas lahan sekolah dalam hubungannya dengan ketentuan minimal kurang sesuai 
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dengan rasio jumlah siswa. Bahkan beberapa SD/MI luas lahan sekolah dalam 

hubungannnya dengan ketentuan luas minimal tidak sesuai dengan rasio jumlah 

siswa. Hal demikian terjadi karena sewaktu pendirian sekolah, mendapat hibah tanah 

yang luas lahannya  tidak memenuhi standar. Masih ditemukan beberapa SD/MI luas 

lantai bangunan kurang sesuai dengan rasio jumlah siswa dan sedikit SD/MI luas 

lantai bangunannya tidak sesuai dengan rasio jumlah siswa. Sehubungan  dengan 

indikator sanitasi di dalam dan di luar bangunan, masih ditemukan di beberapa 

SD/MI sanitasi di dalam dan di luar bangunan terkait air bersih, saluran air kotor, 

tempat sampah, dan saluran air hujan kurang tersedia sesuai dengan kebutuhan. 

Indikator kelengkapan parasarana belum memenuhi standar. Indikator ini  

menunjukkan bahwa tidak ada satupun SD/MI yang memiliki parsarana sangat 

lengkap. Sebagian SD/MI parasarana  sekolah kurang lengkap dan sebagian lagi 

tidak lengkap. Menurut ketentuan standar sarana prasarana, kelengkapan yang 

sekurang-kurangnya dimiliki oleh SD/MI antara lain adalah parasrana Laboratorium 

IPA. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa  seluruh SD/MI belum 

memiliki laboratorium IPA. Hasil penelitian menunjukkan,  dari rekapitulasi kriteria 

keterpenuhan 8 SNP,  standar pendidik dan tenaga kependidikan  di  SD/MI  nilai 

keterpenuhan 86,32 %  dengan  kriteria “Standar.” 

Standar Pegelolaan, belum memenuhi standar atau kurang standar. Seluruh 

indikator belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Sebagian besar  SD/MI 

memilki dan melaksanakan 1 (satu) program pengelolaan kegiatan pengembangan 

kurikulum dan pembelajaran. Beberapa SD/MI  tidak memiliki program pengelolaan 

kegiatan pengembangan kurikulum. Sebagian besar SD/MI : memiliki dan 

melaksanakan 1 (satu) program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik 

dan tenaga kependidikan,  hanya melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan evaluasi 
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program kerja sekolah setiap tahun/sesuai kebutuhan, dan hanya melaksanakan 1 

(satu) kali program kegiatan evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan tiap 

semester/sesuai kebutuhan.  Hasil penelitian menunjukkan,  dari rekapitulasi kriteria 

keterpenuhan 8 SNP,  standar pengelolaan pendidikan di SD/MI  nilai keterpenuhan 

68,80  %  dengan  kriteria “Kurang Standar.” 

Standar Pembiayaan Pendidikan, sama dengan standar pengelolaan, juga 

belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Dari 3 (tiga)  indikator yang diteliti, 

2 (dua) indikator belum memenuhi standar. Sebagian besar  SD/MI membelanjakan 

biaya sebesar > 50 % - < 100 % untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. Sedangkan  biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan 

pembelajaran sebagian SD/MI membelanjakannya sebesar < 50 %. Dengan 

demikian manajemen keuangan di SD/MI belum berjalan sesuai aturan yang ada. 

Hasil penelitian menunjukkan,  dari rekapitulasi kriteria keterpenuhan 8 SNP,  

standar pembiayaan pendidikan di  SD/MI  nilai keterpenuhan 68,80  %  dengan  

kriteria “Kurang Standar.” 

Standar Penilaian, di SD/MI belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. 

dari 12 (duabelas) indikator separohnya belum memenuhi standar yang diharapkan. 

Indikator penilaian hasil pembelajaran menunjukkan hampir seluruh SD/MI  di 

kurang dari 50 % penilaian hasil belajar bersifat otentik,  menggunakan semua jenis 

traditional assessment (tes tertulis), dan sebgaian tes tertulis yang diguankan guru 

adalah tes essay dan sebagian lagi multiple choice (pihan ganda). Belum ada SD/MI 

yang menggunakan tes tertulis,  semuanya essay. Sebagian besar SD/MI membuat 

soal-soal tes tertulis  dibawah 50 %  soal termasuk dalam katagori berpikir tingkat 

tinggi (C4-C6). Masih banyak sekali di SD/MI guru-guru mata pelajaran 

menggunakan 2-3 teknik penilaian. Kegiatan guru mata pelajaran mengolah atau 
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menganalisis hasil evaluasi untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar siswa 

serta memberikan balikan hasil kerja siswa disertai masukan atau komentar yang 

mendidik,  masih kurang memenuhi standar yang diharapkan.  Hasil penelitian 

menunjukkan,  dari rekapitulasi kriteria keterpenuhan 8 SNP,  standar penilaian 

pendidikan di  SD/MI  nilai keterpenuhan 74,10  %  dengan  kriteria “Kurang 

Standar.” 

2. Jenjang Satuan Pendidikan SMP/MTs 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat diambil simpulan umum bahwa SMP/MTs Kabupaten Bengkulu Selatan telah 

memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan, karena telah memperoleh  nilai 

keterpenuhan 80,68 % dengan  kriterian keterpenuhan “Standar.” Simpulan khusus 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Standar Isi, belum memenuhi standar. Beberapa indikator masih belum 

mencapai standar yang diharapkan, yaitu  pengembangan KTSP masih dilakukan 

oleh guru mata pelajaran sendiri,  belum melalui tim pengembang/tim penyusun. 

Hanya sebagian silabus disusun guru mata pelajaran. Ini berarti tidak semua guru 

mata pelajaran menyusun silabus. Masih ditemukan guru-guru tetap (PNS) baik 

yang belum memiliki sertifikat pendidik maupun yang sudah memiliki sertifikat 

pendidik belum memenuhi beban mengajar 24 jam/minggu, karena ketidak 

seimbangan antara jumlah guru dan jumlah total jam pelajaran mata pelajaran di 

sekolah/madrasah. Frekuensi pemberian tugas terstruktur dan kegiatan mandiri tidak 

terstruktur masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan penguasaan standar kompetensi.  Hasil penelitian menunjukkan,  dari 
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rekapitulasi kriteria keterpenuhan 8 SNP,  standar isi di SMP/MTs nilai 

keterpenuhan 75,64 % dengan  kriteria “Kurang Standar.” 

Standar proses, juga belum memenuhi standar. Hal ini disebabkan karena 

masih terdapat beberapa indikator yang masih harus ditingkatkan agar memenuhi 

standar,  antara lain persentase penyusunan RPP pembelajaran yang disusun oleh 

guru  mata pelajaran belum maksimal. Aspek yang disupervisi oleh kepala sekolah 

masih terbatas pada persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, yang akan 

lebih lengkap apabila kegiatan supervisi sampai pada tahap rencana tindak lanjut 

pembelajaran sehingga kepala sekolah dapat memantau perkembangan implementasi 

tindak lanjut hasil supervisi. Frekuensi penggunaan media pembelajaran dalam 

proses pembelajaran masih belum memuaskan, karena keterbatasan macam  dan 

jumlah media yang ada di sekolah atau  guru-guru tidak termotivasi untuk 

menggunakan media yang ada dan kurang inisiatif untuk   membuat media 

pembelajaran yang belum ada di sekolah/madrasah. Frekuensi pengguanan media 

teknologi informatika dalam proses pembelajaran masih perlu ditingkatkan , karena 

penggunaan media ini akan menciptakan suasana pembelajaarn yang mampu 

memberi motivasi, menyenangkan, inspiratif, partisipatif, dan interaktif bagi peserta 

didik, asalkan desain  pembelajaran yang menggunakan TI tersebut melibatkan peran 

aktif siswa.  Masih ada beberapa sekolah pelaksanaan remedial teaching  setiap satu 

SK atau satu semester selesai. Seharusnya sesuai aturan dilaksankan setiap satu 

kompetensi dasar selesai. Hasil penelitian menunjukkan nilai keterpenuhan standar 

proses di SMP/MTs  adalah 71,28 % dengan  kriteria “Kurang Standar.” 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL), hampir seluruh indikator pencapaian 

komponenen  standar kompetensi lulusan memenuhi standar. Namun masih ada 

beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan agar  standar kompetensi lulusan 
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ini memenuhi standar maksimal, yaitu  indikator ketuntasan belajar siswa. Masih 

banyak ditemukan proses pembelajaran di sekolah/madrasah belum menggunakan 

pendekatan pembelajaran  tuntas  yang menggunakan prinsip ketuntasan secara 

individual. Indikator pencapaian pengalaman belajar siswa memanfaatkan 

lingkungan masih kurang, karena pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru masih 

banyak terfokus  di dalam kelas. Demikian pula dengan indikator pengalaman 

belajar siswa dalam mengembangkan IPTEK perlu ditingkatkan lebih             

intensif , karena masih banyak guru sekolah/madrasah yang belum melaksanakan 

pembimbingan kegiatan pengembangan IPTEK seperti kegiatan penelitian ilmiah 

remaja melalui Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan inovasi teknologi, dan  

kegiatan pembuatan alat teknologi tepat guna sederhana. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai keterpenuhan standar kompetensi lulusan  adalah 89,74 % dengan 

kriteria “Standar.” 

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, hampir seluruh indikator 

pencapaian komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan telah memenuhi 

standar yang diharapkan. Hanya ada 2 (dua) indikator yang masih sangat penting 

untuk ditingkatkan agar seluruh standar pendidik dan tenaga kependidikan ini 

memenuhi standar nasional pendidikan, yaitu indikator kualifikasi akademik kepala 

administrasi dan kesesuaian bidang tugas kepala perpustakaan dengan latar belakang 

pendidikannya. Untuk itu kompetensi kualifikasi akademik kepala administrasi 

harus ditingkatkan agar mencapai standar dan mengacu pada permendiknas, kepala 

perpustakaan haruslah memenuhi syarat standar kualifikasi sebagai kepala 

perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keterpenuhan standar 

kompetensi lulusan di SMP/MTs  ini adalah 89,74 % dengan kriteria “Standar.” 
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Standar Sarana Prasarana, sama halnya dengan standar kompetensi lulusan 

dan standar pendidik dan tenaga kependidikan,  hampir seluruh indikator pencapaian 

komponen standar sarana prasarana telah memenuhi standar nasioanl pendidikan. 

Akan tetapi upaya peningkatan pencapaian standar ini perlu terus dilakukan agar 

semua  sekolah/madrasah  semua indikator pencapaian memenuhi standar sarana 

prasarana. Terkait dengan pencapaian standar sarana dan prasarana ini,  masih 

beberapa  sekolah/madrasah  luas lahan sekolah  kurang  sesuai dan tidak sesuai 

dengan ketentuan luas minimal dengan rasio jumlah siswa. Akan tetapi kedua 

sekolah/madrasah tersebut telah mengatasi keadaan  dengan membangun gedung 

ruang kelas berlantai dua. Indikator kelengkapan prasarana sesuai standar minimal 

masih belum terpenuhi, karena masih banyak satuan pendidikan  SMP/MTs  

prasarananya kurang lengkap bahkan ada  sekolah yang prasarananya tidak lengkap. 

Umumnya prasarana yang belum dimiliki oleh SMP/MTs adalah Ruang Sirkulasi, 

Ruang OSIS, Ruang UKS , dan Ruang Konseling. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa nilai keterpenuhan standar  ini di SMP/MTs adalah 85,90 % dengan kriteria 

“Strandar.” 

Standar Pengelolaan, secara umum seluruh indikator pencapaian sudah 

memenuhi standar. Akan tetapi angka selisih  antara jumlah deskriptor setiap 

indikator yang sudah memenuhi standar dengan yang belum  kecil. Ini berarti 

sekolah/madrasah yang belum memenuhi standar masih  cukup banyak. Beberapa 

sekolah hanya memiliki dan melaksanakan 1 (satu) program pengelolaan kegiatan 

pengembangan kurikulum dan pembelajaran, beberapa sekolah hanya memiliki dan 

melaksanakan 1 (satu) program pengawasan yang disosialisasikan kepada pendidik 

dan tenaga kependidikan, beberapa sekolah hanya melaksanakan 1 (satu) kali 

kegiatan evaluasi program kerja sekolah setiap tahun/sesuai kebutuhan, dan 
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beberapa sekolah hanya melaksanakan 1 (satu) kali program kegiatan evaluasi 

kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Secara umum hal ini dapat terjadi karena 

beberapa faktor penyebab, antara lain terkait dengan pendanaan, komitmen bersama 

antar warga sekolah, kompetensi/kinerja  kepala sekolah, guru, dan tenaga 

kependidikan.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keterpenuhan standar ini 

di SMP/MTYs adalah 81,41 % dengan kriteria “Strandar.” 

Standar Pembiayaan, secara umum seluruh  indikator pencapaian standar 

pembiayaan telah memenuhi standar. Hampir seluruh  SMP/MTs  indikator 

pencapaiannya telah memenuhi standar pembiayaan.  Beberapa sekolah/madrasah 

masih harus berjuang agar dapat memenuhi deskriptor indikator standar pembiayan 

sehingga secara keseluruhan akan mencapai  standar pembiayaan. Seluruh 

SMP/MTs telah menyediakan alokasi khusus untuk biaya pengembangan pendidik 

dan tenaga kependidikan berdasarkan RKA-S. Masih ada manajemen keuangan 

beberapa SMP/MTs belum memenuhi standar,  karena tidak semua  biaya penunjang  

pelaksanaan kegiatan pembelajaran  dan biaya pengadaan alat habis pakai untuk 

kegiatan pembelajaran tidak dibelanjakan  100 % sesuai standar. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai keterpenuhan standar ini di SMP/MTs adalah 88,89  % 

dengan kriteria “Strandar.” 

Standar Penilaian Pendidikan, standar penilaian SMP/MTs belum memenuhi  

standar nasional pendidikan. Hal ini disebabkan karena masih banyak SMP/MTs 

yang  pencapaian  indikatornya masih di bawah standar. Indikator penilaian hasil  

pembelajaran menunjukkan persentase penilaian hasil belajar bersifat otentik 

kebanyakan masih di bawah 50 %.  Berarti proses penilaian pembelajaran bersifat  

otentik (antara lain penilaian berbasis portofolio, penilaian proses pengerjaan, dan 

penilaian spontanitas/ekspresif)  belum dilaksanakan oleh SMP/MTs secara optimal. 
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Indikator macam asesmen yang digunakan menunjukkan semua jenis asesmen yang 

digunakan oleh guru mata pelajaran kebanyakan traditional assessmen (tes tertulis) 

dan masih sedikit sekolah/madasah yang melaksanakan alternative assessmen. 

Termasuk indikator macam tes tertulis, kebanyakan sekolah/madrasah  guru-gurunya 

menggunakan  tes essay dan sebagian lagi multiple choice (pilihan ganda). Indikator 

teknik penilaian menunjukkan sebagian SMP/MTs guru-gurunya menggunakan 

lebih dari tiga  teknik penilaian (antara lain tes, observasi, penugasan terstruktur, 

penugasan kegiatan mandiri tidak terstruktur, portofolio, dan  produk)  dan sebagian 

lagi menggunakan 2-3 teknik penilaian saja (tes dan penugasan). Indikator 

pengolahan atau analisis evaluasi menunjukkan masih banyak SMP/MTs yang 

belum memenuhi standar. Guru-guru menilai bahwa pekerjaan menganalisis hasil 

evaluasi tergolong pekerjaan yang cukup berat, karena menyita waktu, pikiran , dan 

memerlukan ketelitian. Kebanyakan guru mengolah dan menganalisis hasil penilaian 

antara 50 % - 80 % untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar peserta didik. 

Standar yang diharapkan > 80 %. Demikian juga dengan indikator pemberian 

balikan hasil kerja siswa yang disertai dengan komentar yang mendidik 

menunjukkan  masih banyak SMP/MTs yang guru-gurunya memberikan balikan 

yang disertai dengan komentar mendidik antara 50 % - 80 %. Target yang memenuhi 

standar adalah > 80 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keterpenuhan 

standar ini di SMP/MTs adalah 76,53  % dengan kriteria “Kurang Standar.” 

3. Jenjang Satuan pendidikan SMA/MA 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat diambil simpulan umum bahwa SMA/MA Kabupaten Bengkulu Selatan telah 

memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan, karena memperoleh  nilai keterpenuhan 
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80,67 % dengan  kriterian keterpenuhan “Standar.” Simpulan khusus penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Standar Isi, sudah  memenuhi standar. Beberapa indikator masih belum 

mencapai standar yang diharapkan. Masih ditemukan guru-guru tetap (PNS) baik 

yang belum memiliki sertifikat pendidik maupun yang sudah memiliki sertifikat 

pendidik belum memenuhi beban mengajar 24 jam/minggu, karena ketidak 

seimbangan antara jumlah guru dan jumlah total jam pelajaran mata pelajaran di 

sekolah/madrasah. Frekuensi pemberian tugas terstruktur dan kegiatan mandiri tidak 

terstruktur masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan penguasaan standar kompetensi.  Hasil penelitian menunjukkan,  dari 

rekapitulasi kriteria keterpenuhan 8 SNP,  standar isi di SMA/MA nilai 

keterpenuhan 85,94  % dengan  kriteria “ Standar.” 

Standar proses,  belum memenuhi standar. Hal ini disebabkan karena masih 

terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. 

Pemantauan proses pembelajaran  oleh kepala sekolah di SMA/MA, frekuensinya 

belum memenuhi standar. Aspek yang disupervisi oleh kepala sekolah  hampir di 

semua SMA/MA  belum lengkap sesuai standar, yaitu masih pada aspek pesrsiapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Sedangkan pelaksanaan monitoring 

pembelajaran yang lengkap sampai aspek rencana tindak lanjut pembelajaran baru 

dilaksankan oleh satu SMA/MA. Demikian halnya dengan penyampaian hasil 

supervisi oleh kepala sekolah kepada pendidik frekuensinya masih kurang, termasuk 

supervisi implementasi tindak lanjut hasil supervisi juga masih kurang. Walaupun 

peralatan Teknologi Informatika (TI) bukan lagi merupakan barang yang asing dan 

umumnya seluruh SMA/MA sudah memilki,  akan tetapi hasil penelitian 

menunjukkan  frekuensi penggunaannya masih rendah. Hal ini dikarenakan jumlah 
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peralatan TI yang dimiliki oleh sekolah/madrasah masih sangat sedikit.  Frekuensi 

penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran masih belum 

memenuhi target standar, karena keterbatasan macam  dan jumlah media yang ada di 

sekolah atau  guru-guru belum  memiliki motivasi  untuk menggunakan media yang 

ada dan kurang inisiatif untuk   membuat media pembelajaran yang belum ada di 

sekolah/madrasah. Masih ada beberapa sekolah pelaksanaan remedial teaching  

setiap satu SK atau satu semester selesai. Seharusnya sesuai aturan dilaksankan 

setiap satu Kompetensi Dasar (KD) selesai. Hasil penelitian menunjukkan nilai 

keterpenuhan standar proses di SMA/MA  adalah 71,28  % dengan  kriteria “Kurang 

Standar.” 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL), hampir seluruh indikator pencapaian 

komponenen  standar kompetensi lulusan memenuhi standar. Namun masih ada 

beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan agar  standar kompetensi lulusan 

ini memenuhi standar maksimal. Sebagian besar SMA/MA rata-rata siswa yang 

tuntas masih dibawah 70 %,  karena  faktor  tingkat kompleksitas dan tingkat 

kemampuan (intake) rata-rata siswa realtif masih rendah. Indikator pencapaian 

pengalaman belajar siswa memanfaatkan lingkungan masih kurang, karena 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru masih banyak terfokus  di dalam kelas. 

Demikian pula dengan indikator pengalaman belajar siswa dalam mengembangkan 

IPTEK sebagian SMA/MA beberapa guru sudah  melaksanakan lebih dari satu 

kegiatan mengembangkan IPTEK, antara lain melalui kegiatan Pendidikan Karya 

Ilmiah Remaja (KIR) yaitu kegiatan penelitian ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan 

nilai keterpenuhan standar kompetensi lulusan di SMA/MA  adalah 90,28  % dengan 

kriteria “Standar.” 
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Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, hampir seluruh indikator 

pencapaian komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan telah memenuhi 

standar yang diharapkan. Indikator kualifikasi akademik kepala administrasi belum 

memenuhin standar, karena hampir separoh SMA/MA yang diteliti kualifikasi 

akademiknya  berijzah dibawah D III.  Indikator kesesuaian bidang tugas kepala 

perpustakaan dengan latar belakang pendidikannya belum memenuhi standar, karena  

separuh SMA/MA yang diteliti bidang tugas dengan latar belakang pendidikannya 

tidak sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keterpenuhan standar 

kompetensi lulusan di SMA/MA  ini adalah 89,74 % dengan kriteria “Standar.” 

Standar Sarana Prasarana, sama halnya dengan standar kompetensi lulusan,  

standar sarana prasarana telah memenuhi standar nasional pendidikan. Akan tetapi 

beberapa indikator pencapaiannya masih belum memenuhi standar. Indikator sanitasi 

di dalam dan di luar bangunan belum mencapai standar. Sebagian SMA/MA sanitasi 

di dalam dan di luar bangunan terkait air bersih, saluran air kotor, tempat sampah, 

dan saluran air hujan kurang tersedia sesuai kebutuhan. Hampir seluruh SMA/MA 

yang diteliti parsarananya kurang lengkap. Prasarana yang belum dimiliki oleh 

semua SMA/MA adalah ruang sirkulasi. Indikator  frekuensi penggunaan 

laboratorium  Fisika, Kimia, dan Biologi per semester belum memenuhi standar, 

karena masih ada beberapa  SMA/MA  laboratoriumnya belum lengkap. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai keterpenuhan standar sarana prasarana  ini di 

SMA/MA  adalah 80,68  % dengan kriteria “Standar.” 

Standar Pengelolaan, di SMA/MA yang diteliti masih belum memenuhi 

Standar Nasional Pendidikan. Sebagian besar SMA/MA memiliki dan melaksanakan 

1 (satu) program pengelolaan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. 

Masih banyak SMA/MA memilki dan melaksanakan 1 (satu) program pengawasan 
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yang disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Bahkan ada dua  

sekolah/madrasah yang tidak memilki program pengawasan. Demikian pula dengan 

kegiatan evaluasi program kerja sekolah, sebagian besar SMA/MA hanya 

melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan evaluasi program kerja setiap tahun. Sebagian 

besar SMA/MA baru melaksankan 1 (satu) kali program kegiatan evaluasi kinerja 

pendidik dan tenaga kependidikan tiap semester/sesuai kebutuhan.  Secara umum hal 

ini dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab, antara lain terkait dengan 

pendanaan, komitmen bersama antar warga sekolah, kompetensi/kinerja  kepala 

sekolah, guru, dan tenaga kependidikan.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 

keterpenuhan standar pengelolaan  ini di SMA/MA  adalah 77,08  % dengan kriteria 

“Kurang Standar.” 

Standar Pembiayaan, secara umum standar pembiayaan belum  memenuhi 

standar. Hampir seluruh SMA/MA telah menyediakan alokasi khusus untuk biaya 

pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan RKA-S. Sebagian 

besar  SMA/MA membelanjakan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dan biaya pengadaan alat habuis pakai untuk kegiatan pembelajaran 

masih dibawah 100 %. Dengan demikian manajemen keuangan SMA/MA belum 

optimal dan perlu ditingkakan karena tidak semua  biaya penunjang  pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran  dan biaya pengadaan alat habis pakai untuk kegiatan 

pembelajaran tidak dibelanjakan  100 % sesuai standar. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai keterpenuhan standar pembiayaan  di SMA/MA  adalah 

77,78   % dengan kriteria “Kurang Standar.” 

Standar Penilaian Pendidikan, di  SMA/MA  sudah memenuhi  Standar 

Nasional Pendidikan, walau angka persentase keterpenuhannya kecil. Hal ini 

disebabkan karena masih banyak SMA/MA yang  pencapaian  indikatornya masih di 
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bawah standar. Indikator penilaian hasil  pembelajaran menunjukkan persentase 

penilaian hasil belajar bersifat otentik sebagian diantara 50 % - 80 % dan sebagian  

di bawah 50 %.  Berarti proses penilaian pembelajaran bersifat  otentik (antara lain 

penilaian berbasis portofolio, penilaian proses pengerjaan, dan penilaian 

spontanitas/ekspresif)  belum dilaksanakan oleh SMA/MA secara optimal. Indikator 

macam asesmen yang digunakan menunjukkan semua jenis asesmen yang digunakan 

oleh guru mata pelajaran kebanyakan traditional assessmen (tes tertulis) dan masih 

sedikit sekolah/madasah yang melaksanakan alternative assessmen. Termasuk 

indikator macam tes tertulis, kebanyakan sekolah/madrasah  guru-gurunya 

menggunakan  tes essay dan sebagian lagi multiple choice (pilihan ganda). Indikator 

teknik penilaian menunjukkan hampir seluruh SMA/MA yang diteliti  guru-gurunya 

menggunakan 2-3  teknik penilaian (antara lain tes, observasi, penugasan terstruktur, 

penugasan kegiatan mandiri tidak terstruktur, portofolio, dan  produk). Indikator 

pengolahan atau analisis evaluasi menunjukkan hampir seluruh  SMA/MA yang 

diteliti  belum memenuhi standar. Guru-guru menilai bahwa pekerjaan menganalisis 

hasil evaluasi tergolong pekerjaan yang cukup berat, karena menyita waktu, pikiran , 

dan memerlukan ketelitian. Kebanyakan guru mengolah dan menganalisis hasil 

penilaian antara 50 % - 80 % untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar 

peserta didik. Standar yang diharapkan > 80 %. Demikian juga dengan indikator 

pemberian balikan hasil kerja siswa yang disertai dengan komentar yang mendidik 

menunjukkan  hampir seluruh  SMA/MA yang diteliti yang guru-gurunya 

memberikan balikan yang disertai dengan komentar mendidik antara 50 % - 80 %. 

Target yang memenuhi standar adalah > 80 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

nilai keterpenuhan standar ini di SMP/MTs adalah 78,53  % dengan kriteria “Standar 
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B. Implikasi 

1. Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI 

Dari hasil penelitian pada satuan pendidikan SD/MI Kabupaten Bengkulu 

Selatan, dari 8 komponen Standar Nasional Pendidikan, hanya 2 (dua) yang 

memenuhi standar, selebihnya belum memenuhi standar nasional pendidikan 

(kurang standar). Hasil penelitian memberi informasi tentang tingkat keterpenuhan 8 

SNP kepada masing-masing kepala sekolah/madrasah,  memberi    informasi   

kepada  sekolah/madrasah  secara umum tentang kualitas pendidikan di jenjang 

satuan pendidikan SD/MI, dan  hasil  penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai 

bahan rujukan bagi kepala sekolah/madrasah untuk standarisasi pendidikan di 

SD/MI Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang 

bermutu. Mengingat hampir seluruh komponen/indikator belum memenuhi standar, 

maka  upaya standarisasi pendidikan di SD/MI  harus dilakukan secara 

komprehensip meliputi 8 Komponen Standar Nasional Pendidikan. Sebab kualitas 

pendidikan hanya akan tercapai seutuhnya  apabila seluruh 8 komponen standar 

nasional pendidikan telah memenuhi standar nasional. Jadi dapat dikatakan bahwa 8 

komponen tersebut merupakan suatu bangunan atau sistem yang menentukan mutu 

atau kualitas pendidikan di SD/MI. Dengan demikian standarisasi pendidikan yang 

dilakukan pada  tingkat satuan pendidikan SD/MI di Kabupaten Bengkulu Selatan 

akan menghasilkan  output dan outcome yang bermutu pula.  

2. Jenjang Satuan Pendidikan SMP/MTs 

Jenjang satuan pendidikan SMP/MTs Kabuapten Bengkulu Selatan secara 

umum telah memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan (kriteria standar). Bila 

keterpenuhannya  dipersentasekan maka sudah lebih dari 60  persen. Tingkat 
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pemenuhan  ini memberi gambaran bahwa secara umum kualitas pendidikan 

SMP/MTs di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah cukup baik. Hasil penelitian 

memberi informasi tentang tingkat keterpenuhan 8 SNP kepada masing-masing  

sekolah/madrasah,  memberi    informasi   kepada  sekolah/madrasah  secara umum 

tentang kualitas pendidikan di jenjang satuan pendidikan SMP/MTs cukup baik, dan  

hasil  penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kepala 

sekolah/madrasah untuk standarisasi pendidikan di SMP/MTs Kabupaten Bengkulu 

Selatan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. Penelitian ini telah 

memberi informasi terhadap pencapaian indikator-indikator setiap komponen 8 SNP. 

Usaha mencapai keterpenuhan indikator-indikator yang belum memenuhi  standar   

merupakan suatu keharusan bagi kepala sekolah agar   semua indikator   mencapai 

standar yang diharapkan sehingga  mutu pendidikan pada  jenjang satuan pendidikan 

di SMP/MTs Kabupaten Bengkulu Selatan  akan lebih meningkat dan melebihi dari 

kondisi sekarang ini.  

3. Jenjang Satuan Pendidkikan SMA/MA 

Seperti pada jenjang SMP/MTs, pada jenjang satuan pendidikan SMA/MA di 

Kabupaten Bengkulu Selatan secara umum juga telah memenuhin 8 Standar 

Nasional Pendidikan (kriteria standar). Hasil penelitian telah memberi informasi 

berharga bahwa tingkat pemenuhan  sudah melebihi   60 persen. Tingkat pencapaian 

ini  menunjukkan bahwa secara umum kualitas pendidikan pada satuan pendidikan  

SMA/MA di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah cukup baik. Hasil penelitian 

memberi informasi tentang tingkat keterpenuhan 8 SNP kepada masing-masing  

sekolah/madrasah,  memberi    informasi   kepada  sekolah/madrasah  secara umum 

tentang kualitas pendidikan di jenjang satuan pendidikan SMA/MA, dan  hasil  
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penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kepala 

sekolah/madrasah untuk standarisasi pendidikan di SMA/MA Kabupaten Bengkulu 

Selatan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. Hasil penelitian 

menjadi informasi  yang  diperlukan dalam upaya pemenuhan terhadap indikator-

indikator yang memerlukan penanganan serius   untuk ditingkatkan   agar semua 

indikator 8 SNP memenuhi standar yang diinginkan, sehingga kualitas pendidikan 

SMA/MA di Kabupaten Bengkulu Selatan akan mengalami peningkatan yang 

signifikan melebihi seperti kondisi yang ada sekarang ini.  

C. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka  agar satuan 

pendidikan SD/MI dapat memenuhi standar nasional pendidikan dengan maksimal 

atau sepenuhnya,  maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Jenjang Satuan Pendidikan SD/MI 

a. Pengembangan KTSP sebaiknya dilaksanakan oleh tim pengembang  yang 

melibatkan konselor yang lebih paham terhadap karakteristik peserta didik  

lagipula  pelaksanaanya akan lebih efektif dan efisien, sehingga akan diperoleh 

hasil yang lebih baik.  

b. Seluruh silabus seharusnya disusun oleh guru secara mandiri atau 

berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, atau pada Pusat 

Kegiatan Guru (PKG). 

c. Seluruh RPP pembelajaran disusun oleh guru sendiri untuk setiap Kompetensi 

Dasar yang ada dalam silabus sehingga guru memilki tingkat persiapan 

mengajar yang lebih baik. 
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d. Agar memiliki pedoman dan arah yang jelas, maka pelaksanaan pembelajaran 

guru semuanya harus mengacu pada RPP karena menyangkut keberhasilan 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

e. Frekuensi pemantauan proses pembelajaran oleh kepala sekolah harus 

ditingkatkan, supervisi meliputi semua aspek,  hasilnya harus disampaikan 

kepada guru-guru, dan supervisi dilaksankan sampai pada tahap tindak lanjut  

agar fungsi dan tujuan supervisi  mencapai sasaran. 

f. Remedial dilaksankan oleh guru-guru setiap selesai penyampaian satu KD. 

g. Guru harus menyusun lebih dari satu program yang memberi kesempatan 

siswa lebih banyak mendapat pengalaman belajar mencarai informasi dari 

berbagai sumber belajar untuk meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan 

siswa. 

h. Volume kegiatan yang memberi pengalaman belajar siswa dengan 

memanfaatkan lingkungan perlu  ditingkatkan sehingga antara lain  siswa 

mendapat pengalaman baru  mengkaitkan antara fakta dan teori yang dipelajari 

didalam kelas. 

i. Bagi SD/MI yang belum memilki kepala/tenaga adminsitrasi dan kepala 

perpustakaan/tenaga perpustakaan dapat mengusulkan penempatan PNS/CPNS  

yang memenuhi standar  kualifikasi akademik dan kesesuaian antara bidang 

tugas dengan latar belakang pendidikannya.  

j. Karena seluruh SD/MI belum memiliki laboratorium IPA   maka kepala 

sekolah mengusulkan (proposal) pengadaan laboratorium tersebut. 

k. Bagi SD/MI yang prasarananya kurang lengkap atau tidak lengkap, selalu 

berusaha untuk mengusulkan (proposal) pengadaannya.  
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l. Tingkatkan pengelolaan kegiatan pengembangan kurikulum, penyusunan 

program pengawasan dan sosialisasikan kepada pendidik dan tenaga 

kependidikan, tingkatkan frekuensi  evaluasi program kerja sekolah setiap 

tahun, dan tingkatkan frekuensi pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja pendidik 

dan tenaga kependidikkan.  

m. Gunakan dan tingkatkan macam teknik penilaian,  tingkatkan intensitas 

analisis hasil evaluasi dan pemberian balikan hasil kerja siswa disertai 

masukan/komentar yang mendidik.  

2. Jenjang Satuan Pendidikkan SMP/MTs 

a. Pengembangan KTSP sebaiknya dilaksanakan oleh tim pengembang  yang 

melibatkan konselor yang lebih paham terhadap karakteristik peserta didik  

lagipula  pelaksanaanya akan lebih efektif dan efisien, sehingga akan diperoleh 

hasil yang lebih baik.  

b. Seluruh silabus seharusnya disusun oleh guru secara mandiri atau 

berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, atau pada Pusat 

Kegiatan Guru (PKG). Seluruh RPP pembelajaran disusun oleh guru sendiri 

untuk setiap Kompetensi Dasar yang ada dalam silabus sehingga guru memilki 

tingkat persiapan mengajar yang lebih baik. 

c. Frekuensi pemantauan proses pembelajaran oleh kepala sekolah harus 

ditingkatkan, supervisi meliputi semua aspek,  hasilnya harus disampaikan 

kepada guru-guru, dan supervisi dilaksankan sampai pada tahap tindak lanjut  

agar fungsi dan tujuan supervisi  mencapai sasaran. 

d. Bila jumlah peralatan memadai, tingkatkan frekuensi penggunaan  TI dalam 

pembelajaran agar peserta didik lebih termotivasi, inspiratif, aktif dan 

intaraktif dalam mengikuti pembelajaran.  
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e. Tingkatkan volume kegiatan pengembangan IPTEK siswa melalui bidang 

penelitian ilmiah  dan pengembangan teknologi tepat guna. 

f. Agar standar kualifikasi akademik terpenuhi, kepala/tenaga administrasi 

dihimbau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.  

g. Gunakan dan tingkatkan macam teknik penilaian,   tingkatkan intensitas 

analisis hasil evaluasi, dan pemberian balikan hasil kerja siswa disertai 

masukan/komentar yang mendidik.  

3. Jenjang Satuan Pendidikan SMA/MA 

a. Frekuensi dan macam penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak 

terstruktur perlu ditingkatkan untuk membantu siswa agar memiliki tingkat 

penguasaan kompetensi dasar yang tinggi (tugas rumah, praktik laboratorium, 

portofolio, dan projek).  

b. Frekuensi pemantauan proses pembelajaran oleh kepala sekolah harus 

ditingkatkan, supervisi meliputi semua aspek,  hasilnya harus disampaikan 

kepada guru-guru, dan supervisi dilaksankan sampai pada tahap tindak lanjut  

agar fungsi dan tujuan supervisi  mencapai sasaran. 

c. Tingkatkan frekuensi penggunaan media dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan  pemahaman dan serapan materi peserta didik. 

d. Apabila jumlahnya sudah memadai, tingkatkan frekuensi penggunaan TI 

dalam pembelajaran. 
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I. Lampiran : Tabel Data Hasil Penelitian Jenjang SD/MI 

Tabel 4.1  Ketercapaian Kriteria Standar Isi SD/MI Kabupaten Bengkulu Selatan 

NO NAMA SD/MI Perolehan 
Skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 

Kriteria 

1 SD N 1 BS 19 79,17 KS 

2 SD N 5 BS 20 83,00 S 

3 SD N 10 BS 15 62,50 KS 

4 SD N 12 BS 15 62,50 KS 

5 SD N 18 BS 16 66,67 KS 

6 SD N 21 BS 20 83,33 S 

7 SD N 27 BS 18 75,00 KS 

8 SD N 28 BS 18 75,00 KS 

9 SD N 30 BS 18 75,00 KS 

10 SD N 32 BS 14 58,33 KS 

11 SD N 37 BS 18 75,00 KS 

12 SD N 38 BS 15 62,50 KS 

13 SD N46 BS 19 79,17 KS 

14 SD N 49 BS 18 75,00 KS 

15 SD N 51 BS 14 58,33 KS 

16 SD N 58 BS 16 66,67 KS 

17 SD N 61 BS 17 70,83 KS 

18 SD N 66 BS 14 58,33 KS 

19 SD N 67 BS 18 75,00 KS 

20 SD N 69 BS 19 79,17 KS 

21 SD N 71 BS 18 75,00 KS 

22 SD N 81 BS 17 70,83 KS 

23 SD N 83 BS 16 66,67 KS 

24 SD N 86 BS 18 75,00 KS 

25 SD N 89 BS 16 66,67 KS 

26 SD N 91 BS 13 54,17 KS 

27 SD N 92 BS 17 70,83 KS 

28 SD N 96 BS 18 75,00 KS 

29 SD N 102 BS 17 70,83 KS 

30 SD N 105 BS 14 58,33 KS 

31 SD N 109 BS 13 54,17 KS 

32 SD N 110 BS 17 70,83 KS 

33 SD N 113 BS 17 70,83 KS 

34 SD N 119 BS 13 54,17 KSS 

35 MI ALQ BA 15 62,50 KS 
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36 MIM PL. SIRING BS 16 66,67 KS 

37 MIN BETUNGAN BS 17 71,00 KS 

38 MIN PL BKRNG BS 19 79,17 KS 

39 MIN TL. TINGGI BS 16 66,67 KS 

JUMLAH 648 69,23 KS 

Keterangan : 

Skala Interval  :  
20  –  24 : Standar ( S )  

 13  –  19 : Kurang Standar ( KS )  
8 – 12 : Kurang Standar Sekali ( KSS )  
N Ketercapaian (%) : 

 83,33 –  100 : Standar ( S ) 
54,17  –  76,17 : Kurang Standar (KS) 
33,33   –  50,00 : Kurang Standar Sekali ( KSS ) 
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Tabel 4.2  Ketercapaian Kriteria Standar Proses SD/MI Kabupaten Bengkulu Selatan 

NO NAMA SD/MI Perolehan 
Skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 

Kriteria 

1 SD N 1 BS 24 80,00 S 

2 SD N 5 BS 20 67,00 KS 

3 SD N 10 BS 16 53,33 KSS 

4 SD N 12 BS 22 73,33 KS 

5 SD N 18 BS 22 73,33 KS 

6 SD N 21 BS 23 76,67 KS 

7 SD N 27 BS 21 70,00 KS 

8 SD N 28 BS 21 70,00 KS 

9 SD N 30 BS 23 76,67 KS 

10 SD N 32 BS 17 56,67 KS 

11 SD N 37 BS 23 76,67 KS 

12 SD N 38 BS 16 53,33 KSS 

13 SD N46 BS 17 56,67 KS 

14 SD N 49 BS 17 56,67 KS 

15 SD N 51 BS 16 53,33 KSS 

16 SD N 58 BS 20 66,67 KS 

17 SD N 61 BS 21 70,00 KS 

18 SD N 66 BS 18 60,00 KS 

19 SD N 67 BS 19 63,33 KS 

20 SD N 69 BS 10 33,33 KSS 

21 SD N 71 BS 16 53,33 KSS 

22 SD N 81 BS 17 56,67 KS 

23 SD N 83 BS 22 73,33 KS 

24 SD N 86 BS 12 40,00 KSS 

25 SD N 89 BS 17 56,67 KS 

26 SD N 91 BS 15 50,00 KSS 

27 SD N 92 BS 23 76,67 KS 

28 SD N 96 BS 18 60,00 KS 

29 SD N 102 BS 19 63,33 KS 

30 SD N 105 BS 15 50,00 KSS 

31 SD N 109 BS 16 53,33 KSS 

32 SD N 110 BS 19 63,33 KS 

33 SD N 113 BS 20 66,67 KS 

34 SD N 119 BS 17 56,67 KS 

35 MI ALQ BA 23 76,67 KS 
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36 MIM PL. SIRING BS 20 66,67 KS 

37 MIN BETUNGAN BS 19 63,00 KS 

38 MIN PL BKRNG BS 17 56,67 KS 

39 MIN TL. TINGGI BS 22 73,33 KS 

JUMLAH 733 62,65 KS 
Keterangan : 

Skala Interval  :  
24  –  30 : Standar ( S )  

 17  –  23 : Kurang Standar ( KS )  
10– 16 : Kurang Standar Sekali ( KSS )  
N Ketercapaian (%) : 

 80,00 –  100 : Standar ( S ) 
56,67 –  76,67 : Kurang Standar (KS) 
33,33   –  50,00 : Kurang Standar Sekali ( KSS ) 
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Tabel 4.3   Ketercapaian Kriteria Standar Kompetensi Lulusan SD/MI Kabupaten 

Bengkulu Selatan 

NO NAMA SD/MI Perolehan 
Skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 

Kriteria 

1 SD N 1 BS 36 100 S 

2 SD N 5 BS 33 92,00 S 

3 SD N 10 BS 19 52,78 KSS 

4 SD N 12 BS 27 75,00 KS 

5 SD N 18 BS 29 80,56 S 

6 SD N 21 BS 33 91,67 S 

7 SD N 27 BS 35 97,22 S 

8 SD N 28 BS 31 86,11 S 

9 SD N 30 BS 33 91,67 S 

10 SD N 32 BS 20 55,56 KS 

11 SD N 37 BS 32 88,89 S 

12 SD N 38 BS 32 88,89 S 

13 SD N46 BS 35 97,22 S 

14 SD N 49 BS 24 66,67 KS 

15 SD N 51 BS 32 88,89 S 

16 SD N 58 BS 28 77,78 KS 

17 SD N 61 BS 34 94,44 S 

18 SD N 66 BS 32 88,89 S 

19 SD N 67 BS 32 88,89 S 

20 SD N 69 BS 31 86,11 S 

21 SD N 71 BS 24 66,67 KS 

22 SD N 81 BS 28 77,78 KS 

23 SD N 83 BS 35 97,22 S 

24 SD N 86 BS 31 86,11 S 

25 SD N 89 BS 33 91,67 S 

26 SD N 91 BS 21 58,33 KS 

27 SD N 92 BS 34 94,44 S 

28 SD N 96 BS 33 91,67 S 

29 SD N 102 BS 32 88,89 S 

30 SD N 105 BS 24 66,67 KS 

31 SD N 109 BS 14 38,89 KSS 

32 SD N 110 BS 30 83,33 S 

33 SD N 113 BS 19 52,78 KSS 

34 SD N 119 BS 32 88,89 S 

35 MI ALQ BA 27 75,00 KS 
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36 MIM PL. SIRING BS 23 63,89 KS 

37 MIN BETUNGAN BS 30 83,00 S 

38 MIN PL BKRNG BS 28 77,78 KS 

39 MIN TL. TINGGI BS 20 55,56 KSS 

JUMLAH 1126 80,20 S 

Keterangan : 

Skala Interval  :  
29  –  36 : Standar ( S )  

 20  –28 : Kurang Standar ( KS )  
12– 19 : Kurang Standar Sekali ( KSS )  
N Ketercapaian (%) : 

 80,56 –  100 : Standar ( S ) 
55,56 –  77,78 : Kurang Standar (KS) 
33,33   –  52,78 : Kurang Standar Sekali ( KSS ) 
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Tabel 4.4  Ketercapaian Kriteria Standar Tendik dan Kependidikan SD/MI 

Kabupaten Bengkulu Selatan 

NO NAMA SD/MI Perolehan 
Skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 

Kriteria 

1 SD N 1 BS 24 72,73 KS 

2 SD N 5 BS 22 67,00 KS 

3 SD N 10 BS 11 33,33 KSS 

4 SD N 12 BS 17 51,52 KSS 

5 SD N 18 BS 20 60,61 KS 

6 SD N 21 BS 12 36,36 KSS 

7 SD N 27 BS 12 36,36 KSS 

8 SD N 28 BS 12 36,36 KSS 

9 SD N 30 BS 13 39,39 KSS 

10 SD N 32 BS 12 36,36 KSS 

11 SD N 37 BS 16 48,48 KSS 

12 SD N 38 BS 13 39,39 KSS 

13 SD N46 BS 20 60,61 KS 

14 SD N 49 BS 11 33,33 KSS 

15 SD N 51 BS 13 39,39 KSS 

16 SD N 58 BS 16 48,48 KSS 

17 SD N 61 BS 19 57,58 KS 

18 SD N 66 BS 14 42,42 KSS 

19 SD N 67 BS 13 39,39 KSS 

20 SD N 69 BS 14 42,42 KSS 

21 SD N 71 BS 13 39,39 KSS 

22 SD N 81 BS 18 54,55 KS 

23 SD N 83 BS 12 36,36 KSS 

24 SD N 86 BS 18 54,55 KS 

25 SD N 89 BS 15 45,45 KSS 

26 SD N 91 BS 12 36,36 KSS 

27 SD N 92 BS 18 54,55 KS 

28 SD N 96 BS 25 75,76 KS 

29 SD N 102 BS 16 48,48 KSS 

30 SD N 105 BS 19 57,58 KS 

31 SD N 109 BS 14 42,42 KSS 

32 SD N 110 BS 12 36,36 KSS 

33 SD N 113 BS 22 66,67 KS 

34 SD N 119 BS 14 42,42 KSS 

35 MI ALQ BA 20 60,61 KS 

36 MIM PL. SIRING BS 11 33,33 KSS 
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37 MIN BETUNGAN BS 24 73,00 KS 

38 MIN PL BKRNG BS 12 36,36 KSS 

39 MIN TL. TINGGI BS 17 51,52 KSS 

JUMLAH 616 47,86 KSS 
Keterangan : 

Skala Interval  :  
27  –  33 : Standar ( S )  

 18  –26 : Kurang Standar ( KS )  
11– 17 : Kurang Standar Sekali ( KSS )  
N Ketercapaian (%) : 

 81,82 –  100 : Standar ( S ) 
54,55 –  78,79 : Kurang Standar (KS) 
33,33   –  51,52 : Kurang Standar Sekali ( KSS ) 
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Tabel 4.5  Ketercapaian Kriteria Standar Sarana dan Praarana SD/MI Kabupaten 

Bengkulu Selatan 

NO NAMA SD/MI Perolehan 
Skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 

Kriteria 

1 SD N 1 BS 23 95,83 S 

2 SD N 5 BS 22 92,00 S 

3 SD N 10 BS 21 87,50 S 

4 SD N 12 BS 21 87,50 S 

5 SD N 18 BS 22 91,67 S 

6 SD N 21 BS 21 87,50 S 

7 SD N 27 BS 21 87,50 S 

8 SD N 28 BS 23 95,83 S 

9 SD N 30 BS 21 87,50 S 

10 SD N 32 BS 18 75,00 KS 

11 SD N 37 BS 23 95,83 S 

12 SD N 38 BS 21 87,50 S 

13 SD N46 BS 21 87,50 S 

14 SD N 49 BS 18 75,00 KS 

15 SD N 51 BS 23 95,83 S 

16 SD N 58 BS 17 70,83 KS 

17 SD N 61 BS 22 91,67 S 

18 SD N 66 BS 22 91,67 S 

19 SD N 67 BS 23 95,83 S 

20 SD N 69 BS 20 83,33 S 

21 SD N 71 BS 21 87,50 S 

22 SD N 81 BS 18 75,00 KS 

23 SD N 83 BS 23 95,83 S 

24 SD N 86 BS 18 75,00 KS 

25 SD N 89 BS 22 91,67 S 

26 SD N 91 BS 22 91,67 S 

27 SD N 92 BS 23 95,83 S 

28 SD N 96 BS 23 85,83 S 

29 SD N 102 BS 22 91,67 S 

30 SD N 105 BS 21 87,50 S 

31 SD N 109 BS 14 58,33 KSS 

32 SD N 110 BS 22 91,67 S 

33 SD N 113 BS 21 87,50 S 

34 SD N 119 BS 16 66,67 KS 

35 MI ALQ BA 19 79,17 KS 

36 MIM PL. SIRING BS 22 91,67 S 
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37 MIN BETUNGAN BS 23 96,00 S 

38 MIN PL BKRNG BS 13 54,17 KS 

39 MIN TL. TINGGI BS 22 91,67 S 

JUMLAH 808 86,32 S 

Keterangan : 

Skala Interval :  
20  –  24 : Standar ( S )  

 13  –19 : Kurang Standar ( KS )  
8– 12 : Kurang Standar Sekali ( KSS )  
N Ketercapaian (%) : 

 83,33 –  100 : Standar ( S ) 
54,17 –  79,17 : Kurang Standar (KS) 
33,33   –  50,00 : Kurang Standar Sekali ( KSS ) 
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Tabel 4.6  Ketercapaian Kriteria Standar Pengelolaan SD/MI Kabupaten Bengkulu 

Selatan 

NO NAMA SD/MI Perolehan 
Skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 

Kriteria 

1 SD N 1 BS 9 75,00 KS 

2 SD N 5 BS 8 67,00 KS 

3 SD N 10 BS 9 75,00 KS 

4 SD N 12 BS 8 66,67 KS 

5 SD N 18 BS 7 58,33 KS 

6 SD N 21 BS 10 83,33 S 

7 SD N 27 BS 10 83,33 S 

8 SD N 28 BS 8 66,67 KS 

9 SD N 30 BS 8 66,67 KS 

10 SD N 32 BS 10 83,33 S 

11 SD N 37 BS 5 41,67 KSS 

12 SD N 38 BS 11 91,67 S 

13 SD N46 BS 8 66,67 KS 

14 SD N 49 BS 7 58,33 KS 

15 SD N 51 BS 10 83,33 S 

16 SD N 58 BS 8 66,67 KS 

17 SD N 61 BS 12 100 S 

18 SD N 66 BS 8 66,67 KS 

19 SD N 67 BS 9 75,00 KS 

20 SD N 69 BS 6 50,00 KSS 

21 SD N 71 BS 7 58,33 KS 

22 SD N 81 BS 9 75,00 KS 

23 SD N 83 BS 8 66,67 KS 

24 SD N 86 BS 7 58,33 KS 

25 SD N 89 BS 7 58,33 KS 

26 SD N 91 BS 6 50,00 KSS 

27 SD N 92 BS 8 66,67 KS 

28 SD N 96 BS 8 66,67 KS 

29 SD N 102 BS 8 66,67 KS 

30 SD N 105 BS 6 50,00 KS 

31 SD N 109 BS 7 58,33 KS 

32 SD N 110 BS 8 66,67 KS 

33 SD N 113 BS 6 50,00 KSS 

34 SD N 119 BS 10 83,33 S 

35 MI ALQ BA 10 83,33 S 

36 MIM PL. SIRING BS 8 66,67 KS 
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37 MIN BETUNGAN BS 10 83,00 S 

38 MIN PL BKRNG BS 8 66,67 KS 

39 MIN TL. TINGGI BS 8 66,67 KS 

JUMLAH 320 68,38 KS 

Keterangan : 

Skala Interval :  
10  –  12 : Standar ( S )  

 7    –  9 : Kurang Standar ( KS )  
4–    6 : Kurang Standar Sekali ( KSS )  
N Ketercapaian (%) : 

 83,33 –  100 : Standar ( S ) 
58,33 –  75,00 : Kurang Standar (KS) 
33,33   –  50,00 : Kurang Standar Sekali ( KSS ) 
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Tabel 4.7  Ketercapaian Kriteria Standar Pembiayaan SD/MI Kabupaten Bengkulu 

Selatan 

NO NAMA SD/MI Perolehan 
Skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 

Kriteria 

1 SD N 1 BS 8 88,89 S 

2 SD N 5 BS 9 100 S 

3 SD N 10 BS 7 77,78 KS 

4 SD N 12 BS 4 44,44 KSS 

5 SD N 18 BS 6 66,67 KS 

6 SD N 21 BS 6 66,67 KS 

7 SD N 27 BS 9 100 S 

8 SD N 28 BS 5 55,56 KS 

9 SD N 30 BS 9 100 S 

10 SD N 32 BS 7 77,78 KS 

11 SD N 37 BS 6 66,67 KS 

12 SD N 38 BS 7 77,78 KS 

13 SD N46 BS 7 77,78 KS 

14 SD N 49 BS 6 66,67 KS 

15 SD N 51 BS 7 77,78 KS 

16 SD N 58 BS 6 66,67 KS 

17 SD N 61 BS 7 77,78 KS 

18 SD N 66 BS 6 66,67 KS 

19 SD N 67 BS 5 55,56 KS 

20 SD N 69 BS 8 88,89 S 

21 SD N 71 BS 5 55,56 KS 

22 SD N 81 BS 6 66,67 KS 

23 SD N 83 BS 6 66,67 KS 

24 SD N 86 BS 9 100 S 

25 SD N 89 BS 6 66,67 KS 

26 SD N 91 BS 6 66,67 KS 

27 SD N 92 BS 8 88,89 S 

28 SD N 96 BS 6 66,67 KS 

29 SD N 102 BS 7 77,78 KS 

30 SD N 105 BS 4 44,44 KSS 

31 SD N 109 BS 5 55,56 KS 

32 SD N 110 BS 7 77,78 KS 

33 SD N 113 BS 6 66,67 KS 

34 SD N 119 BS 6 66,67 KS 

35 MI ALQ BA 5 55,56 KS 

36 MIM PL. SIRING BS 7 77,78 KS 
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37 MIN BETUNGAN BS 9 100 S 

38 MIN PL BKRNG BS 7 77,78 KS 

39 MIN TL. TINGGI BS 9 100 S 

JUMLAH 259 73,79 KS 

Keterangan : 

Skala Interval :  
8  –  9 : Standar ( S )  

 5  –7 : Kurang Standar ( KS )  
3–  4 : Kurang Standar Sekali ( KSS )  
N Ketercapaian (%) : 

 88,89 –  100 : Standar ( S ) 
55,56 –  77,78 : Kurang Standar (KS) 
33,33   –    44,44 : Kurang Standar Sekali ( KSS ) 
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Tabel 4.8  Ketercapaian Kriteria Standar Penilaian SD/MI Kabupaten Bengkulu 

Selatan 

NO NAMA SD/MI Perolehan 
Skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 

Kriteria 

1 SD N 1 BS 33 84,62 S 

2 SD N 5 BS 30 77,00 KS 

3 SD N 10 BS 28 71,79 KS 

4 SD N 12 BS 31 79,49 S 

5 SD N 18 BS 28 71,79 KS 

6 SD N 21 BS 29 74,36 KS 

7 SD N 27 BS 30 76,92 KS 

8 SD N 28 BS 27 69,23 KS 

9 SD N 30 BS 32 82,05 S 

10 SD N 32 BS 26 66,67 KS 

11 SD N 37 BS 29 74,36 KS 

12 SD N 38 BS 26 66,67 KS 

13 SD N46 BS 32 82,05 S 

14 SD N 49 BS 23 58,97 KS 

15 SD N 51 BS 27 69,23 KS 

16 SD N 58 BS 25 64,10 KS 

17 SD N 61 BS 31 79,49 S 

18 SD N 66 BS 30 76,92 KS 

19 SD N 67 BS 32 82,05 S 

20 SD N 69 BS 32 82,05 S 

21 SD N 71 BS 26 66,67 KS 

22 SD N 81 BS 28 71,79 KS 

23 SD N 83 BS 29 74,36 KS 

24 SD N 86 BS 28 71,79 KS 

25 SD N 89 BS 30 76,92 KS 

26 SD N 91 BS 30 76,92 KS 

27 SD N 92 BS 30 76,92 KS 

28 SD N 96 BS 30 76,92 KS 

29 SD N 102 BS 26 66,67 KS 

30 SD N 105 BS 28 71,79 KS 

31 SD N 109 BS 26 66,67 KS 

32 SD N 110 BS 30 76,92 KS 

33 SD N 113 BS 27 69,23 KS 

34 SD N 119 BS 25 64,10 KS 

35 MI ALQ BA 34 87,18 S 

36 MIM PL. SIRING BS 29 74,36 KS 
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37 MIN BETUNGAN BS 30 77,00 KS 

38 MIN PL BKRNG BS 29 74,36 KS 

39 MIN TL. TINGGI BS 31 79,49 S 

JUMLAH 1127 74,10 KS 

Keterangan : 

Skala Interval :  
31–  39 : Standar ( S )  

 22  –30 : Kurang Standar ( KS )  
13–  21 : Kurang Standar Sekali ( KSS )  
N Ketercapaian (%) : 

    79,49 –  100 : Standar ( S ) 
56,41 –  76,92 : Kurang Standar (KS) 
33,33   –    53,85 : Kurang Standar Sekali ( KSS ) 
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Tabel 4. 9 :  Pencapaian Kriteria 8 Standar Nasional Pendidikan  SDMI Negeri di  

Kabupaten Bengkulu Selatan   

 

No Nama Sekolah 
Kriteria 8 Standar Nasional Pendidikan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 SD N 1 BS KS S S KS S KS S S 

2 SD N 5 BS S KS S KS S KS S KS 

3 SD N 10 BS KS KSS KSS KSS S KS KS KS 

4 SD N 12 BS KS KS KS KSS S KS KSS S 

5 SD N 18 BS KS KS S KS S KS KS KS 

6 SD N 21 BS S KS S KSS S S KS KS 

7 SD N 27 BS KS KS S KSS S S S KS 

8 SD N 28 BS KS KS S KSS S KS KS KS 

9 SD N 30 BS KS KS S KSS S KS S S 

10 SD N 32 BS KS KS KS KSS KS S KS KS 

11 SD N 37 BS KS KS S KSS S KSS KS KS 

12 SD N 38 BS KS KSS S KSS S S KS KS 

13 SD N 46 BS KS KS S KS S KS KS S 

14 SD N 49 BS KS KS KS KSS KS KS KS KS 

15 SD N 51 BS KS KSS S KSS S S KS KS 

16 SD N 58 BS KS KS KS KSS KS KS KS KS 

17 SD N 61 BS KS KS S KS S S KS S 

1 SD N 66 BS KS KS S KSS S KS KS KS 

19 SD N 67 BS KS KS S KSS S KS KS S 

20 SD N 69 BS KS KSS S KSS S KSS S S 

21 SD N 71 BS KS KSS KS KSS S KS KS KS 

22 SD N 81 BS KS KS KS KS KS KS KS KS 
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23 SD N 83 BS KS KS S KSS S KS KS KS 

24 SD N 86 BS KS KSS S KS KS KS S KS 

25 SD N 89 BS KS KS S KSS S KS KS KS 

26 SD N 91 BS KS KSS KS KSS S KSS KS KS 

27 SD N 92 BS KS KS S KS S KS S KS 

28 SD N 96  BS KS KS S KS S KS KS KS 

29 SD N 102  BS KS KS S KSS S KS KS KS 

30 SD N 105  BS KS KSS KS KS S KS KSS KS 

31 SD N 109  BS KS KSS KSS KSS KSS KS KS KS 

32 SD N 110  BS KS KS S KSS S KS KS KS 

33 SD N 113  BS KS KS KSS KS S KSS KS KS 

34 SD N 119  BS KSS KS S KSS KS S KS KS 

35 MI ALQ BS KS KS KS KS KS S KS S 

36 MIM PL. 
SIRING 

KS KS KS KSS S KS KS KS 

37 MIN 
BETUNGAN 

KS KS S KS S S S KS 

38 
MIN PL. 
BENGKERUN
G 

KS KS KS KSS KS KS KS 
KS 

39 MIN TL. 
TINGGI 

KS KS KSS KSS S KS S S 
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II. Lampiran : Tabel Data Hasil Penelitian Jenjang SMP/MTs 

  

Tabel 4.10 :Ketercapaian Kriteria Standar Isi SMP/MTs. Negeri di Kabupaten 

Bengkulu Selatan sebagai sekolah sampel 

No Sekolah 
Perolehan  

skor 
N Keterpenuhan 

(%) 
Kriteria 

1 SMPN  1  Bengkulu Selatan 19 79,17 KS 

2 SMPN  3  Bengkulu Selatan 19 79,17 KS 

3 SMPN  4  Bengkulu Selatan 20 83,33 S 

4 SMPN  5  Bengkulu Selatan 17 70,83 KS 

5 SMPN  6  Bengkulu Selatan 20 83,33 S 

6 SMPN  7  Bengkulu Selatan 18 75,00 KS 

7 SMPN  8  Bengkulu Selatan 17 70,83 KS 

8 SMPN  10  Bengkulu Selatan 19 79,17 KS 

9 SMPN  11  Bengkulu Selatan 17 70,83 KS 

10 SMPN  14  Bengkulu Selatan 14 58,33 KS 

11 SMPN  17  Bengkulu Selatan 17 70,83 KS 

12 SMP IT Bengkulu Selatan 22 91,67 S 

13 MTs.N  1  Bengkulu Selatan 17 70,83 KS 

JUMLAH 236 75,64 KS 

 
Keterangan : 

Skala Interval :  
 20 – 24  : Standar ( S )  

 13 – 19 : Kurang Standar ( KS )  
  8 – 12  : Kurang Standar Sekali ( KSS )  
  N Ketercapaian (%) : 

83,33   – 100 : Standar ( S ) 
 56,67  – 76,67: Kurang Standar (KS) 

33,33   – 53,33 : Kurang Standar Sekali ( KSS ) 
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Tabel 4.11 : Ketercapaian kriteria Standar Proses SMP/MTs. Negeri di Kabupaten      

Bengkulu Selatan sebagai sekolah sampel   

 

No Sekolah 
Perolehan  

skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 
Kriteria 

1 SMPN  1  Bengkulu Selatan 26 86,67 S 

2 SMPN  3  Bengkulu Selatan 25 83,33 S 

3 SMPN  4  Bengkulu Selatan 23 76,67 KS 

4 SMPN  5  Bengkulu Selatan 18 60,00 KS 

5 SMPN  6  Bengkulu Selatan 23 76,67 KS 

6 SMPN  7  Bengkulu Selatan 23 76,67 KS 

7 SMPN  8  Bengkulu Selatan 17 56,67 KS 

8 SMPN  10  Bengkulu Selatan 22 73,33 KS 

9 SMPN  11  Bengkulu Selatan 15 50,00 KS 

10 SMPN  14  Bengkulu Selatan 17 56,67 KS 

11 SMPN  17  Bengkulu Selatan 23 76,67 KS 

12 SMP IT Bengkulu Selatan 27 90 S 

13 MTs.N  1  Bengkulu Selatan 19 63,33 KS 

JUMLAH 278 71,28 KS 

 
        Keterangan : 

       Skala Interval :  
       24 – 30  : Standar ( S )  
       17 – 23 : Kurang Standar ( KS )  
       10 – 16  : Kurang Standar Sekali ( KSS )  
       N Ketercapaian (%) : 
       80,00   –  100 : Standar ( S ) 
       56,67  – 76,67 : Kurang Standar (KS) 
       33,33   –  53,33 : Kurang Standar Sekali ( KSS ) 
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Tabel 4.12 :  Ketercapaian Kriteria Standar Kompetensi Lulusan SMP/MTs. Negeri 

di Kabupaten  Bengkulu Selatan sebagai sekolah sampel   

No Sekolah 
Perolehan  

skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 
Kriteria 

1 SMPN  1  Bengkulu Selatan 36 100 S 

2 SMPN  3  Bengkulu Selatan 34 94,44 S 

3 SMPN  4  Bengkulu Selatan 35 97,22 S 

4 SMPN  5  Bengkulu Selatan 31 86,11 S 

5 SMPN  6  Bengkulu Selatan 35 97,22 S 

6 SMPN  7  Bengkulu Selatan 32 88,89 S 

7 SMPN  8  Bengkulu Selatan 32 88,89 S 

8 SMPN  10  Bengkulu Selatan 34 94,44 S 

9 SMPN  11  Bengkulu Selatan 19 52,78 KSS 

10 SMPN  14  Bengkulu Selatan 30 83,33 S 

11 SMPN  17  Bengkulu Selatan 32 88,89 S 

12 SMP IT Bengkulu Selatan 36 100 S 

13 MTs.N  1  Bengkulu Selatan 34 94,44 S 

JUMLAH 420 89,74 S 

 

Keterangan : 

Skala Interval :  
 29 – 36  : Standar ( S )  
 20 – 28 : Kurang Standar ( KS )  
\ 12 – 19  : Kurang Standar Sekali ( KSS )  

N Ketercapaian (%) : 
80,56 –100 : Standar ( S ) 
55,56 – 77,78 : Kurang Standar (KS) 

     33,33   – 52,78 : Kurang Standar Sekali ( KSS ) 
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Tabel 4.13 :Ketercapaian Kriteria Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP/MTs. 

Negeri di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sekolah sampel   

 

No Sekolah 
Perolehan  

skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 
Kriteria 

1 SMPN  1  Bengkulu Selatan 26 78,79 KS 

2 SMPN  3  Bengkulu Selatan 26 78,79 KS 

3 SMPN  4  Bengkulu Selatan 27 81,82 S 

4 SMPN  5  Bengkulu Selatan 29 87,88 S 

5 SMPN  6  Bengkulu Selatan 28 84,85 S 

6 SMPN  7  Bengkulu Selatan 26 78,79 KS 

7 SMPN  8  Bengkulu Selatan 27 81,82 S 

8 SMPN  10  Bengkulu Selatan 28 84,85 S 

9 SMPN  11  Bengkulu Selatan 26 78,79 KS 

10 SMPN  14  Bengkulu Selatan 24 72,72 KS 

11 SMPN  17  Bengkulu Selatan 25 75,76 KS 

12 SMP IT Begkulu Selatan 27 81,82 S 

13 MTs.N  1  Bengkulu Selatan 27 81,82 S 

JUMLAH 346 80,65 S 

Keterangan : 

Skala Interval :  
 27 – 33  : Standar ( S )  
 18 – 26 : Kurang Standar ( KS )  
 11 –  17 : Kurang Standar Sekali ( KSS ) 
 N Ketercapaian (%) : 
  81,82 – 100 : Standar ( S ) 
54,55– 78,79 : Kurang Standar (KS) 
 33,33  – 51,52 : Kurang Standar Sekali ( KSS ) 
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Tabel 4.14 :  Ketercapaian kriteria Sarana dan Prasarana Lulusan SMP/MTs. Negeri di   

Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sekolah sampel  

 

No Sekolah 
Perolehan  

skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 
Kriteria 

1 SMPN  1  Bengkulu Selatan 30 100 S 

2 SMPN  3  Bengkulu Selatan 29 96,67 S 

3 SMPN  4  Bengkulu Selatan 24 80,00 S 

4 SMPN  5  Bengkulu Selatan 26 86,67 S 

5 SMPN  6  Bengkulu Selatan 29 96,67 S 

6 SMPN  7  Bengkulu Selatan 28 93,33 S 

7 SMPN  8  Bengkulu Selatan 21 70,00 KS 

8 
SMPN  10  Bengkulu 
Selatan 

27 90,00 S 

9 
SMPN  11  Bengkulu 
Selatan 

23 76,67 KS 

10 
SMPN  14  Bengkulu 
Selatan 

29 96,67 S 

11 
SMPN  17  Bengkulu 
Selatan 

25 83,33 S 

12 SMP IT Bengkulu Selatan 21 70,00 KS 

13 MTs.N  1  Bengkulu Selatan 23 76,67 KS 

JUMLAH 335 85,90 S 

  Keterangan : 

Skala Interval  :  
  24– 30  : Standar ( S )  
17  – 23 : Kurang Standar ( KS )  
10– 16 : Kurang Standar Sekali ( KSS )  
N Ketercapaian (%) : 
   80,00 – 100 : Standar ( S ) 
   56,67   – 76,67 : Kurang Standar (KS) 
   33,33  – 53,33 : Kurang Standar Sekali ( KSS ) 
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Tabel 4.15 : Ketercapaian Kriteria Standar Pengelolaan SMP/MTs. Negeri di 

Kabupaten Bengkulu   Selatan sebagai sekolah sampel   

 

No Sekolah 
Perolehan  

skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 
Kriteria 

1 SMPN  1  Bengkulu Selatan 12 100 S 

2 SMPN  3  Bengkulu Selatan 7 58,33 KS 

3 SMPN  4  Bengkulu Selatan 9 75,00 KS 

4 SMPN  5  Bengkulu Selatan 12 100 S 

5 SMPN  6  Bengkulu Selatan 11 91,67 S 

6 SMPN  7  Bengkulu Selatan 10 83,33 S 

7 SMPN  8  Bengkulu Selatan 9 75,00 KS 

8 SMPN  10  Bengkulu Selatan 12 100,00 S 

9 SMPN  11  Bengkulu Selatan 8 67,67 KS 

10 SMPN  14  Bengkulu Selatan 11 91,67 S 

11 SMPN  17  Bengkulu Selatan 9 75,00 S 

12 SMP IT Bengkulu Selatan 11 91,67 S 

13 MTs.N  1  Bengkulu Selatan 6 50,00 KSS 

JUMLAH 127 81,41 S 

 

Keterangan : 

Skala Interval  :  
10– 12 : Standar ( S )  
7 –   9 : Kurang Standar ( KS )  
4– 6 : Kurang Standar Sekali ( KSS )  
N Ketercapaian (%) : 
83,33  – 100 : Standar ( S ) 
58,33 – 75,00 : Kurang Standar (KS) 
33,33   – 50,00 : Kurang Standar Sekali ( KSS ) 
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Tabel 4.16 : Ketercapaian Kriteria Standar Pembiayaan SMP/MTs. Negeri di 

Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sekolah sampel   

 

No Sekolah 
Perolehan  

skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 
Kriteria 

1 SMPN  1  Bengkulu Selatan 8 88,89 S 

2 SMPN  3  Bengkulu Selatan 9 100 S 

3 SMPN  4  Bengkulu Selatan 9 100 S 

4 SMPN  5  Bengkulu Selatan 8 88,89 S 

5 SMPN  6  Bengkulu Selatan 9 100 S 

6 SMPN  7  Bengkulu Selatan 9 100 S 

7 SMPN  8  Bengkulu Selatan 6 66,67 KS 

8 SMPN  10  Bengkulu Selatan 9 100 S 

9 SMPN  11  Bengkulu Selatan 5 55,56 KS 

10 SMPN  14  Bengkulu Selatan 9 100 S 

11 SMPN  17  Bengkulu Selatan 7 77,78 KS 

12 SMP IT Bengkulu Selatan 9 100 S 

13 MTs.N  1  Bengkulu Selatan 7 77,78 KSS 

JUMLAH 104 88,89 S 

 

Keterangan : 

Skala Interval  :  
8 – 9 : Standar ( S )  
 5 – 7 : Kurang Standar ( KS )  
 3 – 4 : Kurang Standar Sekali ( KKS )  
N Ketercapaian (%) : 
 88,89 – 100 : Standar ( S ) 
 55,55 – 77,78 : Kurang Standar (KS) 
 33,33   –    44,44 : Kurang Standar Sekali ( KKS ) 
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Tabel 4.17 : Ketercapaian kriteria Penilaian SMP/MTs. Negeri di Kabupaten 

Bengkulu Selatan sebagai sekolah sampel   

 

No Sekolah 
Perolehan  

skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 
Kriteria 

1 SMPN  1  Bengkulu Selatan 36 92,31 S 

2 SMPN  3  Bengkulu Selatan 33 84,62 S 

3 SMPN  4  Bengkulu Selatan 30 76,92 KS 

4 SMPN  5  Bengkulu Selatan 31 79,49 S 

5 SMPN  6  Bengkulu Selatan 33 84,62 S 

6 SMPN  7  Bengkulu Selatan 33 84,62 S 

7 SMPN  8  Bengkulu Selatan 29 74,36 KS 

8 SMPN  10  Bengkulu Selatan 33 84,62 S 

9 SMPN  11  Bengkulu Selatan 25 64,10 KS 

10 SMPN  14  Bengkulu Selatan 31 79,49 S 

11 SMPN  17  Bengkulu Selatan 25 64,10 KS 

12 SMP IT Bengkulu Selatan 20 51,28 KS 

13 MTs.N  1  Bengkulu Selatan 29 74,36 KS 

JUMLAH 388 76,53 KS 

Keterangan : 

Skala Interval :  
31 – 39 : Standar ( S )  
22 – 30 : Kurang Standar ( KS )  
13 – 21  : Kurang Standar Sekali ( KSS )  
N Ketercapaian (%) : 
83,33   – 100 : Standar ( S ) 
56,67  – 76,67 : Kurang Standar (KS) 
33,33   – 53,33 : Kurang Standar Sekali ( KSS ) 
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  Tabel 4. 18 :  Pencapaian Kriteria 8 Standar Nasional Pendidikan  SMP/MTs 

Negeri di  Kabupaten Bengkulu Selatan  

 

No Nama Sekolah 
Standar Pendidikan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 SMPN 1 BS KS S S KS S S S S 

2 SMPN 3 BS KS S S KS S KS S S 

3 SMPN 4 BS S KS S S S KS S KS 

4 SMPN 5 BS KS KS S S S S S S 

5 SMPN 6 BS S KS S S S S S S 

6 SMPN 7 BS KS KS S KS S S S S 

7 SMPN 8 BS KS KS S S KS KS KS KS 

8 SMPN 10 BS KS KS S S S S S S 

9 SMPN 11 BS KS KS KSS KS KS KS KS KS 

10 SMPN 14 BS KS KS S KS S S S S 

11 SMPN 17 BS KS KS S KS S S KS KS 

12 SMP IT BS S S S S KS S S KS 

13 MTsN 1 BS KS KS S S KS KSS KSS KS 
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III. Lampiran : Tabel  Data Hasil Penelitian SMA/MA 

Tabel 4.19 : Ketercapaian kriteria Standar Isi SMA Negeri di Kabupaten Bengkulu 

Selatan sebagai sekolah sampel   

No Sekolah 
Perolehan  

skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 
Kriteria 

1 SMAN  1  Bengkulu Selatan 23 95,85 S 

2 SMAN  5  Bengkulu Selatan 19 79,17 KS 

3 SMAN  4  Bengkulu Selatan 19 79,17 KS 

4 SMAN  6  Bengkulu Selatan 20 83,33 S 

5 SMAN  7  Bengkulu Selatan 21 87,50 S 

6 SMAN  8  Bengkulu Selatan 20 83,33 S 

7 SMAN  9  Bengkulu Selatan 22 91,67 S 

8 MAN  Bengkulu Selatan 21 87,50 S 

JUMLAH 165 85,94 S 

      Keterangan  

      Skala Interval  :  
      20 – 24  : Standar (S)  
      13 – 19 : Kurang Standar (KS)  
       8 – 12  : Kurang Standar Sekali (KSS)  
      N Ketercapaian (%) : 
      83,33   –  100 : Standar (S) 

 54,17 –  79,17 : Kurang Standar (KS) 
 33,33 –   50,00 : Kurang Standar Sekali (KSS) 
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Tabel 4.20 :  Ketercapaian kriteria Standar Proses SMA/MA Negeri di Kabupaten 

Bengkulu Selatan sebagai sekolah sampel   

No Sekolah 
Perolehan  

skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 
Kriteria 

1 SMAN  1  Bengkulu Selatan 24 80,00 S 

2 SMAN  5  Bengkulu Selatan 20 66,67 KS 

3 SMAN  4  Bengkulu Selatan 19 63,33 KS 

4 SMAN  6  Bengkulu Selatan 25 83,33 S 

5 SMAN  7  Bengkulu Selatan 23 76,67 KS 

6 SMAN  8  Bengkulu Selatan 19 63,33 KS 

7 SMAN  9  Bengkulu Selatan 23 76,67 KS 

8 MAN  Bengkulu Selatan 19 63,33 KS 

JUMLAH 172 71,67 KS 

Keterangan : 

Skala Interval  :  
24 – 30  : Standar (S)  

 17 – 23 : Kurang Standar (KS)  
10 – 16  : Kurang Standar Sekali (KSS)  
N Ketercapaian (%) : 

 80,00   –  100 : Standar (S) 
56,67  –  76,67 : Kurang Standar (KS) 
33,33   –  53,33 : Kurang Standar Sekali (KSS) 
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Tabel 4.21. :  Ketercapaian Kriteria Standar Kompetensi Lulusan SMA/MA Negeri 

di  Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sekolah sampel   

No Sekolah Perolehan  
skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 

Kriteria 

1 SMAN  1  Bengkulu Selatan 36 100 S 

2 SMAN  5  Bengkulu Selatan 33 92,00 S 

3 SMAN  4  Bengkulu Selatan 31 86,11 S 

4 SMAN  6  Bengkulu Selatan 36 100 S 

5 SMAN  7  Bengkulu Selatan 35 97,22 S 

6 SMAN  8  Bengkulu Selatan 24 66,67 KS 

7 SMAN  9  Bengkulu Selatan 32 88,89 S 

8 MAN  Bengkulu Selatan 33 91,67 S 

JUMLAH 260 90,28 S 

 

Keterangan : 

Skala Interval :  
      29 – 36  : Standar (S)  
      20 – 28 : Kurang Standar (KS)  
      12 – 19  : Kurang Standar Sekali (KSS)  
N Ketercapaian (%) : 
       80,56 – 100 : Standar (S) 
       55,56 – 76,67 : Kurang Standar (KS) 
       33,33   – 52,78 : Kurang Standar Sekali (KSS) 
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Tabel 4.22 :    Ketercapaian kriteria Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/MA 

Negeri di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sekolah sampel   

No Sekolah 
Perolehan  

skor 

N 

Keterpenuhan 

(%) 

Kriteria 

1 SMAN  1  Bengkulu Selatan 32 96,97 S 

2 SMAN  5  Bengkulu Selatan 24 72.73 Ks 

3 SMAN  4  Bengkulu Selatan 24 72,73 Ks 

4 SMAN  6  Bengkulu Selatan 28 84,85 S 

5 SMAN  7  Bengkulu Selatan 28 84,85 S 

6 SMAN  8  Bengkulu Selatan 25 75,76 KS 

7 SMAN  9  Bengkulu Selatan 23 69,70 KS 

8 MAN  Bengkulu Selatan 25 75,76 KS 

JUMLAH 209 79,17 S 

 
 

Keterangan : 

Skala Interval  :  
           27 – 33  : Standar (S)  
           18 – 26 : Kurang Standar (KS)  
           11 – 17  : Kurang Standar Sekali (KSS)  
N Ketercapaian (%) : 
          81,82  – 100 : Standar (S) 
          54,55 – 78,79 : Kurang Standar (KS) 
          33,33  – 51,52                              : Kurang Standar Sekali (KSS) 
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Tabel 4.23 : Ketercapaian kriteria Sarana dan Prasarana SMA/MA Negeri di 

Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sekolah sampel  

No Sekolah 
Perolehan  

skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 
Kriteria 

1 SMAN  1  Bengkulu Selatan 33 96,97 S 

2 SMAN  5  Bengkulu Selatan 26 78,79 KS 

3 SMAN  4  Bengkulu Selatan 29 87,88 S 

4 SMAN  6  Bengkulu Selatan 24 72,73 KS 

5 SMAN  7  Bengkulu Selatan 29 87,88 S 

6 SMAN  8  Bengkulu Selatan 25 75,76 KS 

7 SMAN  9  Bengkulu Selatan 24 72,73 KS 

8 MAN  Bengkulu Selatan 24 72,73 KS 

JUMLAH 213 80,68 S 

Keterangan  

       Skala Interval  :  
       27 – 33 : Standar (S)  
       18 – 26 : Kurang Standar (KS)  
       11 – 17  : Kurang Standar Sekali (KSS)  
N Ketercapaian (%) : 
       81,82  – 100: Standar (S) 
54,55 – 78,79                         : Kurang Standar (KS) 
       33,33  – 51,52 : Kurang Standar Sekali (KSS) 
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Tabel 4.24 : Ketercapaian Standar  Pengelolaan SMA/MA Negeri di Kabupaten 

Bengkulu Selatan sebagai sekolah sampel   

No Sekolah 
Perolehan  

skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 
Kriteria 

1 SMAN  1  Bengkulu Selatan 12 100 S 

2 SMAN  5  Bengkulu Selatan 9 75,00 KS 

3 SMAN  4  Bengkulu Selatan 11 91,67 S 

4 SMAN  6  Bengkulu Selatan 8 66,67 KS 

5 SMAN  7  Bengkulu Selatan 12 100 S 

6 SMAN  8  Bengkulu Selatan 7 58,33 KS 

7 SMAN  9  Bengkulu Selatan 7 58,33 KS 

8 MAN  Bengkulu Selatan 8 66,67 KS 

JUMLAH 74 77,08 KS 

Keterangan : 

Skala Interval :  

10 – 12 : Standar (S)  
7 –   9 : Kurang Standar (KS)  
4 – 6  : Kurang Standar Sekali (KSS)  
     N Ketercapaian (%) : 
     83,33  – 100 : Standar (S) 
     58,33 – 75,00 : Kurang Standar (KS) 
     33,33  – 50,00 : Kurang Standar Sekali (KSS) 
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Tabel 4.25 : Ketercapaian Kriteria Standar Pembiayaan SMA/MA Negeri di 

Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sekolah sampel   

No Sekolah 
Perolehan  

skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 
Kriteria 

1 SMAN  1  Bengkulu Selatan 9 100 S 

2 SMAN  5  Bengkulu Selatan 6 66,67 KS 

3 SMAN  4  Bengkulu Selatan 7 77,78 KS 

4 SMAN  6  Bengkulu Selatan 6 66,67 KS 

5 SMAN  7  Bengkulu Selatan 9 100 S 

6 SMAN  8  Bengkulu Selatan 4 44,44 KSS 

7 SMAN  9  Bengkulu Selatan 8 88,89 S 

8 MAN  Bengkulu Selatan 7 77,78 KS 

JUMLAH 56 77,78 KS 

 

Keterangan : 

Skala Interval :  
8 – 9 : Standar (S)  
5 – 7 : Kurang Standar (KS)  
3 – 4  : Kurang Standar Sekali (KSS)  
N Ketercapaian (%) : 
88,89  – 100 : Standar (S) 
55,56– 77,78 : Kurang Standar (KS) 
33,33  – 44,44 : Kurang Standar Sekali (KSS) 
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Tabel 4.26   : Ketercapaian Kriteria Standar Penilaian SMA/MA Negeri di 

Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai sekolah sampel   

No Sekolah 
Perolehan  

skor 

N 
Keterpenuhan 

(%) 
Kriteria 

1 
SMAN  1  Bengkulu 
Selatan 

37 94,87 S 

2 
SMAN  5  Bengkulu 
Selatan 

30 77,00 KS 

3 
SMAN  4  Bengkulu 
Selatan 

29 74,36 KS 

4 
SMAN  6  Bengkulu 
Selatan 

32 82,05 S 

5 
SMAN  7  Bengkulu 
Selatan 

31 79,49 KS 

6 
SMAN  8  Bengkulu 
Selatan 

25 64,10 KS 

7 
SMAN  9  Bengkulu 
Selatan 

33 84,62 S 

8 MAN  Bengkulu Selatan 28 71,79 KS 

JUMLAH 245 78,53 S 

 

Keterangan : 

Skala Interval  :  
31 – 39  : Standar ( S )  
22 – 30 : Kurang Standar ( KS )  
13 – 21  : Kurang Standar Sekali ( KSS )  
N Ketercapaian (%) : 
79,49 – 100 : Standar ( S ) 
56,41 – 76,92 : Kurang Standar (KS) 
33,33  – 53,85 : Kurang Standar Sekali ( KSS ) 
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Tabel 4. 27 :  Pencapaian Kriteria 8 Standar Nasional Pendidikan  SMA/MA 

 Negeri di  Kabupaten Bengkulu Selatan   

 

No Nama Sekolah 
Standar Pendidikan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 SMA N  1 BS S S S S S S S S 

2 SMA N  4  BS KS KS S KS S S KS KS 

3 SMA N 5  BS KS KS S KS KS KS KS KS 

4 SMA N 6BS S S S S KS KS KS S 

5 SMA N 7BS S KS S S S S S S 

6 SMA N 8  BS S KS KS KS KS KS KSS KS 

7 SMA N 9  BS S KS S KS KS KS S S 

8 MA N BS S KS S KS KS KS KS S 

 












































































